BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokas dan Situs Penelitian
1. Gambaran Umum L okas Penelitian
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah sanyangga lbukota Propinsi
Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo memiliki luas + 288 knf (berdasarkan luas
kecamatan) yang terdiri dari 18 (delapan belaspiketan. Saat ini Kabupaten
Sidoarjo mengalami perkembangan yang sangat p€sherhasilan ini dicapai
karena berbagai potensi yang ada di wilayahnyarépeustri dan perdagangan,
pariwisata, serta usaha kecil dan menengah daamds dengan baik dan
terarah.
Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,5° dan 94 Byjur Timur dan antara
7,3° dan 7,5° Lintang Selatan. Dan batas-batasiajlatasebagai berikut :
Utara : Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik
Selatan: Kabupaten Pasuruan
Timur : Selat Madura
Barat : Kabupaten Mojokerto

Sumber : www.sidoarjokab.go.id
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambarwléaini :

WOOVA SURABAYA 1 40

PETA ADMINISTRASI . e
e KABUPATEN SIDOARJO

—@

KABUFATEN GRESIK

Gambar 3: PetaWilayah Kabupaten Sidoarjo
Sumber : www.sidoarjokab.go.id
a). Keadaan topogr afis, geologis, dan klimatologis

Secaratopografis Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adangaasi yang
berbeda-beda, yaitu dataran delta dengan ketinggitar O s/d 25 m, ketinggian
0-3 m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, nedap daerah pertambakkan
yang berada di wilayah bagian timWwilayah Bagian Tengah yang berair tawar
dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan lautipaéan daerah pemukiman,
perdagangan dan pemerintahan meliputi 40,81 %.ykhldagian barat dengan
ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupaleerah pertanian meliputi
29,20%.

Secara geologis kabupaten Sidoarjo merupakan ddatatan rendah, wilayah
kabupaten Sidoarjo ini merupakan daerah air tap@ayau, dan air asin mencapai
luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rddan0-dari permukaan tanah.

Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua alirantuyiali Surabaya dan Kali



80

Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas y@erulu di kabupaten
Malang. Struktur tanah di kabupaten Sidoarjo anlaira terbentuk dari unsur-
unsur sebagai berikut :
1) Alluvial kelabu seluas 6.236,37 Ha
2) Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat set14.970,23 Ha
3) Alluvial Hidromart seluas 29.346,95 Ha
4) Gromosal kelabu Tua Seluas 870,70 Ha
Secara klimatologis kabupaten Sidoarjo Kheri tropis dengan dua
musim, musim kemarau pada bulan Juni sampai Bukiob®r dan musim hujan
pada bulan Nopember sampai bulan Mei.
Sumber: Dokumen Profil Kabupaten Sidoarjo Periodaun 2010/2011
b). Struktur Kelembagaan Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo memiliki penduduk tidak kureashayi 1.985.228 jiwa
yang tersebar di 18 kecamatan, 31 kelurahan dand822 yang terbagi dalam
1.786 rukun warga (RW) dan 6.677 rukun tetanggd).(FDan perangkat
kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoangtxitelari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, 15 Dinas, 7 Badan, 2dattRSUD,18 Kecamatan,
31 Kelurahan. Secara rinci perangkat daerah yamrgdad<abupaten Sidoarjo
adalah sebagai berikut :
1) Sekretariat Daerah.
2) Sekretariat DPRD
3) Dinas, terdiri atas:
a. Dinas Pendidikan
b. Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan, dan Pariwisata

c. Dinas Kesehatan



. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Perhubungan

. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

Dinas PU Pengairan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan, dan Keuangan Aset
Dinas Koperasi, UKM, Perindag, dan ESDM

Dinas Pasar

. Dinas PU, Bina Marga

. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dinas PU, Cipta Karya Tata Ruang

Lembaga Teknis, terdiri atas:

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungaryatakat

. Badan Lingkungan Hidup

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

. Badan Ketahanan Pangan

. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan , dan KB

Kantor Pamong Praja

Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
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5) Kecamatan, terdiri atas:

a. Kecamatan Balongbendo

b. Kecamatan Buduran

c. Kecamatan Candi

d. Kecamatan Gedangan

e. Kecamatan Jabon

f. Kecamatan Sidoarjo

g. Kecamatan Krembung

h. Kecamatan Krian

I. Kecamatan Porong

J. Kecamatan Prambon

k. Kecamatan Sedati

|.  Kecamatan Sukodono

m. Kecamatan Taman

n. Kecamatan Tanggulangin

0. Kecamatan Tarik

p. Kecamatan Tulangan

g. Kecamatan Waru

r. Kecamatan Wonoayu
Sumber : www.sidoarjokab.go.id

2. Gambaran Umum Situs Penelitian
a) Desa/Kelurahan Sawotratrap
1) Keadaan Geografis
Desa ini memiliki luas wilayah mencapai mencapav.268 Ha.

Keadaan geografis desa ini terletak di diatas 4am permukaan laut.
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Desa sawotratrap termasuk pula kedalam datararahmerdengan suhu
udara rata-rata 3G.

Desa Sawotratrap di sebelah utara berbatasan d®egsmnKereksari,
di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gedasgaglah timur
berbatasan dengan Desa Semambung, di sebelatbbdratasan dengan
Desa Banjah. Kecamatan Gedangan. Orbitrasi (Jarak gusat
pemerintahan ke pemerintahan desa) pemenrintah@mamliedan ke
pementerihan desa mencapai 4 Km. Jarak dari petaieaim kabupaten, ke
pemerintahan desa mencapai 8 Km. sedangkan jarakbdeota negara
sampai ke pemerintahan desa mencapai 1000 Km.
2) Struktur Birokrasi Desa Sawotratrap

Desa sawotratrap memilki jumlah Ketua RT sebany&k ofang,
sedangkan Ketua RW sebanyak 11 orang. Untuk Kéjpralsan berjumlah
sebanyak 5 orang, serta terdapat sejumlah stafjghimencapai 20 orang.

Adapun perincian jumlahnya sebagai berikut :

1. RT : 58 Orang
2. RW ] 11 Orang
3. Kepala Urusan : 5 Orang
4. Staff ] 20 Orang

Sumber: Dokumen Profil Kecamatan Gedangan Tahu/2011
b) Kecamatan Gedangan
1) Pembagian Administratif
Kecamatan Gedangan berada di sebelah utara Kdtarfti. Hanya
berjarak 9 Km dari pusat kota Sidoarjo. Kecamatardi sebelah utara

berbatasan dengan Kecamatan Waru, sebelah selafaatdsan dengan
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Kecamatan Buduran, sebelah timur berbatasan ddfgeematan Sedati,

disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan SukathonTaman.

Tabd 1

Batas Wilayah K ecamatan Gedangan

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan
Utara Waru Waru

Selatan Buduran Buduran

Timur Sedati Sedati

Barat Taman Sukodono, Taman

Sumber :Dokumen Profil Kecamatan Gedangan 2010/2011

Tabel 2

Keadaan Geogr afis K ecamatan Gedangan

Luas Pemukiman 1475,6 hafm
Luas Persawahan 492 ha?m
Luas Perkebunan 40 hafm
Luas kuburan 21 ha/m
Luas pekarangan 48 hafm
Luas taman 16 ha /‘m
Perkantoran 204 ha /'m
Luas prasarana umum lainnya 105,4 hd/ m
Total luas 2402 ha/m

Sumber : Dokumen Profil Kecamatan Gedangan 201@/201
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2) Mata Pencaharian Pokok Kecamatan Gedangan
Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Kecamatararn@ed secara
umum bermata pencaharian ke berbagai sektor, atdarajasa, atau
perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkasa dyang ada
masyarakat kecamatan gedangan bermata pencahebiagas pengusaha
kecil dan menengah, buruh tani, serta pedaganinkeli
Tabe 3

Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Gedangan

Jenis Pekerjaan L aki-laki Perempuan
Petani 1334 422
Buruh tani 1583 616
Buruh Migrant perempuan 491 972
Buruh Migrant Laki-laki 1015 500
PNS 776 767
Pengrajin Industri Rumah 73 101
Tangga
Pedagang Keliling 1582 360
Peternak 404 49
Dokter Swasta 2 7
Perawat Swasta 1 20
TNI 676 68
POLRI 602 141
Pensiunan PNS 489 264
Pengusaha kecil dan menengah 1620 1080

Sumber: Dokumen Profil Kecamatan Gedangan 2010/2011
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Satpol PP Kabupaten Sidoarjo

Tugas Pokok Satpol PP :

“Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman daertkean umum
serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bd@atiKeputusan
Bupati.”

Fungsi Satpol PP :

Penyusunan program dan pelaksanaan ketentramaegtiban umum,
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelexaggketentraman
dan ketertiban umum di daerah

Pelaksanaan peningkatan SDM Satuan Perlindungayavédst
Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daardredaturan Bupati
Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyele@ggketentraman
dan ketertiban umum serta penegakan PeraturanibdanaPeraturan
Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidga®ai Negeri Sipil
(PPNS) dan atau aparatur lainnya

Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi daatmi@eraturan
Daerah dan Peraturan Bupati;

Pelaksanaan tugas kesekretariatan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatia tugas dan
fungsinya

Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan pada peraturan bupati sidoarjo noa@dnt 2008 , maka
susunan organisasi satuan polisi pamong praja telalir :

a. Unsur Pimpinan : Kepala Satuan



b. Unsur Staf : Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Sumber: www.sidoarjokab.go.id

c. Unsur Pelaksana Satpol PP:

KEPALA SATILIAN
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Gambar 4 : Struktur Organisasi Satpol PP

Sumber: www.sidoarjokab.go.id

Berdasarkan pada gambar tersebut struktur orgrésdysol PP, terdiri dari:

1. Bidang Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum da

Pengamanan, terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

b. Seksi Pengamanan.

2. Bidang Operasional dan Pengawasan, terdiri:dari

a.Seksi Operasional

b. Seksi Pengawasan.
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2. Bidang Penyidikan dan Penindakan, terdiri dari :
a.Seksi Penyidikan
b.Seksi Penindakan.
Sumber: www.sidoarjokab.go.id
d) DinasPU Pengairan Kabupaten Sidoarjo
1) Vis
“Terwujudnya pengelolaan irigasi yang efektif darisien untuk
mendukung ketahanan pangan dan pengendalian ganprigan.”
2) Mis
1) Memberikan pelayanan irigasi kepada masyarakatnpetang
meliuti pengaturan, pembagian dan pembuangannya.
2) Meminimalisasi terjadi genangan air yang melipuad, tinggi dan
lama genangannya.
3) Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkaitndpkngelolaan
jaringan irigasi.
4) Mendorong kepedulian masyarakat dalam pengelotagasi.
5) Mengembangkan profesionalisme sumber daya manasissidtem
informasi untuk mendukung pelayanan irigasi.

Sumber: Dokumen Profil Dinas Pengairan Kabupateto&ijo



89

B. Penyajian Data Fokus Penelitian
1. Implementas Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 Terhadap PKL

di Kawasan Sempadan Afvoer Bono.

a. Sasaran Implementas Kebijakan.

Penetapan sasaran kebijakan Perda Nomor 5 Tahui@ 28ftang
ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) tenhaldEL, tidak lepas dari
jumlah PKL yang terus meningkat setiap harinyaa detakhir jumlah para PKL
di Kecamatan Gedangan tahun 2010/2011 yang terosht Dinas Koperasi
Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabuop&idoarjo dipaparkan
pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4

Jumlah PKL di Kecamatan Gedangan Tahun 2010/2011

NO | Lokasi para PKL di Kecamatan Gedangan  Jumlah t\Madrjualan
1 | Jl. Nangka 31

2 | Jl.Tebel 8

3 | JI. Lingkar Timur 15 07.00 - 23.00 WIB
4 | JI. KH. Hasyim Mukmin 8

5 | JI. Gedangan Raya 46

(Sumber: Data primer diolah dari Dinas Koperindagda tanggal 02 September
2013 Pukul 20.00 WIB)

Penetapan sasaran melalui pendaftaran ini tidak ba&irtujuan untuk,
memberikan pemahaman dan kesadaran kepada selllhdiP Kecamatan
Gedangan atas tanggung jawab mereka terhadap peatemfuang publik, yang

antara lain tetap menjaga kebersihan, keindahanketartiban.
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Sedangkan jumlah paguyuban forum komunikasi PKLKdbupaten

Sidoarjo sendiri ditunjukkan pada tabel di bawah in

Tabe 5

Jumlah Peguyuban PKL di Kecamatan Gedangan Tahun 2010/2011

Jumlah Anggota
NO Wilayah Kecamatan Luar Keterangan
Sidoarjo
Sidoarjo
1 | Kota Sidoarjo 450 - Luar Sidoarjo
2 | Buduran 164 11 paguyuban
3 | Gedangan 15 16 berasal dari
4 | Tarik 89 - daerah Madura,
5 | Waru 60 A Lamongan,
Gresik, Malang

(Sumber: Data primer diolah dari Dinas Koperindagda tanggal 02 September

2013, Pukul. 20.00 WIB)

Mengacu data diatas, para PKL di kawasan sempad&roer bono,

Kecamatan Gedangan, dengan alamat JL S. Parmayat@masih belum terdata

atau terdaftar oleh Dinas Koperindag, hal itu dipat berdasarkan pemaparan

Ibu Listyaningsih selaku Staff Bagian Perdagangana® Koperindag yang

menjelaskan paguyuban PKL di kawasan sempadanrdbeo® belum termasuk

data yang terdaftar oleh Dinas Koperindag:

“Setahu saya paguyuban itu tidak termasuk, paguyuwang tercatat
biasanya memperoleh pengakuan. Lokasi keberadaaskanéu diakui
baik dari pemkab, maupun oleh masyarakat sekitar.”

(Hasil Wawancara pada tanggal 16/09/2013, Pukul@3/@IB, Bertempat
di Dinas Koperindag Kabupaten Sidoarjo).

Hasil observasi peneliti menunjukkan perkembangaa PKL yang terus

meningkat, sangat sulit diikuti pekembangannya, skeoya di kecamatan
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gedangan. Jumlah peningkatan secara terus meneenyebabkan petugas
lapangan dinas koperindag kesulitan mendata atawdaftar keberadaan para
PKL secara keseluruhan. Berdasarkan pantauan ydaly tilakukan, jumlah
kehadiran para PKL yang berjualan di kawasan seampatioer bono mulai dari
arah utara Jl. S.Parman sampai ke arah selatd?epklegi antara lain dibagi atas
2 kategori, yakni PKL yang berada di atas salurampmadan, dan PKL yang
berada di depan sempadan. Berikut ini merupakaraparan Jumlah PKL di atas
saluran sempadan afvoer bono:
Tabel 6

Jumlah PKL Di Atas Saluran Sempadan Afvoer Bono

NO L okasi Jumlah (PKL) Waktu Berjualan
1 Depan Sempadan Afvoer Bono Pkl 09.00-17.30 WIB
47 Bangunan
(Penggunaan Fasum) Pkl.17.30-01.00 WIB

(Sumber: Data primer diolah pada tanggal 07 MaréiL3, Pukul.10.00 WIB)
Sedangkan perinciannya dapat diketahui dengan atejénis barang
dagangan, beserta jumlah total bangunan atau lampakdidirikan oleh para PKL
di atas sempadan afvoer bono, yang mencapai juAabangunan atau lapak.
Hal ini dapat disajikan secara keseluruhan selzaydut:
Tabe 7

Jenis Barang Dagangan PKL Di Atas Saluran Sempadan Afvoer Bono

No Jenis Barang Dagangan Jumlah Bangunan PKL
1 | Warung Makanan dan Minuman 41
2 | Kios 5
3 | Pedagang Jasa 1
Total Jumlah PKL 47

(Sumber : Data primer diolah pada tanggal 07 Ma2ét.3 Pukul 10.00 WIB)
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Hasil peninjauan yang dilakukan peneliti, setelahique bulan Febuari
tahun 2013, para PKL ini ternyata kembali mendirikeenda-tenda tempat
berjualan dagangan mereka, berikut ini gambar tardppan dari hasil observasi

peneliti :

Gambar 5: Tampak bagian depan bangunan-bangunan PKL yang berjualan
di kawasan sempadan afvoer bono.
(Sumber: Dokumentasi lapangan di ambil pada tang@al03/2013 Pukul. 08.00
WIB)
Sedangkan tampak bagian belakang sempadan, texiitzett sungai yang
tidak meluap, walaupun area tersebut terdapat $&fjusampah atau limbah yang

dibuang baik dari para PKL, ataupun masyarakataseki

Gambar 6 : Tampak bagian belakang bangunan PKL yang berjualan di
kawasan sempadan afvoer bono.
(Sumber: Dokumentasi lapangan di ambil pada tang@al03/2013, Pukul. 08.00

WIB.)
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Hasil observasi yang telah dilakukan, terkait denkgberadaan para PKL
yang berjualan di depan kawasan sempadan afvoer, momlai dari arah utara
jalan. S.Parman sampai ke arah selatan jalan. &gpahtara lain sebagai berikut:

Tabel 8

Jumlah PKL Di Depan Saluran Sempadan Afvoer Bono

NO Lokasi Jumlah (PKL) Waktu Berjualan

1 Depan kawasan sempadan 2 Pkl 09.00-17.30 WIB

saluran (Penggunaan Fasum

(Sumber: Data primer diolah pada tanggal 07/03/ 2®ukul.10.00 WIB)
Sedangkan perinciannya dapat diketahui dengan atejdénis barang
dagangan, beserta jumlah total bangunan atau lgrakdidirikan oleh para PKL
di atas sempadan afvoer bono, yang mencapai julnk@ngunan atau lapak. Hal
ini dapat disajikan secara keseluruhan sebagduieri
Tabel 9

Jenis Barang Dagangan PKL Di Depan Saluran Sempadan Afvoer Bono

No Jenis Barang Dagangan Jumlah Bangunan PKL
1 | Warung Makanan dan Minuman 1
2 | Kios 1

Total Jumlah PKL 2

(Sumber: Data primer diolah tanggal 07/03/ 2013k&iu10.00 WIB)

Berikut ini merupakan tampak bagian depan pard Bkng telah
berjualan di depan kawasan sempadan, atau berjdilaarea trotoar, dan
dianggap telah melanggar Peraturan Daerah nom@h&nT2007 terkait dengan

aspek jalan :
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Gambar 7 : Para PKL yang berjualan di area trotoar depan kawasan
sempadan afvoer bono.

(Sumber: Dokumentasi lapangan di ambil pada tang@al03/2013, Pukul. 10.00

WIB)

Kehadiran para PKL tersebut yang dianggap telatamgglar ketentuan-
ketentuan dalam Perda Trantibum Nomor 5 Tahun 286Bagaimana dengan
keterangan yang diberikan oleh Bapak Dedik selakpaka Bidang Ketertiban
Satpol PP, bahwa keberadaan mereka merupkan sgsemerntiban PKL, dan
dianggap melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2007 tgniteantibum, dan Perda
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi,

“Sasaran tindakan penertiban di lakukan terhad&peka (PKL di kawasan
sempadan afvoer bono), karena keberadaan merékam i60% berada di wilayah
sempadan, serta 40% berada di area trotoar. Jagkaneudah bisa dikatakan
dianggap melanggar perda trantib, sama perdairfigas

(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, Pukul. 10.00 V\BBrtempat di
Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).

Sebagaimana yang dipaparkan dalam Perda Trantibumka terdapat
aspek tertib jalan, tertib lingkungan, dan tertgaha tertentu dalam mengatur
ketertiban masyarakat yang beraktifitas di wilay@lloarjo. Sehingga dari
pemaparan hasil wawancara tersebut, menunjukkararasaspelaksanaan

kebijakan peraturan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tgntaantibum adalah para

PKL yang mendirikan bangunan diatas sempadan saluaf/oer bono, yang
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mencapai 47 PKL. Dengan jenis barang dagangarpdeaiPKL yang ditertibkan
baik di atas maupun di depan kawasan sempadanrdfeoe, mayoritas berupa
warung makanan dan minuman. Jumlah keberadaanPpdreersebut mencapai
47 bangunan PKL yang berada di atas sempadan dsamsbah 2 bangunan PKL
di depan kawasan sempadan afvoer bono.

b. Bentuk Kesepakatan Penertiban.

Sebelum terjadinya pelaksanaan penertiban PKL diakan sempadan
afvoer bono, terjadi dialog antara pihak pengekdavasan sempadan (Dinas
Pengairan), pihak aparat penertiban (Satpol PRakpbinas Cipta Karya, serta
pihak Kecamatan Gedangan selaku wilayah adminidtak, dengan para PKL
yang berjualan di area tersebut. Tujuan utamampeide tersebut antara lain, agar
tercapai kesepakatan bentuk kebijakan yang akaksdihakan.

Penjelasan terkait dialog tersebut, menurut pihatp®& PP bahwa
hasilnya telah ditentukan, yakni adanya pembongkbemgunan-bangunan yang
didirikan oleh para PKL tersebut. Pertemuan itu tlpean untuk
mensosialisasikan kepada para PKL di kawasan senpaftyoer bono, agar
mereka tidak berjualan di kawasan tersebut. Para tesebut menurut Kepala
Bagian Tata Usaha (TU) Satpol PP hendak diarahkaddam ruko gateway,
ataupun pasar waru, akan tetapi pada perkembargagrlokasi ke pasar waru,
bersamaan dengan proses penertiban PKL lainnymgsshmenyebabkan proses
relokasinya ke arah pasar waru menjadi terhambatiki®d penjelasan Bapak

Tohari selaku Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP :
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“Hasil kesepakatannya yang jelas mereka mau menkbofmngunannya

sendiri. Memang pernah ada opsi PKL itu (kawasanpselan saluran

afvoer bono) dipindah ke dalam ruko gateway, aap&sar waru, tapi di

pasar waru itu juga terkendala dengan daya tampyandgalau pindah ke

ruko gateway saya kurang tahu kejelasannya.”

(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, Pukul308WIB, Bertempat

di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).

Hasil kesepakatan berupa pembongkaran bangunguutam liar yang
didirikan PKL di kawasan sempadan afvoer bono, pigarkuat oleh pernyataan
Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan. Para PKL tersehenurut Staff Bina
Manfaat Dinas Pengairan dianggap sepakat untuk bdgualan di area tersebut.
Selain itu upaya penyediaan tempat bagi para PKhg ydibongkar, tidak
termasuk kedalam perencanaan pihak Dinas Pengéieaikut pemaparan yang
didapat dari wawancara Ibu Tatik selaku Staff Bifenfaat Dinas Pengairan:

“Sejak awal memang kami tidak ada rencana menkadikhan relokasi

bagi para PKL disitu mas, soalnya kalo ada yangrsepu, bisa-bisa

PKL-PKL yang mendirikan bangunan liar lainnya memtihal yang sama

dengan mereka, minta kami menyediakan lahan redlogadahal inikan

tujuannya penertiban.” Mereka dibongkar itu saa pobyek peninggian
jalan, sekitar periode bulan November-Desembegatsaya.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, PukulbD1WIB, Bertempat

di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)

Pendapat lain datang dari seorang Staff daria®ifipta Karya yang
menjelaskan, bahwa sebenarnya upaya perelokasian Ri€L tersebut tidak
menjadi bagian dari kesepakatan, sehingga pemindahgat para PKL itu tidak
termasuk dalam kesepakatan penertiban, hal inh tdleuatkan dengan tidak
adanya SK dari Bupati terkait perelokasian para Pteksebut. Sehingga
penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bonamselperiode-periode
sebelumnya (Desember 2012) menjadi bentuk penertib@ngan cara
menghilangkan lokasi usaha para PKL tersebut (maghsr bangunan-bangunan

liar PKL yang berada di area sempadan ) sesuaiatieRgrda yang berlaku, dan

tanpa adanya penggantian lahan usaha. Akan tetapi dasar pertimbangan
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kemanusiaan, menjadikan para PKL tersebut masikriddpankan berjualan,
bentuk penertiban yang dilakukan saat ini, madiatses pengawasan lokasi usaha
mereka, supaya terjaga kebersihan lingkungan sekéaserta agar tidak sampai
menimbulkan konflik. Hal ini sesuai dengan perngatdbu Yuni selaku Staff
Bidang Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya :
“Usulan relokasi itu hanya sebatas wacana dari PKL sendiri.
Pertemuannya bertujuan agar bangunan-bangunardifau dibongkar
sendiri oleh mereka, kalo tidak mau, ya terpakdakdkan tindakan
penertiban. Jadi seperti yang mas lihat, tidak yadey namanya relokasi.
Atas dasar pertimbangan kemanusiaan juga, merek# rdgerbolehkan
kembali berjualan lagi, itupun dengan catatan hasemnentara,
kebersihannya dijaga, sama mereka harus menjagmgab baik dengan
warga sekitar, agar jangan sampai terjadi konflik.”
(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, PukulODAWIB, Bertempat
di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sifiga
Sedangkan kesepakatan yang terjadi di kawasan sempaafvoer bono,
menurut Kepala Seksi Bidang Ketentraman dan Kbttt Trantib) Kecamatan
Gedangan, upaya penertiban para PKL sampai padaaahpembongkaran,
dikarenakan pihak Kecamatan ~memberikan solusi ratér akan
keberlangsungan tempat usaha mereka, akan tetagate terdapat hambatan
dalam pelaksanaannya, yakni terkait dengan pematieaga sewa lahan yang
diajukan oleh pihak ruko gateway kepada para PK&etmut. Harga sewa yang
dikenakan dianggap terlalu tinggi oleh para PKLhisgga menimbulkan

kesetidaksepakatan akan pemakaian lahan ruko gat®eakut ini merupakan

pemaparan Bapak Gundari selaku Kasi Trantib Kecm@edangan :
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“‘Pada saat itu memang mereka bersedia membongkadirise
bangunannya. Dari pihak kami sendiri memberikardamsbkepada mereka
untuk pindah ke Ruko Gateway, lagipula mereka madaktmau harus
membongkar bangunannya, hal ini juga berkaitan @erspzdah adanya
program pengerukan sungai, dan peninggian jalaekits situ. Tapi
ternyata yang terjadi pihak ruko gateway tidak maenyediakan lahan
secara cuma-cuma. Menurut para PKL biaya retripaisg diminta ruko
gateway dianggap terlalu tinggi, jadi mereka tidau pindah ke situ.”
(Hasil wawancara pada tanggal 17/09/2013, PukulbO8WIB, Bertempat
di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)

Penertiban yang terjadi setelah para PKL teselyudian kembali, menurut
Bapak Gundari selaku Kasi Trantib Kecamatan Gedangalalah dengan
mengawasi, menata keberadaan mereka agar tidakmim@likan dampak
kemacetan, ataupun menampilkan kesan tidak kumuh :

“Untuk sekarang bentuk penertibannya dengan camgaveasi mereka,
agar tidak menyebabkan jalan menjadi semerawuginsatu kami

meminta mereka, agar di seragamkan saja tempaamgahbiar kelihatan
lebih indah.”

“Memang sengaja tidak kami berikan SK Kecamatanefzgan lokasi,
agar sewaktu-waktu bila ada konflik dengan wargesa bdilakukan
penggusuran.”

(Hasil wawancara pada tanggal 17/09/2013, PukuloO8WIB, Bertempat
di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)

Jika menurut pendapat salah seorang koordinator, R&ini Bapak Buyung
bahwa sebenarnya memang terjadi kesepakatan akalmopgkaran bangunan-
bangunan yang mereka dirikan, akan tetapi hal dikarenakan terdapat opsi
penyediaan lahan tempat untuk mereka berjualan #&emlakan tetapi
perkembangan yang terjadi lahan yang diperuntukkdak terealisasikan,

sehingga mereka kembali berjualan kembali di asakan sempadan afvoer

bono :
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“‘“Memang ada kesepakatan kami mau pindah. Kami idisudah

membongkar bangunan sendiri, tidak perlu ada yargmanya

penggusuran. Bisa dilihat sendiri kemarin kami b@mgendiri, Satpol PP
tidak perlu repot-repot bongkar. Tapi mana realisasipat untuk kami
berjualan. Ruko gateway itu tidak mau ngasih laganbuat kami

berjualan, alasannya sudah penuh, disewa samatdk&p-buat lahan
parkir. Ya jangan salahkan kami, kami disini jugaya mencari nafkah.”

(Hasil wawancara pada tanggal 31/09/2013 Pukul P2/8BIB, Bertempat
di Lokasi Dagang Kawasan Sempadan Afvoer Bono)

Pendapat koordinator PKL tersebut, diperkuat obahsseorang PKL yang
mengikuti proses dialog. Salah seorang pedagamgatn@ Bu Sulastri yang juga
merupakan PKL di kawasan sempadan afvoer bonoetaskan, jauh sebelum
pertemuan terkait dengan penertiban PKL di areaakaw sempadan afvoer
bono, sebenarnya para PKL di kawasan tersebut, hsumausaha untuk
memindahkan usaha mereka ke tempat-tempat yan§ tddlanggar Perda.
Namun masalah biaya sewa yang tinggi, dan keenggpieak swasta untuk
menyediakan lahan bagi mereka, menjadi sekian kenydag dihadapi. Selain itu
saat terjadinya pertemuan, keinginan untuk membamdiangunan-bangunan
para PKL tersebut, juga didukung adanya 2 proyeknggian jalan dari Dinas
Bina Marga, serta proyek pengerukan sempadan daasCPengairan, sehingga
para PKL tersebut terpaksa membongkar bangunamemyghris

“Kalo pengerukan itu bisa kami protes, karena sabeya tidak mesti di
sini, yang didekat perumahan warga saja, tapi nagailmana lagi mas ada
proyek peninggian jalan dari Dinas Bina Marga judmjpada lapak jualan
kami dibongkar Satpol PP, mendingan (lebih baikpikbongkar sendiri.
Kita itu sudah berusaha mencari tempat jualan tdisiki, dulu pernah di
Makro (sekarang berganti menjadi Lottemart), tag@k bisa, terus pas
pertemuan itu diarahkan ke ruko gateway. Merekaa jsgcara halus
menolak, dengan cara harga sewanya ditinggikasaahya lahan buat
parkir itu kena pajak, apalagi dibuat aktifitasjbalan, pajaknya malah
lebih besar. Ya sudah, mas kita berjualan disgiidaja !.”

(Hasil wawancara pada tanggal 02/08/2013, Pukul0OR1WIB, Bertempat
di Lokasi Dagang Kawasan Sempadan Afvoer Bono)

Sehingga kesimpulan yang di didapat dari berbagaasumber, bentuk

kesepakatan yang dicapai, adanya kesediaan paraiftikk. membongkar tempat
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dagangannya, dikarenakan terdapat opsi untuk pipdda saat itu, akan tetapi,
hal yang terjadi adalah penggusuran ruang usahekmeanpa adanya pemberian
ruang pengganti aktifitas para PKL tersebut.

c. Komunikas.

c.1. Komunikasi Antar Pelaksana Kebijakan

Pada dasarnya komunikasi memegang peranan yangngoetialam
penertiban para PKL. Komunikasi yang terjadi anpelaksana kebijakan
penertiban PKL di Kabupaten Sidoarjo mengacu padat &eputusan (SK) yang
dikeluarkan oleh Bupati Sidoarjo. SK Bupati Sidoarang tertera dengan Nomor
188/597/404.1.3.2/2013 mengenai pembentukan Timrddoasi Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten $adaaenjelaskan fungsi
dari beberapa dinas/instansi sebagai kordinatorantalpenataan maupun
pembinaan PKL. Selain itu dinas dalam SK Bupatigyamertindak sebagai
kordinator, berkewajiban mengkoordinir rencana pomya terkait penertiban
PKL terhadap dinas/instansi lainnya, agar tidakaterkesalahpahaman dalam
pengaturan PKL di kabupaten Sidoarjo.

Komunikasi antar pelaksana kebijakan terkait dengelaksanaan perda
trantibum terhadap PKL di kawasan sempadan afvoeo, telah dilakukan oleh
beberapa pihak terkait. Pihak Satpol PP berdasé&kaBupati tersebut, ditunjuk
selaku koordinator penertiban PKL di Kabupaten &ipo Pihak Satpol PP
sendiri menjelaskan telah melakukan koordinasi #agahak pengelola kawasan
sempadan afvoer bono, yang dalam hal ini adalataDPengairan. Berikut

pernyataan Bapak Tohari selaku Kepala Bagian Tath& Satpol PP :
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“Pihak kami sudah melakukan kordinasi dengan DiP@sgairan, karena
selain terkait pelaksanaan Perda Ketertiban, jugayangkut pelaksanaan
Perda Irigasi. Hasil komunikasi itu diwujudkan dang adanya
kesepakatan untuk menertibkan PKL di depan g&teway dan menurut
saya mereka sudah ditertibkan pada bulan-bulan gdung

(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, PukuBO8WIB, Bertempat
di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).”

Pada penjelasan tersebut menjelaskan bahwa pihatipol S&PP
berkomunikasi dengan pihak Dinas Pengairan dalaayaupenertiban PKL di
kawasan sempadan , hasilnya bahwa mereka sepakatrizesama menertibkan
kawasan tersebut dari aktifitas para PKL, dan djapg telah terlaksana.
Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKbhwhsan sempadan
afvoer bono, sebenarnya menurut Bapak Dedik sekaqpala Bidang Trantib
Satpol PP bertujuan untuk memberikan pemahamaketadaran para PKL agar
lebih bertanggung jawab terhadap pemanfaatan rpabgk, antara lain tetap
menjaga keindahan, kebersihan, dan ketertibanukinya di area saluran irigasi :

“Tujuan pelaksanaan penertiban itu untuk memberfg@amahaman dan

kesadaran kepada mereka (para PKL di kawasan sampatioer bono)

agar lebih bertanggung jawab menjaga keindahangerggtan, dan
ketertiban di area-area ruang publik.”

(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, PukulODOWIB, Bertempat

di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo)

Namun untuk kejelasan penertiban menurut pihakdb&p yang diwakili
oleh Bapak Tohari Kepala Bagian Tata Usaha memjatagrea tersebut sudah
ditertibkan, dan dikembalikan lagi kepada pihak gedola yang dalam hal ini
adalah Dinas Pengairan.

“Pada dasarnya tujuan kami memang menertibkan Pkar didak

berjualan diarea yang dilarang perda. Tapi kalauekae sudah tidak

berjualan lagi, pengelolaan kawasannya dikembalikagi ke dinas
pengelola setempat. Jadi Satpol PP tidak meststerusan menjaga
daerah situ.

(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/ 2013 Pukul308WIB, Bertempat
di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).
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Penjelasan berbeda datang dari Bapak Dedik sef@dpala Bidang
Trantib Satpol PP, yang menyatakan memang sudalakuolagn komunikasi
terhadap Dinas Pengairan, namun setelah para Pkdebi@ mendirikan
bangunannya kembali, pihak Satpol PP masih dalbaptm operasi pengawasan,
sehingga hingga saat ini Satpol PP belum melakulgya penertiban secara
menyeluruh terhadap keberadaan para PKL di kawtassebut :

“Kordinasi sudah dilakukan sama dinas pengairam d@as-dinas

lainnya, jauh sebelum terjadi pembongkaran (Deser@bé?). Setelah

mereka kembali, kami disini masih menyelidiki siggzga oknum-oknum
yang terlibat (pihak-pihak yang membantu keberad®@n disitu). Belum
ada lagi bentuk penertiban sampai sejauh ini.”

(Hasil wawancara pada tanggal 30 Agustus 2013, Puku00 WIB,

Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo)

Terlepas daripada kejelasan pelaksanaan penertteasebut, alur
kooordinsi Satpol PP terhadap para pelaksana kebijketertiban lainnya, dapat
ditunjukkan melalui dokumen koordinasi Satpol PRIgp@eriode tahun 2013,
dengan instansi/lembaga lainnya di Kabupaten SwloaPada tersebut
menunjukkan pada tahun 2013, tidak terdapat Dieag&ran sebagai pihak yang
direncanakan untuk bekerjasama/ berkoordinasi daladang trantibum,
khususnya terkait dengan tertib lingkungan. Berikpénunjukan daftar

kerjasama/kordinasi antara Satpol PP dengan indémnisaga terkait di

Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 :
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Daftar Koordinas Satpol PP dengan Instansi/Dinas lainnya

013

013

13

013

13

13

13

No Koordinasi Dengan Bidang Dimulai Diakhiri
TGL/BLN/THN | TGL/BLN/THN
1 Kejaksaan Penyidikan Januari 2013 Desember 2
2 Kehakiman Penyidikan Januari 2013 Desember 2
3 PTN/PTS - Januari 2013 Desember 2(
4 Lembaga Luar Neger - Januari 20138 Desember 2
5 | Lain-lain
Satpol PP jatim Trantibum Januari 20138 Desemb#8 2
Polres/ Polsek sidoarjqg Trantibum Januari 2013  ebDdxer 2013
Kodim 0816/ Koramil Januari 2013 Desember 2013
Trantibum
Sidoarjo
Dinas Perhubungan Januari 2013 Desember 2013
Trantibum
Kab. Sidoarjo
Dinas Pekerjaan Umum Pengawasan | Januari 2013 Desember 201
(PU) Cipta Karya Bangunan
Dinas Kebersihan dan| Trantibum Januari 2013 Desember 20
Pertamanan Kabupatep
Sidoarjo
Dinas Perizinan dan| Pengawasan| Januari 2013 Desember 201
Penanaman Modal Perizinan

Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Dokumen Satpol PP Kab. Sidoarjo periodeum&013

Daftar kerjasama/kordinasi antara Satpol PP dengatansi/lembaga

lainnya di Kabupaten Sidoarjo tersebut sebenarngaumukkan, bahwa masih

belum adanya bentuk kerjasama yang terencana extsistématis dengan Dinas
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Pengairan Kabupaten Sidaorjo, sehingga dapat ##&ateomunikasi yang selama
ini dilakukan kepada Dinas Pengairan lebih bersifatntan/di saat ada kejadian-
kejadian penting, sehingga dalam hal pengawasarguban liar maupun
penanganan PKL di kawasan sempadan sehari-hariagat dlikatakan tidak
mengarah pada tindakan pencegahan, melainkan naéngaada tindakan
penertiban.

Upaya koordinasi yang dilakukan Dinas Pengairanrhagap aparat
penertiban merupakan salah satu bentuk komunilasy penting, tidak hanya
terkait dengan pihak Satpol PP semata, melainkga gyparat penertiban lainnya
seperti Kepolisian, TNI. Hal ini sesuai dengan plEgan dokumen pedoman
Dinas Pengairan terkait dengan pembongkaran bangwarggunan liar.

“Upaya penertiban dilakukan oleh dinas pengairamnkdordinasi dengan

Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan aparat penertiban pihak kelurahan,

maupun kecamatarfSumber: Dokumen Dinas Pengairan terkait

penertiban bangunan-bangunan liar di kawasan serapad

Dinas pengairan selaku pihak pengelola kawasan aganp afvoer bono
sendiri mengakui, sudah berkoordinasi dengan petibol PP, tujuannya jelas
untuk menertibkan para PKL agar tidak berjualanagia kawasan sempadan
afvoer bono, karena selain mereka dianggap melanggeda, mereka juga
dianggap menghalangi program Dinas Pengairan terdangan program
pengerukan sempadan. Berikut penjelasan Ibu Tat&ks Staff Bina Manfaat

Dinas Pengairan :
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“Sudah dilakukan secara berkala itu (koordinasiga® berbagai pihak
yang terlibat), baik dengan Satpol PP, Dinas Cffateya, maupun dengan
Kecamatan Gedangan. Hasilnya ya kami semua sepa&aértibkan,

karena yang pertama mereka berjualan di salurgasiti kedua mereka
berjualan di trotoar, ketiga program pengerukasitdimenjadi terhambat,
kesemuanya ini sudah termasuk pelanggaran perda.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, PukulOD1WIB, Bertempat
di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)

Kejelasan bentuk penertiban PKL di kawasan sempadaoer bono
diungkapkan oleh pihak dinas pengairan dengan meminta Satpol PP, serta
pihak-pihak terkait untuk menghimbau para PKL dis@igar mereka mau
membongkar, berikut penjelasan oleh lbu Tatik selgtaff Bina Manfaat Dinas

Pengairan:

“Permintaan kami kepada pihak Satpol PP untuk ntiéken para PKL

disitu, Itu juga atas dasar permintaan warga, petirat teguran yang
kami berikan, sudah kami tembuskan kepada pihadkpifrkait. Intinya

agar pihak lain juga menghimbau kepada PKL disigesa membongkar
bangunan-bangunan yang mereka dirikan.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06 /09/2013, PukulDDIWIB, Bertempat
di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo ).

Adapun setelah kembalinya aktifitas para PKL kemlk@ kawasan
sempadan afvoer bono, Dinas Pengairan mengaku beldomunikasi kembali
dengan pihak Satpol PP, untuk memantau perkembamgagka, sebagaimana
penjelasan oleh Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfaiatas Pengairan:

“Ketika mereka kembali berjualan lagi, ya kami hmrtdinasi lagi mas

dengan Satpol PP, kapan pelaksanaan pembongkaeamlilzikukan, tapi

kan memang perlu dipersiapkan dulu segala sesumtupsosesnya
terkadang bisa memakan waktu yang tidak sebentar.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06 /09/2013, PukubDD1WIB, Bertempat

di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo).

Upaya koordinasi terkait dengan pembongkaran bagbangunan liar
para PKL perlu ditransmisikan (disalurkan) kepadaappelaksana kebijakan

penertiban yang berdekatan lokasi secara admitisiiengan para PKL, yakni

pihak kecamatan. Berdasarkan pada penjelasan B@pakari selaku Kepala
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Seksi (Kasi) Trantib Kecamatan Gedangan, yang rfaski@n sebenarnya sudah
ada komunikasi dengan para pelaksana kebijakantpgerePKL lainnya, melalui
suatu rapat kordinasi, namun belum tercapainyapledsgan antar pelaksana
kebijakan dalam menertibkan para PKL tersebut :

“‘Komunikasi sudah dilakukan, ya melalui rapat kooadi itu.
Pertemuannya seingat saya sebelum ada proyek BinasMarga (terkait
proyek peninggian jalan di kawasan JL. Pepelegjelsh proyek itu,
masih belum ada pertemuan lagi, jadi ya sampairaegabelum ada
kesepakatan konkret terkait pelaksanaan penertiaahn

(Hasil wawancara pada tgl 17 September 2013, PuB8l/00 WIB,
Bertempat di Kantor Kecamatan Gedangan)

Melalui pernyataan tersebut, sebenarnya bentuk riteme PKL
sekembalinya para PKL di kawasan sempadan afva®s, lmasih belum dapat
diketahui. Pada penjelasan berikutnya dari KasiaBgd Trantib Kecamatan
Gedangan menjelaskan, bahwa dikarenakan belum esgp&katan yang terjadi
di antara para pelaksana kebijakan, maka bentulerflesn mengacu pada
koordinasi antar kepala ketentraman dan keterfftsantib) Kecamatan di seluruh
Sidoarjo, dengan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo.Hasmitemuan ini dengan
mengupayakan pelaksanaan ketertiban, melalui tardékhdakan preventif, dan
dialog. Sebagaimana penjelasan Bapak Gundari sé&lakuTrantib Kecamatan
Gedangan:

“Setelah mereka jualan lagi, pihak sini ya men&dibmereka (para PKL
dikawasan sempadan ) berdasarkan hasil muspikayéwasah pimpinan
keamanan), yang belum lama ini saya ikuti. Intinganertiban PKL di

Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak lagi menggunakarra-cara

penggusuran, melainkan cara-cara preventif, yaitengikutsertakan
paguyuban PKL lainnya untuk membantu penertiban RIKlwalayah

Gedangan, khusunya di kawasan sempadan itu. Jughunoara persuasif
baik secara personal ataupun kelompok, bagi memka telah melanggar
aturan. Harapannya selain menghindari konflik dangara pedagang,
juga supaya mereka itu tidak terus-terusan beruada area-area
terlarang.”

(Hasil wawancara pada tgl 17/09/2013, Pukul 08.0BWBertempat di

Kantor Kecamatan Gedangan)
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Sedangkan dari pihak Desa Sawotratrap menyatéesrtuk komunikasi
yang di lakukan, dan di dapat adalah bentuk konasnikecara tidak langsung.
Pihak Desa Sawotratarap sendiri, mengaku telah mnemesurat teguran yang
diberikan oleh Dinas Pengairan, hal ini dapat dikah secara tidak langsung
telah terjadi komunikasi antara Dinas Pengairaratepihak Desa Sawotararap,
walaupun masih ada kelemahan akan bentuk komurtésassibut, yakni terdapat
kemungkinan akan ketidakjelasan informasi yang riibe. Berikut ini
merupakan penjelasan yang diungkapkan oleh pihak 8awotratrap, diwakili
Bapak Echwan selaku Staff Admin Desa Sawotratrap:

“Terus terang saya tidak tahu terkait dialog yamakdkan.”

“Kalo surat tembusan itu (surat teguran, maupuingatan) sudah ada.

Tapi sebenarnya kan tidak perlu ada yang ditemtibkgara PKL itu

menurut saya tidak menganggu, jadi tidak perlupseertiban. ”

(Hasil wawancara pada tanggal 3 September 2013,uP0i8.00 WIB,

Bertempat di Balai Desa Sawotratrap)

Sehingga para pelaksana kebijakan yang saling enkikasi
berdasarkan hasil wawancara yang didapat antamaDeias Pengairan, Dinas
Cipta Karya, Satpol PP, Kecamatan Gedangan, sdntk ®Desa Sawotratrap.
Diharapkan dengan adanya komunikasi tersebut mukesepahaman antar
pelaksana kebijakan, dalam mengimplementasikan abelkebijakan, karena
memang hakikat kesepahaman lahir dari suatu kcasdiang terencana dengan
baik. Melalui upaya pengkoordinasian ini, diharaplala muncul solusi-solusi
terbaik dalam mengatasi pelanggaran —pelanggaram diauat oleh para PKL di
kawasan sempadan afvoer bono.

c.2. Komunikasi Para Pelaksana Kebijakan dengan Para PKL

Bentuk pelaksanaan komunikasi kepada para PKL ydianggap

melanggar perda pada umumnya diberikan secarauaggsdeh pihak Satpol PP,

bersama-sama dengan Dinas Pengairan. Hal ini sésngan petunjuk dokumen
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pedoman Dinas Pengairan terkait pembongkaran bangliar di kawasan
sempadan, yakni:

“Sosialisasi dilaksanakan oleh Satpol PP, bersamasdengan Dinas

Pengairan dalam rangka membongkar bangunan-bandiamakawasan

sempadan.” (Sumber: Dokumen pedoman Dinas Pengairan terkait

penertiban bangunan-bangunan liar di kawasan serapgzeriode Tahun

2010)

Arah komunikasi kepada para PKL di kawasan sempafaver bono,
menurut pihak Dinas Pengairan setekembalinya PKsebeit dilakukan secara
langsung, hal tersebut dilakukan oleh tim sosisiiggentukan dari Satpol PP
kabupaten Sidoarjo, dan sumber dananya disediakamlidas pengairan melalui
anggaran APBD. Berikut ini pemaparan dari Ibu Tagkaku Staff Bina Manfaat
Dinas Pengairan :

“Sosialisasi itu diberikan oleh tim dari Satpol BRng bersumber dari

APBD, serta mendapat mandat dari Dinas Pengairisa. jBdi sosialisasi

dilakukan Dinas Pengairan bersama-sama Satpold?&aritung dari segi

jumlah personel yang ada sudah memadai atau tidak.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, PukulbD1WIB, Bertempat

di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo)

Komunikasi yang dilakukan kepada para PKL di kawasampadan
afvoer bono terkait dengan penertiban, menurut ®Pengairan sudah dilakukan
baik secara lisan maupun secara tulisan, terlelsitta psaat adanya proyek
peninggian, dan pelebaran jalan oleh Dinas BinagslaPara PKL tersebut
sebelumnya telah diberi peringatan, maupun diajatuku berdialog, namun
setelah adanya proyek peninggian jalan tersebutataanya para PKL tersebut

kembali mendirikan bangunan-bangunan semi permafiesekitar kawasan

sempadan afvoer bono. Komunikasi yang dilakuk&ersbalinya para PKL itu
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kembali, yakni komunikasi secara tidak langsunglataesurat teguran. Berikut
penjelasan dari Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfamstas Pengairan:

“Sudah kami lakukan itu (komunikasi kepada PKL diMasan sempadan
afvoer bono). Sempat juga ada dialog kepada PKL-R&kebut. Pada
awalnya mereka setuju membongkar bangunannyeglielism ada proyek
peninggian jalan, tapi setelah peninggian jalany&ia mereka kembali
berjualan disitu lagi. Sekarang kami berikan kelndaat teguran, bukan
peringatan lagi sudah. Kalo surat teguran yanggdipg mas itu surat
teguran yang ketiga.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, PukulDD1WIB, Bertempat
di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)

Kenyataan bahwa para PKL tersebut telah berkomasnitengan Dinas
Pengairan juga diakui oleh para PKL di kawasanetars berikut penjelasan
Bapak Buyung selaku perwakilan koordinator PKL awlasan sempadan afvoer
bono:

“Ya sebenanarnya ada (terjadi dialog sebelum pakd Rembali
berjualan). Mereka bilang kalau bapak-bapak inakidnau dibina maka
akan dibinasakan. Padahal para PKL disini sudalyabkaberkontribusi
secara positif.”

“Memang ada beberapa kali peringatan dari Dinag&iean, ya sebelum
maupun sesudah peninggian jalan. Tetapi tidak atta dari Satpol PP.
Peringatan berdasarkan perda, itukan cuma sebaaakot-nakuti saja,
atau hanya supaya kami segera pindah secepatnya.”

(Hasil wawancara pada tanggal 02/08/2013, PukulOB3WIB, Bertempat
di Lokasi Dagang Kawasan Sempadan Afvoer Bono)

Pernyataan dari koordinator paguyuban PKL di kawasanpadan afvoer
bono juga diakui oleh Bu Sulastri selaku anggotd. REng mengetahui proses
terjadinya penertiban di kawasan sempadan afvaes:bo

“Ya memang sebelum dan sesudah proyek itu (peranggian) diberikan

peringatan sama Dinas Pengairan. Kalau peringaarsdtpol PP, setahu
saya belum ada., kalau saya bilang itu bukan patamg tapi semacam
arahan. Sesudahnya setahu saya kita tidak perdatadgi, atau dikasih
surat-surat seperti yang mas bilang (surat tegatan surat peringatan
dari Sapol PP).”

(Hasil wawancara pada tanggal 04/10/2013, PukuBR1WIB, Bertempat

di Lokasi Dagang Kawasan Sempadan Afvoer Bono).”
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Pada pernyataan tersebut memperlihatkan sudaheadakbkomunikasi,
yang dilakukan oleh pihak Dinas Pengairan terkartgptiban para PKL sebelum
pelaksanaan proyek peninggian jalan diberlakukanaBgkan sosialisasi yang
diberikan oleh pihak Satpol PP terkait isi Perdanldpo 5 Tahun 2007 terhadap
para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, mengada pernyataan Bapak
Dedik selaku Kepala Bidang Trantib Satpol PP:

“Memang belum kami berikan peringatan/teguran @alsupara PKI itu

berjualan kembali).”

“Perda yang dikenakan itukan perda yang lama, sadiah semestinya

para PKL disitu memahamai isi perdanya, lagipulaumeat kami sudah di

sampaikan itu sebelum-sebelumnya, jadi mereka pakam maksud dari
perda itu.

(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, PukuDDOWIB, Bertempat

di Kantor Satpol PRKabupaterSSidoarjo)

Menurut pernyataan Bapak Anas selaku Kepala Pelak&atpol PP,
menjelaskan bahwa tim sosialisasi penertiban PKkastasan sempadan afvoer
bono belum diturunkan kembali, sehingga pada petaan penertibannya
menjadi tidak sepenuhya terealisasikan:

“Terus terang, memang setelah peninggian jalanj kalam memberikan

pengawasan secara penuh, karena kami anggap PKil sislah tidak

berjualan lagi. Sampai saat ini belum ada tim é$isas, termasuk
pemberian surat peringatan, maupun teguran kepedaliBitu.”

(Hasil wawancara pada tanggal 03 /09/2013, PukuB09WIB, Bertempat

di Kantor Satpol PRKabupaterSidoarj)

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP datspara PKL
tersebut berjualan kembali di kawasan sempadamunbékrjalan sebagaimana
mestinya, selain itu bentuk pengawasan yang diakuileh pihak Satpol PP
masih belum optimal pula, misalkan pemberian peaigar, peringatan, belum

dilakukan oleh pihak Satpol PP setelah terjadi pemdbangunan-bangunan di

kawasan sempadan afvoer bono.
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c.3. Komunikasi Para Pelaksana Kebijakan dengan Masgasakitar.

Komunikasi terhadap masyarakat sekitar merupakdnyaag sangat
penting, untuk menjaga pemahaman akan saling dekuraptar keduanya.
Namun pada perkembangan yang terjadi di kawasareabono, masih memuat
kelemahan dalam penyalurannya, sebagaimana yaslgsttian oleh Bapak H. Isja
selaku Kepala Desa Pepelegi menyatakan, bahwarpiaaklah menerima surat
tembusan teguran dari Dinas Pengairan, namun t@kgetahui sejauhmana
tahap pengimplementasian penegakan ketertibanR¥édradi kawasan sempadan
afvoer bono :

“Kami hanya menerima surat pemberitahuan dari Dib@sgairan terkait

dengan teguran kepada para PKL itu. Kalau suratSddpol PP tidak ada.

Sampai sekarang kami juga belum mendapat informsgauhmana

pelaksanaan penertibannya.”

(Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2013, PuWku00 WIB,

Bertempat di Balai Desa Pepelegi)

Jika mengacu pada komunikasi yang dilakukan oletgav®W 03 Desa
Pepelegi, bentuk komunikasi yang diberikan adakdhard bentuk tidak langsung,
komunikasi ini diwujudkan dalam bentuk surat perordn penertiban para PKL
di kawasan sempadan afvoer bono. Surat ini merupalsurat permohonan
pengerukan sempadan afvoer bono yang diajukanpathetk RW 03 dan RW 07
Desa Pepelegi, dan terdaftar sebagai surat RW f®ier 09/RW.03/11/2013,
serta surat RW 07 bernomor 193/RW.07/1l/2013 ke étartah Kabupaten,
melalui Dinas Pengairan.(Sumber: Dokumen Dinas giezg).

Tiadanya kejelasan informasi yang diberikan keppe@avakilan warga,
diakibatkan adanya penafsiran yang berbeda atasgplkan ketertiban kepada

para PKL tersebut. Pihak Dinas Pengairan sendii Imenginginkan warga agar

dapat berperan aktif dalam menertibkan para PKhwldsan tersebut, terlebih hal
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ini menyangkut dengan kepentingan warga juga. Berki pernyataan yang
disampaikan oleh Ibu Tatik selaku Staff Bina Mahfagas Pengairan:

“Seharusnya warga disitu juga turut membantu mdxkan, saat
bangunan-bangunan PKL itu mau berdiri lagi, wargsa bmembantu
memberi peringatan kepada para PKL disitu, tanpla pgenunggu tindak
lanjut kami. ”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, PukulDDIWIB, Bertempat
di Dinas PengairarKabupaterSidoarjo)
Sedangkan pendapat berbeda datang dari Bapak HehSeelaku Ketua
RW 03 Desa Pepelegi, yang menjelaskan bahwa sely@enanereka lebih
memilih jalur birokrasi, guna menghindari terjadainykonflik. Jika saling
berhadapan maka menurutnya akan memunculkan kordgkkingga bentuk
komunikasi yang dilakukan adalah melalui permohdkegada Dinas Pengairan,
terkait pembangunan kembali bangunan-bangunadilllawasan sempadan:
“Saya ini diminta sama pak Kades untuk menghinaaainya konflik, kalo
kami yang memberikan peringatan, dan segala macaseuara langsung
ke PKL-PKL disitu. Maka, daripada itu upaya yangnkadakukan adalah
melalui jalur birokrasi. Sekarang kami menunggudakan dari Dinas
Pengairan.Yang paling kami utamakan itu sebenarrpragram
pengerukan, mohon maaf mas mungkin air di dekdt Riasih tidak
begitu tinggi, tapi kalau musim hujan saluran aidekat warga disini bisa
jadi tinggi, muaranya kan dari saluran PKL itu.”
(Hasil wawancara pada tanggal 01/10/2013, PukuBB7WVIB, Bertempat
di Rumah Bapak H. Sholeh)
Gambar dibawah ini merupakan kekhawatiran ketua R®/ atas
meluapnya air, akibat limbah atau sampah yang adaatiran tersebut,

berdasarkan pada hasil observasi menunjukkan aig \@erada di saluran

pemukiman warga menunjukkan peningkatan debitis@ad musim hujan.
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Gambar 8: Saluran sempadan afvoer bono yang di khawatirkan ketua RW

03 meluap dan dapat menyebabkan banjir pada musim hujan.
Sumber: Dokumentasi lapangan di ambil pada tang@&i08/2013 , Pukul 10.00
WIB.

Selain itu ketua RW 03 Desa Pepelegi, sebagai gppeagusul pengerukan
kawasan sempadan afvoer bono, menjelaskan jusalkudada pemberitahuan baik
dari kepala desa, ataupun dinas terkait, terkigderpenertiban PKL di kawasan
sempadan afvoer bono. Berikut ini penuturan dari Bapak H. Sholeh selaku
Ketua RW 03 saat diwawancarai:

“Saya tidak tahu itu, sudah apa belum dilaksangiesrertibannya !”

“Saya baru tahu justru dari mas, dengan adanya yamg dibawa mas ini,

setidaknya membuat kami sedikit lega, bahwa tuntiktami agar segera

dilakukakan pengerukan di depan makro (kawasampagam afvoer
bono) telah direspon oleh pemkab.

(Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2013 ,uPuk’.00 WIB,

Bertempat di Rumah Bapak H. Sholeh)

Hal lainnya adalah menyangkut komunikasi antaraa dengelola para
PKL tersebut dengan masyarakat sekitar yang terklamapak kehadiran para
PKL itu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan gdeheliti, masih belum
adanya komunikasi yang terjalin antara Desa Pepd&tan Desa Sawotratrap,
sehingga dapat memunculkan persepsi keraguan akaitnken pelakasanaan

penertiban PKL dari pihak sawotratrap, seperti ydikgtakan oleh H. Isja selaku

Kepala Desa Pepelegi :
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“Lha iya itu mas, kami belum pernah itu diajak ueting oleh (pihak
desa) sawotratrap, terus terang komitmen sawagbradieagukan kalau
disuruh menertibkan PKL disitu.”

(Hasil wawancara pada tanggal 27/08/2013, PukulDO8WIB, Bertempat

di Balai Desa Pepelegi)

Dari beberapa hasil wawancara tersebut, telah ahket bahwa
komunikasi pelaksanaan penertiban PKL, masih bel@rsampaikan dari
tingkatan pelaksana yang paling atas hingga keatag pelaksana yang paling
bawah, terutama kepada lapisan masyarakat sebdngdi pengusul penertiban
PKL.

d. Sumber Daya.

Sumber daya merupakan salah satu kunci dalam el
implementasi kebijakan, tanpa adanya sumber daye yaendukung, maka
pelaksanaan kebijakan menjadi tidak berjalan sefagea mestinya. Berikut ini
merupakan tinjauan penelitian yang didapat terkamnber daya imlementasi
kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap patad?ikawasan sempadan
afvoer bono:

d.1. Staff Pelaksana Kebijakan.

Pada penyediaan staff pelaksana kebijakan penertiti€l ilegal di
Kabupaten Sidoarjo anggota personelnya, meliputpdbaPP, Seksi bidang
ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) baiki gehak kecamatan,
kelurahan/desa. Jika dalam keadaan yang luar fmaka melibatkan aparatur lain
di bidang keamanan, dan pertahanan, seperti TNIPo#si.

Pihak aparatur penertiban para PKL yang berjuakamgydilarang oleh
perda, terletak pada pihak Satpol PP. Walaupuntibg@ia bentuk penertiban

PKL masih dalam skala yang kecil (seperti penentKL yang jumlahnya masih

bisa dihitung jari) maka bentuk penertibannya @iskan pada pihak trantib
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kecamatan, tempat wilayah PKL bersangkutan. Untakgatahui seberapa besar
keadaan aparatur yang dapat melaksanakan kebijp&aartiban PKL dapat
dilihat dari jJumlah staff yang dimiliki tiap-tiapgtaksana kebijakan di lapangan.

Jika mengacu pada pendapat Bapak Tohari selakul&&sgian Tata
Usaha (TU) Satpol PP, menyatakan perlu sekirangarpbahan personil Satpol
PP, Kabupaten Sidoarjo agar memiliki jumlah yangalddalam melakukan
penertiban di wilayah Sidoarjo secara menyeluruh :

“Saya pikir perlu untuk menambah sedikitnya beb&nagrsonil lagi, agar

terdapat jumlah yang ideal dalam penanganan pbaertdi wilayah

Sidoarjo, tidak hanya pada para PKL, melainkan jugauk penertiban

lainnya, seperti reklame, gelandangan, pengemis sdbagainya. Jumlah

ideal ini mencapai jumlah 170 an sebenarnya. Kai@naagar dapat
optimal kerja kami, maka tentu perlu didukung demngumlah personil
yang ideal saya kira.”

(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013 , PukuB08WIB, Bertempat

di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).

Berdasarkan hasil data yang di dapat jumlah pelpmmertiban yang ada
pada Satpol PP di Kabupaten Sidoarjo saat tahu@ 28hanyak 133 personil,
jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengaml@h personil tahun 2011
yang sebanyak 128 personil. Apabila mengacu derjgariah ideal yang
ditetapkan atau ditentukan oleh pihak Satpol PPulaten Sidoarjo, yakni
sebanyak 170 personil, maka masih diperlukan taarbgyersonil Satpol PP
sebanyak 37 personil. Jumlah personil Satpol PRipaten Sidoarjo ditunjukkan

melalui tabel sebagai berikut :
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Tabel 11

Jumlah Personel Satpol PP

NO Jumlah Pegawai Satpol PP Keterangan
1 | Pegawai Negeri Sipil 132 Orang
2 | Non Pegawai Negeri Sipil 1 Orang
Total 133 Orang

Sumber: Dokumen Kepegawaian Satpol PP Kab. Sidgagjoode tahun 2012
diambil pada tanggal 30/08/2013.

Hal yang perlu di garis bawahi dari personil Satpd Kabupaten
Sidoarjo, mayoritas adalah petugas lapangan, yaada pdasarnya, wajib
mengikuti serta lulus dalam jenjang-jenjang petatih Personil lapangan
ketertiban tersebut cukup mempunyai latar belalsmkglah menengah atas, akan
tetapi seperti yang dikatakan oleh beberapa pdrdor8atpol PP bahwa masih
saja ada prsonil yang berlatarbelakang sarjana gerta turun ke lapangan.

Jumlah personel yang diturunkan dalam menertibkama PKL secara
umum, bergantung kondisi yang dihadapi. Apabilaagdemluas cakupan lokasi
para PKL tersebut, maka semakin sulit kondisi ydiigadapi, sehingga jumlah
personel yang diturunkan akan semakin bertambapakasibandingkan dengan
personel operasi penertiban keliling Satpol PP.ldirpersonel yang diturunkan
jelas melebihi jumlah para PKL di kawasan sempaafaner bono. Berikut ini
merupakan pemaparan yang diberikan oleh Bapak gelaku Kepala Pelaksana

Satpol PP:
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“Jumlah personel yang diturunkan tidak hanya bérdada pihak kami,

melainkan pihak kecamatan, desa, garnisum (bedasial' NI), kepolisian,

serta personel dari dinas yang mengelola area gdagggar PKL itu,

juga ikut membantu. Kalau mas tanya, berapa jump&bkonel yang akan
kami turunkan untuk menertibkan PKL di depan rulbegiay (kawasan
sempadan afvoer bono)? Saya tidak bisa katakagadejumlah yang
pasti. Yang jelas jumlah personel yang diturunkasetnihi jumlah PKL

yang ditertibkan.”

(Hasil wawancara pada tanggal 03/09/2013, PukuBO9WIB, Bertempat
di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).

Berdasarkan penjelasan dari kepala pelaksana SAaBoérsebut, bahwa
untuk personel yang ikut serta membantu Satpol RRnd pelaksanaan
penertiban, tidak hanya berasal dari Satpol PP igsemtelainkan juga dapat
berasal dari pihak kepolisian, TNI, maupun pihadntib kecamatan, bahkan
terkadang pihak desa/kelurahan dilibatkan pulandalpaya penertiban PKL
illegal.

Perkembangan jumlah personel penertiban yang ad@ddimatan jauh
lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di S&p9 karena itu kewenangan
yang ada di kecamatan hanya menertibkan sebag@hR€L di wilayahnya.,
khususnya di Kecamatan Gedangan pemberian bameimonel trantib dari
Satpol PP ternyata masih belum terealisasikan sépga. Sehingga upaya
penertiban PKL di wilayah kecamatan gedangan mhsibhm dapat optimal.
Jumlah personel yang dimiliki kecamatan gedangahisasudah dianggap tidak
memadai lagi untuk melakukan penertiban. Hal dadas oleh penjelasan Bapak
Gundari selaku Kasi Trantib Kecamatan Gedangan:

“Pada kenyataannya kami belum mendapatkan jumlasopel yang

memadai disini, jumlah personel disini hanya 4 grgika diminta untuk

menertibkan PKL, hanya ada 2 orang yang kami kumuk bertugas,
itupun kalau anggota kami tidak ada yang sakitu aterhalangan.

Perbandingan cakupan wilayah, dengan jumlah persdisai, bisa

dibilang sudah tidak ideal lagi. Wacana penambaiesonil dari pihak

Satpol PP juga sampai sekarang belum ada realysasin

(Hasil wawancara pada tgl 17/09/2013, Pukul 08.0BW\Bertempat di
Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)
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Sedangkan dari pihak Dinas Pengairan selaku pdagatea kawasan
sempadan afvoer bono, memiliki sedikitnya 245 et Berikut ini merupakan

perincian jumlah personil yang dimiliki oleh DinaBengairan Kabupaten

Sidoarjo:
Tabel 12
Jumlah Personel Dinas Pengairan
NO Jumlah Pegawai Dinas Pengairan Total

1 | Jenis Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipll 187 Orang
Tenaga Kontrak 58 Orang
Total 245 Orang

(Sumber: Dokumen Profil Dinas Pengairan diambildpatanggal 2 Oktober
2013)

Dari keseluruhan pegawai tersebut hanya terdapaerdonel setiap
harinya, yang dialokasikan untuk meninjau kawasampadan afvoer bono, serta
secara keseluruhan jumlah 2 personel tersebut giimgmkan guna membantu
proses penertiban, berikut ini penjelasan dariThtik selaku Staff Bina Manfaat
Dinas Pengairan:

“Untuk pengawasan kawasan sempadan itu ada dititippUPTD.

Memang jumlahnya minim, hanya 2 personel yang waiitkan untuk
mengawasi daerah sempadan afvoer bono, dan bisatyapiga yang

dikirim untuk ikut kedalam proses penertiban barmguhar (di kawasan
sempadan tersebut).”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013 , PukuDD1WIB, Bertempat
di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)
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Jika dijumlah secara keseluruhan berdasarkan @aa lkasil observasi,
maka jumlah personel yang tersedia dalam melakydearertiban para PKL
dikawasan sempadan afvoer bono baik dari Satpgl BiBang Trantib
Kecamatan, serta Bidang Trantib Desa Sawotratrapatddiperoleh jumlah
personil secara keseluruhan sebagai berikut :

Tabel 13

Jumlah Aparat Penertiban PKL di Kawasan Sempadan Afvoer Bono

K ekuatan Personel Keamanan
dan Ketertiban PKL di kawasan Jumlah
afvoer bono pepelegi
Satpol PP 133 personel
Bidang Trantibum Kecamatan 2 personel
Dinas Pengairan 2 Personel
Jumlah Keseluruhan 137 personel

Sumber: Data Primer olahan Satpol PP, Kecamatanaagdn, Desa/Kelurahan
Sawotratrap, dan Dinas Pengairan.

Dari data diatas sebenarnya jumlah personil pdragrtyang mencapai 137
orang, dapat dikatakan telah melebihi jumlah pafa Hi kawasan sempadan
afvoer bono yng mencapai kurang lebih 49 PKL. Tehlejumlah personel
tersebut masih belum termasuk kekuatan personebpdek penertiban lainnya
seperti dari pihak Kepolisian, maupun TNI. Penigjadainnya terhadap staff
pelaksana kebijakan, selain dari jumlah ketersedig&laksana kebijakan
penertiban, hal yang perlu untuk ditinjau antata kaeliputi, kompetensi para
aparatur pelaksana kebijakan. Salah satu yang plgskrhatikan adalah pihak
Satpol PP selaku pihak yang mengkoordinasikan meiaksana kebijakan
lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah dikplatihan yang harus diikuti
opeh para aparatur Satpol PP tersebut. Sejumldat dikau pelatihan tersebut

dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut :
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Tabel 14

JenisKediklatan Personel Satpol PP

NO JENIS KEDIKLATAN JUMLAH

1 STRUKTURAL 12

2 FUNGSIONAL s

3 PEMERINTAHAN 15

4 TEKNIS 7

5 DIKLAT DASAR SATPOL PP 13
JUMLAH KESELURUHAN 47

Sumber : Dokumen Kepegawaian Satpol PP PeriodeT&il2 diambil pada
tanggal 06 September 2013
Dengan adanya data tersebut, menunjukkan berbafgihan yang harus

diikuti personil Satpol PP dengan jumlah total nagra 47 jenis pelatihan, oleh
karena itu diharapkan dengan adanya pelatihanbigrpemahaman para aparatur
Satpol PP dalam menegakan perda, atau melakukankbgentuk penertiban di
wilayah Sidoarjo, khususnya di kawasan sempadaoeaflhono meningkat.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti,apat pula beberapa orang
yang telah lulus sarjana dalam Satpol PP, yangsé&rta dalam upaya penertiban
PKL. Hal ini didasarkan penjelasan dari kedua pildkak Satpol PP yang di
wakili oleh Bapak Tohari selaku Kepala Bagian Tdfgaha Satpol PP
menyatakan :

“Pendidikan di sini (Satpol PP) memang kalo mastlikebanyakan

lulusan SMA, tetapi tidak menutup kemungkinan jugeng turun di

lapangan lulusan sarjana, yang jelas mereka yamg ti lapangan telah

memiliki kompetensi, dan telah mengikuti berbagacam diklat.”

(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013 , PukuB08WIB, Bertempat

di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).

Sama halnya seperti lulusan pendidikan dari Sai®| pihak Staff

Pelaksana Penertiban di Kecamatan Gedangan rat&ebtnyakan merupakan
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lulusan SMA, walaupun begitu baik staff pelaksaaa &atpol PP, dan trantib
kecamatan merupakan personel yang telah megikutgikegti pelatihan-
pelatihan/ diklat. Hal ini dikemukakan oleh pihakckmatan gedangan yang
diwakili oleh Bapak Gundari selaku Kasi Trantib ldatatan Gedangan:

“Kalo ditanya pendidikan kebanyakan personil dititisan SMA, karena

mereka juga pemberian dari Satpol PP, tetapi ypagti mereka sudah

mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan secéerkala tiap
tahunnya.”

(Hasil wawancara pada tgl 17/09/2013, Pukul 08.0BW\Bertempat di

Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)

Sedangkan kompetensi dari para staff pelaksdnigkan lainnya seperti
dinas pengairan, berdasarkan hasil wawancara yiéalgikn menurut Ibu Tatik
selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan, bahwaooel yang diturunkan
untuk meninjau kawasan tersebut merupakan lulusamdigikan merupakan
lulusan sarjana :

“Yang meninjau itu yo pendidikane (pendidikannyajjana toh mas, pake

perhitungan, ilmunya ada di perguruan tinggi.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013 pkl 11W(B, Bertempat di

Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)

Berdasarkan hasil-hasil dari wawancara tersebuatddietahui, bahwa
staff pelaksana yang diturunkan merupakan staadkpaha yang memiliki
pendidikan dengan latar belakang keahlian terteatapy juga mendapatkan
jenjang pelatihan-pelatihan tertentu.

d.2. Informasi.

Bentuk informasi yang diberikan kepada para impleiorepenegakan
Perda Nomor 5 tahun 2007, dijabarkan melalui rappét koordinasi yang telah
terlaksana. Informasi ini berisi bagaimana caraoaelaksanakan kebijakan serta

sejauhmana kepatuhan pelaksana kebijakan dariasggdng ditetapkan. Hasil

rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait menitfes hal-hal yang perlu
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mendapat prioritas dalam penegakan penertibandaphpara PKL di kabupaten
Sidoarjo. Berdasarkan pernyataan Bu Listyaningsijidn Staff Perdagangan
Dinas Koperindag, menyatakan bahwa sebagian bessihrdalam tahap proses
pelaksanaan, karena hal ini melibatkan berbagtanss

“Sudah ada kesepakatan yang dihasilkan terkadtpan, atau seperti yang mas
tanyakan terkait penertiban PKL di kabupaten Sjdoafalau untuk penegakan
penertiban itu sebenarnya lebih jelas kalo masaleary ke pihak Satpol PP,
karena mereka yang ditunjuk sebagai ketua koomiinpenertiban PKL di
Sidoarjo. Akan tetapi bagaimanapun juga pelaksatelans pengaturan PKL itu
masih dalam tahap proses, karena melibatkan berlregansi, dari pihak kami
saja masih melakukan pendataan para PKL, yangrs@dmasuk rencana relokasi
pemkab.”

(Hasil wawancara pada tanggal 16/09/2013, PukulOD3WIB, Bertempat di
Dinas Koperindag Kabupaten Sidoarjo)

Berikut ini merupakan penyajian data hasil rapabtrédmasi yang di
informasikan ke berbagai dinas/instansi denganatyjwntuk mengatur/menata
PKL di Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat memingimauatu ketidakjelasan
informasi pelaksanaan penertiban yang akan dilakakdar pelaksana kebijakan

dengan pelaksana kebijakan lainnya. Informasi tepgtagram prioritas penataan/

penertiban oleh para pelasana kebijakan dapatpdirkan sebagai berikut :
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Informasi Program Prioritas Penertiban PKL di Kabupaten Sidoarjo

Program Investasi

Keuntungan/Tujuan

Keterangan

Pemberian otoritas kepaddencegahan sejak di
kecamatan untukbangunan liar dan PK
menindak/menertibkan  danyang melewati batas

mengembangkan mekanisn
deteksi dini terhadap PKL d3

bangunan liar

ne

n

nPerlu adanya sinergital

| Satpol PP dengan
kecamatan melalui
pemberian aparatur

penertiban.

[

Nomorisasi/ pendataan PKL

Mengontrol pasang surut
perkembangan PKL secar
akurat.

Perlu adanya peran
apaguyuban PKL

Relokalisasi PKL di Kawasar

yang ditetapkan bebas PKL

Penataan ketertiban lalu

lintas

Diutamakan kepada pa
PKL yang berdagan
barang bekas, atau bara

lain yang lebih spesifik

Penghijauan dan
pembangunan fasilitas publik
(fasilitas olahraga, taman,

Mengeleminasi
kemungkinan migrant

miskin yang menempati

Bisa bekerjasam
dengan pihak swast

melalui jalur promos

tempat bermain anak, zone public produk sekaligus

monumen, dan sebagainya) di perbaikan fasos dan

lahan stren kali. fasum.

Kerjasama dengan pihak Mengurangi beban Sebaliknya  didukung

swasta untuk penyediaan pemerintah daerah, dengan perda yang

lahan bagi PKL sekaligus peningkatkan | mewajibkan pihak
peranan swasta dalam swasta menyediakan

penertiban PKL

sebagian lahan unty
PKL

k

Pemberdayaan PKL sebagai
sumber PAD melalui

pembangunan pasar PKL

Meningkatkan PAD
Sidoarjo

Perlu upaya bantu
dari Kepolisian, sert
PP

Satpol dala

menegakkan peratura

Sumber:

Dokumen Dinas Koperasi,

Perindustrian,

(Koperindag) Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 23 $tgs 2013.

d®=erdagangan
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Salah satu informasi yang harus ada dalam penegadaertiban PKL,
antara lain Dberisi cara-cara melaksanakan kebijatesebut. Berdasarkan
wawancara yang didapat dari berbagai narasumbeg-ce@a pelaksanaan
kebijakan telah diketahui secara baik oleh pihddakipelaksana kebijakan, hal
ini tercermin dari jawaban aparatur pelaksana kkhij.

Secara teknis penegakan Perda Nomor 5 Tahun 20@&d&p PKL sehari-
harinya oleh Satpol PP, dijelaskan oleh Kepala &agiata Usaha Satpol PP
dengan cara patroli keliling. Melalui cara patr&eliling ini dapat diketahui
jumlah, maupun lokasi-lokasi para PKL yang seriaty knelanggar perda. Namun
apabila telah diketahui lokasi-lokasi dagangan K4 illegal, maka pihak
Satpol PP segera melakukan operasi pengintaiarg gwengetahui siapa saja
oknum-oknum yang terlibat, sebagaimana yang dikahuBapak Anas selaku
Kepala Pelaksana Satpol PP:

“Informasi PKL ilegal, bisa diperoleh dari opergsatroli. Fungsinya

menjaring, mendata keberadaan PKL-PKL ilegal,téga padi ada laporan

langsung terkait pelanggaran perda, nantinya kamgdung menyelidiki
kebenaran informasi itu, siapa saja oknum yandgerl*

(Hasil wawancara pada tanggal 03/09/2013, PukulB09WIB, Bertempat

di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).

Berkaitan dengan informasi penegakan perda peaarftKL di kawasan
sempadan afvoer bono lebih lanjut dijelaskan d{elpala Bidang Ketertiban
Satpol PP, bahwa sebenarnya informasi keberadaandPKawasan sempadan
avfoer bono sudah diketahui sejak dulu, prosesrpgbar para PKL itu melalui
tahapan operasi pengawasan, ataupun penyelidilkarg kemudian masuk ke

tahapan pengarahan, dan yang terakhir adalah tah&éipdakan. Berikut

pemaparan dari Bapak Dedik selaku Kepala Bidangtir&atpol PP:
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“Keberadaan mereka itu sudah diketahui dari dulatrdft kami (Satpol
PP) kan juga sampai ke wilayah disitu mas. Setdightahui oknum-
oknum yang terlibat, mereka akan diberi pengaraBamsanya mereka
akan dikumpulkan dibalai desa. Jika pengarahasutlah tidak bisa lagi,
maka sudah masuk pada tahapan tindakan penegaldmm Ppentunya ini

(tahapan penindakan) juga berdasarkan Standar )gemsedur (SOP)
Satpol PP.”

(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013 Pukul ODOWIB, Bertempat
di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).

Sedangkan menurut Dinas Pengairan sendiri yangkdiveéeh Bu Tatik
selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan menjelaskahwa penegakan Perda

Nomor 5 tahun 2007 sebenarnya dapat dilakukan decgia bekerjasama antar

dinas terkait :

“Pemikiran kami tidak saja dari pihak kami yang usamenindaklanjuti
tindakan penertiban dari pihak Satpol PP, are&atujuga termasuk area
trotoar, Satpol PP bisa bekerjasama dengan Dinas Barga, atau Dinas
Pertamanan, agar area trotoarnya diberikan pengamt@u taman,
sehingga tidak ada lahan yang dipakai buat para &Kitu. Jadi tidak
mesti menunggu arahan kami.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/201, Pukul D1WIB, Bertempat

di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo))

Informasi lain yang dipahami berdasarkan rapat dioasi penataan PKL,
yakni adanya pemberian otoritas kepada pihak kesamantuk melakukan
tindakan pencegahan PKL illegal dengan mengembangkakanisme deteksi
dini. Sesuai dengan pernyataan Bapak Deni selalkaff S*embangunan
Kecamatan Gedangan yang menyatakan sebenarnykaimgdancegahan tersebut

telah dilakukan :

“Sudah dilakukan mekanisme deteksi itu, mekanigmenelalui pemetaan
wilayah-wilayah yang potensial perdagangannyapidttap saja sangat
sulit kalau melakukan pengawasan, soalnya PKlLlaiusektor informal,
jadi lokasi pindahnya juga sangat cepat.”

(Hasil wawancara pada tgl 17/09/2013, Pukul 08.3BBW\Bertempat di
Kantor Kecamatan Gedangan)

Untuk penilaian informasi lainnya dari para pelaies&ebijakan, antara

lain melalui sejauhmana kepatuhan pelaksana kelnjagrhadap regulasi yang
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diberlakukan. Penilaian ketaatan atau kepatuhamaisgopegawai terhadap
pelaksanaan kebijakan penertiban PKL didasarkara geabil wawancara ke
Bapak Tohari selaku Kepala Bagian Tata Usaha S&Ppmenyatakan :

“Kepatuhan pegawai itu dinilai secara langsung @t&san dengan cara
waskat (pengawasan melekat) dimana hasil peniltadn dituangkan
dalam penilaian tersendiri yang menjadi dasar bpggawai yang
bersangkutan untuk diangkat secara tetap (apab#aihmhonorer),
meningkat golongannya, maupun berkesempatan meikdaparomosi
jabatan.”

(Hasil wawancara pada tanggal 30 /08/2013, PukuB08WIB, Bertempat

di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).

Sedangkan penilaian kepatuhan staff pelaksana jadalaan Kecamatan
Gedangan dijelaskan oleh Bapak Gundari selaku ldepeksi Trantib Kecamatan
Gedangan:

“Menilai seseorang melaksanakan tugasnya secakaitbasangat sulit,
karena penilaian dari seseorang itu bersifat stibjéenilaian kepatuhan
bawahan saya itu dinilai sejauhmana ketanggapaekaenelaksanakan
tugas terhadap tugas yang saya berikan. Kalo bg@mgawasannya saya
serahkan sama masyarakat secara luas. Hasil peniesyarakat menjadi
dasar penilaian kinerja saya, maupun bawahan saya.”

(Hasil wawancara pada tanggal 17/09/2013, PukulbO8WIB, Bertempat

di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa adanyamsske penilaian
kinerja seseorang aparatur penertiban PKL mel&@nogpwasan melekat dari tiap-
tiap atasan, serta laporan masyarakat menjadi gasdaian kinerja para aparatur
tersebut, kedua hal ini diharapkan membuat seorapgratur pelaksana
menjalankan sebuah kebijakan dengan baik.

d.3. Wewenang

Wewenang penegakan perda ketertiban ini, dipekeagah SK Bupati
Nomor 188/597/404.1.3.2/2013 terkait Keanggotaan Kordinasi Penataan dan

Pembinaan PKL yang mana menjelaskan bahwa terkagath bidang penertiban

PKL koordinasinya diketuai oleh Kepala Satpol PRndsi Satpol PP untuk
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mengakkan perda ini sepenuhnya juga diatur dalarati?an Bupati (Perbup)
Nomor 22 Tahun 2008, dimana penjelasannya dibeokaim Bapak Tohari selaku
Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP :

“Wewenang kami dalam menegakkan perda berdasasatupan bupati

Nomor 22 tahun 2008 mengenai Satpol PP, namun wwdog terbaru

kami mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6uha2010, karena

perda untuk satpol PP yang baru masih dibahas padan ini, bisa
dibilang Perda Satpol PP yang mau diajukan, naatthgesuaikan dengan

PP tersebut.”

(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, PukulB08WIB, Bertempat

di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).

Pada kewenangan yang diperoleh oleh Satpol PP un&aftbup Nomor
22 tahun 2008, disebutkan, bahwa Satpol PP berwenariuk menertibkan dan
menindak warga masyarakat atau badan hukum yangamggu ketentraman dan
ketertiban, melakukan pemerikasaan terhadap wargayarakat atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas perda, salasatpol pp berwenang
melakukan tindakan represif non yustisial terhadapga masyarakat atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas perda, daogpePasal 5 Peraturan
Bupati Nomor 22 Tahun 2008).

Dalam rangka kebijakan penertiban PKL di kawasampselan afvoer
bono, kewenangan penertiban PKL ini lebih lanjyéldskan oleh Bapak Dedik
selaku Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupatdoé&gjo:

“Penertiban PKL di depan ruko gateway (kawasan selap senungai

afvoer bono) itu sudah sewajarnya dilakukan, kakemai mengacu pada

Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang ketentraman dtartikan umum,

selain itu juga kami menggunakan Perda No 3 Tal@4 2erkait irigasi,

karena di dalam perda itu memuat pengawasan, fErerjppengamanan
saluran irigasi air.”

(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, PukulDDOWIB, Bertempat
di Kantor Satpol PP).
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Bentuk kewenangan membantu penertiban PKL di kawassmpadan
sendiri oleh Dinas Pengairan, berdasarkan kepeamtipgngamanan pengelolaan
saluran irigasi, hal ini sesuai dengan penjelasah Bu Tatik selaku Staff Bina
Manfaat Dinas PU Pengairan:

“Ada di perda irigasi itu mas, kami disini fungsmypukan menertibkan

para PKL, tapi lebih kepada pengamanan saluraasirig

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, PukubD1WIB, Bertempat

di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo).

Jika mengacu pada Perda Nomor 3 tahun 2004 dal@@tastan,
pemerintah daerah melaksanakan kegiatan penertip@mgawasan dan
pengamanan terhadap sarana/prasarana jaringansi,irigara menegakkan
peraturan perundang-undangan bidang irigasi yatakbe(Pasal 50 Perda Nomor 3
tahun 2004 tentang Irigasi).

Hal inilah menjadi dasar Dinas pengairan ikut Weatli dalam upaya
menertibkan keberadaan para PKL tersebut. Sehidgpat diketahui untuk dinas
pengairan penggunaan perda diperuntukkan untuk apengan saluran irigasi,
sedangkan untuk Satpol PP lebih kepada penertirarpplaku pelanggar perda.

d.4. Fasilitas Pendukung.

Perwujudan bentuk dukungan penertiban PKL dapatlomepemberian
anggaran, dan fasilitas pendukung lainnya. Jikéingau kembali, bahwa aktor
kebijakan penertiban PKL yang paling utama dalarkagvasan sempadan afoer
bono, adalah Satpol PP. Dukungan terpenting dalanmunjang proses pemberian
kebijakan perlu sekiranya untuk ditelaah lebih danfanpa dukunga tersebut,
mustahil rasanya untuk mewwujudkan kebijakan yakgnadilakukan. Oleh
karena itu, peninjauan dukungan kebijakan penertiBKL dapat dilihat dari

sejauhmana ketersediaan fasilitas bergerak maigmintiergerak dari Satpol PP.

Fasilitas penunjang implementasi kebijakan penamtiBKL dari Satpol PP diatur
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dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2013, yang didafarmemuat pelengkapan
Satpol PP. Namun sarana, dan prasarana dari SRfpdKabupaten Sidoarjo
merupakan sumber daya yang berfungsi sebagai mmeTNnpelaksanaan
penertiban pada umumnya, berdasarkan hasil dokuyaeg diperoleh,maka
sumber daya tersebut antara lain :

Tabel 16

Sarana dan Prasarana Satpol PP

No Keterangan Jumlah
1 | Peralatan dan Mesin
Kendaraan Roda Empat 15  Unit
Kendaraan Roda Dua 13 Unit
Speed Boat 1 Unit
2 | Alat Kantor dan Rumah Tangga 346 Unit
3 | Laat Studio dan Komunikasi 19 Unit
4 | Alat-Alat Keamanan 165 Unit
5 | Telepon 2 Line

Sumber: Dokumentasi Sumber Daya Asset Satpol PP Rmlmarjo Periode
Tahun 2012

Jika mengacu pada hasil observasi, serta wawangearg dilakukan,
peralatan penunjang yang biasanya dibawa untukaupayertiban PKL-PKL
yang mendirikan bangunan semi permanen, maupun goem antara lain
seragam, mobilpick up pentungan,handy talky serta linggis. Berikut ini

pernyataan dari Bapak Anas selaku Kepala PelalSaipe| PP:
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“Mobil pick upyang berwarna hitam itu biasa dipakai untuk pévesmt
PKL,handy talky tidak dibawa semua personel, bahkmua saat
pembongkaran PKL ilegal jarang diigunakan,yangalaswvahandy talky
ya kordinator lapangan. Kalau yang sering dibawagdis sebagai alat
pembongkaran lapak PKL, atau bangunan-bangunarkéilau pentungan,
dan tameng kami simpan di mobil tapi itu untuk jfaga saja apabila ada
kejadian luar biasa, seperti perlawanan preman, @géaum yang bekengi

PKL disitu.

(Hasil wawancara pada tanggal 03/09/2013, PukuBO9WIB, Bertempat

di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).

Penjelasan tersebut dapat diketahui, bahwa bendg paling sering
dibawa dalam pembongkaran bangunan-bangunan lrar RidL adalah linggis.
Sedangkan alat berupa handy talky sangat jararakaipterkecuali menertibkan
para PKL dalam skala besar, serta apabila tergddian-kejadian di luar kondisi
biasa seperti perlawanan dari preman setempafpuataaknum-oknum setempat
yang menghalang-halangi proses penertiban.

Perwujudan bentuk dukungan penertiban PKL lainngtaladn melalui
pemberian anggaran.pemberian anggaran sebagai salalsumber daya untuk
mewujudkan pelaksanaan kebijakan pemerintah tephdagdompok sasaran.
Tanpa adanya sumber daya finansial ini, dapat nampght atau menunda
kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintah. Adé#gqoran realisasi anggaran
yang perlu untu ditinjau adalah anggaran yang dexsedari koordinator
penertiban PKI, yakni pihak dari Satpol PP, serifaalp pengelola kawasan
sempadan, yakni Dinas Pengairan. Ketersediaan earggkari pihak Satpol PP

dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut :
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Tabel 17

Anggaran Satpol PP Kabupaten Sidoarjo

NO Program Anggaran Realisasi %
1 | Pelayanan
Administrasi 459.416.000,00 437.388.812,0( 95,21
Perkantoran
2 | Peningkatan Sarana
dan Prasarang 1.142.631.200,00  1.124.499.375,00 98,41
Aparatur

3 | Peningkatan
Kapasitas Sumber 36.150.000,00 23.550.000,00 65,15
Daya

4 | Peningkatan
pengembangan
sistem  pelaporan 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00
capaian kinerja da
keuangan

5 | Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan

6 | Pemeliharaan
Kamtribnas dan
pencegahan tindak| 1.594.497.800,00, = 1.539.568.510,00 96,56
kriminal

=)

358.874.000,00 348.223.624,0( 97,08

Sumber: Dokumentasi Realisasi Program Satpol PRodEerTahun 2012

Pada anggaran penertiban para PKL termasuk ke ddlagian
pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertibanaradst (kamtribnas). Data
diatas menunjukkan realisasi anggaran bagian peanain keamanan,
ketentraman, ketertiban masyarakat (kamtribnasp gatun 2012 sebesar Rp.
1.594.497.800, dengan penyerapan sebesar 95,6%erauti bahwa masih ada
anggaran dapat diserap, dan direalisasikan kersbhksar Rp 54.929.290,00 ,
dan seharusnya ini dapat menjadi sumber dukunggirkiveerja Satpol PP untuk
kedepannya dalam menertibkan para PKL illegal kbgai PKL yang berada di
kawasan sempadan afvoer bono.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Bu Tatik selaaif 8ina Manfaat

Dinas Pengairan, bahwa dalam upaya penertiban wadan tersebut dinas
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pengairan akan memberikan dukungan dalam bentufagemodasian makanan,
dan minuman kepada para petugas operasional SEgalalam menegakkan

perda.

“Terus terang wewenang penegakan penertiban PKad#udi Satpol PP,
kami tidak bisa membongkar secara langsung, t&tapi mengakomodasi
petugas operasional Satpol PP, melalui pemberiarg uaakan, dan
minum. Dananya ya dari anggaran APBD yang dialéiasiuntuk
program pembongkaran bangunan liar.”

(Hasil Wawancara pada tanggal 06/09/2013, PukuDOIWIB, Bertempat

di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo).

Walaupun terdapat perencanaan pemberian akomodakanamn, dan
minuman kepada para petugas operasional SatpolaAiin hal substansi sumber
daya dalam kebijakan penertiban PKL di kawasan pdara afvoer bono,
menurut Bu Tatik selaku Staff Bidang Bina Manfa@d3 Pengairan, terkendala
akan dana yang hendak dikeluarkan. Hal yang peketahui adalah setiap
penertiban melalui pembongkaran membutuhkan damag ydak sedikit,
sebagaimana yang dijelaskan oleh staff bidangmizxafaat dinas pengairan :

“Untuk saat ini anggarannya belum tersedia, anggana kan harus

diajukan melalui APBD. Untuk tahun 2013 ini tidalanggarkan. Biaya

sekali pembongkaran itu bisa mencapai Rp. 10.000000 maka dari itu
mas kalo penertibannya menunggu inisitaif dari lpitlkami, bisa jadi
tahun-tahun yang akan datang terlaksananya. Selyenkami berharap

PKL disitu melaksanakan kesepakatan yang diamkoelsennya, tapi

kenyataannya mau bagaimana lagi.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, PukulDDIWIB, Bertempat

di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo).

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, sumber dggaran dari dinas
pengairan menjadi salah satu hal yang menyebapkanndaan bagi proses
penertiban PKL di kawasan sempadan avfoer bono.

e. Disposisi Para Pelaksana K ebijakan.

Dalam penelitian ini, disposisi para pelaksana jk&hn penertiban

terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, seden hasil observasi
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peneliti, dapat dilihat dari berbagai aspek, dieantga adalah sikap para pelaksana
kebijakan, serta dampak dari kecenderungan sikeppgsaksana kebijakan. Hal-
hal tersebut dapat merefleksikan perilaku pelak&abgakan.

e.1l.Kecenderungan Prioritas Masing-Masing Pelaksarajddean.

Kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan dadaw sempadan
afvoer bono, memuat perbedaan prioritas akan pataksy kebijakan
penertibannya, hal ini bisa dilihat dari capaiancema kerja badan pelaksana
kebijakan, maupun hasil wawancara dari berbagasoanber. Kecenderungan
sikap Satpol PP selaku koordinator penertiban dalgdegtahui melalui hasil
wawancara yang dilakukan terkait dengan skala im®pelaksanaan kebijakan.
Kenyataannya pihak Satpol PP sejak awal tidak miemmaiskan penertiban PKL
di kawasan afvoer bono, bahkan saat adanya prodaajotan dari Dinas
Pengairan dan Dinas Bina Marga. Kecenderungan SaiB tidak
memprioritaskan pelaksanaan kebijakan Perda Nontamin 2007 dapat ditinjau
dari penjelasan Bapak Anas selaku Kepala PelalSaipe| PP :

“Saat ini penertiban PKL di kawasan tersebut betlifakuskan, karena

berbenturan dengan penertiban PKL di terminal bragin. Sehingga

ditunda dulu penertibannya untuk tahun ini.”

(Hasil wawancara pada tanggal 03/09/2013, Pukul30%VIB, Bertempat

di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo)”

Untuk pihak Kecamatan Gedangan sendiri pada dasamgmiliki
kecenderungan yang sama, untuk tidak mengimplesikata Perda Nomor 5
tahun 2007, melalui tata cara pembongkaran salagang PKL tersebut. Hal ini
dikarenakan pada pengimplementasian kebijakan bersemenurut Bapak
Gundari selaku Kepala Bidang Trantib Kecamatan Ggaa belum ditemukan

solusi yang menyeluruh untuk menuntaskan permeamal@iara PKL tersebut,

berikut ini adalah pejelasannya :
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“Kalau saat ini menurut saya pelaksanaanya (preseertiban) tidak

diprioritaskan dulu, karena belum ditemukan sokmmnkret buat PKL

tersebut, selain itu juga pihak kami masih belumnenena laporan
mengenai keluhan warga sekitar atas keberadaarkaniere

“Sejauh belum ada laporan keluhan itu, ya menuaya €ukup dirapikan

saja keberadaan mereka, tidak perlu dibongkar.”

(Hasil wawancara pada tanggal 17/09/2013, Pukulb0O8WIB, Bertempat

di kantor Kecamatan Gedangan).

Namun sikap berbeda datang dari pihak Dinas Perggang menyatakan
tetap berusaha melaksanakan penertiban, setelabakeya para PKL tersebut
berjualan di kawasan sempadan afvoer bono. Benkgenuturan dari Bu Tatik
selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan:

“Sejak awal yang mendesak Satpol PP supaya melakpgabongkaran

terhadap bangunan-bangunan PKL itu datangnya deak fxami. Sampai

sekarang saja kami masih berusaha menertibkaningaksampai saat ini
kami sudah melakukan yang namanya peninjauan tenipattkan
pemberian peringatan, maupun pemberian surat tedger®KL disitu.”

“Ya terus terang saja, pihak disini lebih cenderumgnginginkan

bangunan-bangunan PKL disitu dibongkar, tapi yaikaga menghindari

konflik sebisa mungkin.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013 , PukuDDIWIB, Bertempat

di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)

Dari berbagai wawancara yang didapat menunjukkacenderungan para
pelaksana kebijakan kebanyakan masih belum mentpskan kebijakan
penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

e.2.Adanya Pengakomodasian Keuntungan Pribadi, ataloniek

Tertentu

Agar aktifitas dagang para PKL dapat dikategorileal, maka dalam hal
perizinan mereka harus memperolen 2 macam legaligakni mereka yang
berjualan harus mendapatkan izin terlebin dahulk 8ari pemerintah, maupun
izin dari masyarakat sekitar. Tentu saja hal tarséerbeda dengan para PKL
yang dikategorikan illegal, karena mereka yang tégarikan PKL ilegal hanya

memperoleh legalisasi dari para oknum yang dianggaapat
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melindungi/mengamankan usaha para PKL tersebutuB@erlindungan tersebut

diberikan dalam bentuk pembayaran imbalan jasadeegmra oknum-oknum

yang terlibat, jumlah imbalan jasa tersebut beagribergantung dari luas lahan
para PKL beraktifitas, serta asal PKL. Sikap pemalogoerlindungan ini, terhadap

para PKL di depan kawasan sempadan afvoer bahak tepas dari berbagai

kepentingan oknum yang terlibat. Uang balas jasapdaa PKL tersebut tidak

masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kabonidoarjo, uang balas

jasa tersebut justru ke dalam oknum-oknum ataong@in tertentu. Sebagaimana
yang jelaskan oleh Bu Asna salah seorang PKL damldmwasan sempadan
afvoer bono:

“Kalau tidak salah, lama saya berjualan sudah taHin, saya bayar

retribusi sekitar Rp 5.000-30.000 ke orang. Untw@ntb saya pasang

listrik. Ya kalau sehari-hari paling ndak ada yaragiki Rp 3000,00 buat
kebersihan, atau biasanya kita kasih rokok sudedshe

(Hasil wawancara pada tanggal 22/09/2013, PukuDDOWIB, Bertempat

di Lokasi Jualan Sempadan Afvoer Bono)

Sebagaimana contohnya, dari hasil observasi, dammaara yang didapat
jlka menempati area depan kawasan sempadan afvo®on, pembayaran
mencapai 6000/hari ditambah 100.000/bulan, setaipembayaran imbalan jasa
oleh PKL di depan persimpangan jalan (depan sempadaoer bono) mencapai
Rp 5-30.000/ hari ke oknum sebagai biaya penerangan

Walaupun terdapat mekanisme penilaian kepatuhaff pilaksana
kebijakan penertiban PKL di kawsan sempadan afbo&io, namun terkadang
masih saja terdapat unsur ketidakpatuhan dari bphestaff pelaksana ataupun
badan pelaksana kebijakan. Ketidakpatuhan ini dagiietahui saat Bu
Listyaningsih selaku Staff Bidang Perdagangan ®ikaperindag menjelaskan,

bahwa staff ataupun instasi pemerintah di haruskaengetahui, tidak

diperkenankan meminta atau mengutip imbalan jagadepara PKL ilegal.
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Dalam penarikan retribusi PKL sendiri, penarikatati hanya pada PKL
yang resmi, dan dilakukan oleh pihak-pihak yanggimp memiliki kewenangan
sesuai dengan SK Bupati. Sebagai contoh pihak gangenang memungut PKL
di jalan Ahmad Yani yang telah direlokasi ke Pa®éaru, yang berwenang
memungut retribusi dalam hal ini adalah Dinas Pasar

“Kalau lokasinya (para PKL) belum ditetapkan mal&& Bupati, maka
lokasi para PKL itu dikatakan illegal, kalo illeggh jelas uang yang
diberikan PKL itu ya masuk ke oknum. Jadi misala amtang yang
memungut uang ke PKL illegal, bisa masuk ke randhna, karena tidak
punya dasar hukum. Tapi terkadang ada juga pihakptertentu yang
memanfaatkan PKL illegal itu, bisa jadi warga sakityang meminta
kompensasi dari dampak negatif yang ditimbulkan,mjaalnya kayak
kompensasi bau sampah yang dihasilkan (dari PKdebert). Walaupun
tetap itu sebenarnya tidak diperkenankan.”

(Hasil wawancara pada tgl 16/09/2013, Pukul 13.0BW\Bertempat di
Dinas Koperindag Kabupaten Sidoarjo).

Berdasarkan pantauan peneliti, ketidapatuhan madiepada salah satu
badan pelaksana kebijakan penertiban PKL, faktherilasarkan atas wawancara
dari Bu Sulastri yang merupakan salah seorang Riawlasan sempadan afvoer
bono PKL :

“Sudah lama saya berjualan disini mas, mungkinksghun 2000’'an,

PKL disini bayar ke pihak desa sawotratrap, retilnya mencapai

6000,00/hari, sama Rp 100.000/bulan, itu untuk jesamanan, sama

kebersihan.”

(Hasil wawancara pada tanggal 19/08/2013, PukulBR2WIB, Bertempat

di Lokasi Jualan Sempadan Afvoer Bono).

Selain itu juga terdapat pernyataan Pak Supri yaregupakan salah
seorang PKL yang berjualan di atas sempadan abmen, mengatakan secara
tidak langsung menunjuk adanya pemberian uang anlgaka kepada salah satu
badan pelaksana, yakni Desa Sawotratrap. Berikyélasan Pak Supri :

“Bayar retribusi sejumlah 6000,00/hari, sama RP.Q00/bulan. Retribusi
itu masuk ke Desa Sawotratrap setahu saya”

(Hasil wawancara pada tanggal 19/08/2013 , PukuBDOWIB, Bertempat
di Lokasi Jualan Sempadan Afvoer Bono).”
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Pada penjelasan tersebut dapat diketahui, dapgaditera unsur
ketidakpatuhan dari salah satu badan pelaksangkabi Karena pada dasarnya
pemungutan sejumlah uang kepada para PKL yangalllsgharusnya tidak
dilakukan.

e.3. Dampak dari Kecenderungan Sikap Pelaksana Kelnijak

Fakta yang terjadi terkait dengan jumlah peningkgialanggaran pada
tahun 2013, tercatat pada laporan triwulan pertatan, laporan triwulan kedua.
Dalam laporan tersebut terjadi peningkatan pelamggaerda oleh para PKL
ilegal, berikut hasil data yang di paparkan :

Tabel 18

Penegakan Perda Pada PKL Triwulan | & |1 Tahun 2013

NO Bulan \IC Perda ) Jumlah
dilanggar

1 Januari 12
2 Febuari 38
3 Maret 41
4 April Perda No 5 Tahun 19
5 | Mei P07 65
6 Juni 192

Total 367

Sumber: Dokumentasi Penegakan Perda Trantib S&polriwulan 1&II
Periode Tahun 2013, diolah pada tanggal 19/09/20@8kul 08.30
WIB.

Dari data tersebut secara umum menunjukkan kecemgien adanya
peningkatan aktifitas para PKL yang melanggar peat#a kurun waktu terakhir
sejumlah 367 PKL, serta periode bulan terakhir mgrkkan peningkatan pesat
sehingga sebenarnya telah mencerminkan bahwa dankpaknderungan

pelaksanaan kebijakan penertiban PKL illegal tigilalu menimbulkan efek jera

bagi para pelaku.
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Dampak kecenderungan sikap para pelaksana kebijjbkaasarkan hasil
observasi yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 20thggal 30 November
2013 di kawasan sempadan afvoer bono, terlihat yadgeningkatan aktifitas
PKL lainnya yang berjualan tidak hanya area di lsamasempadan, melainkan
juga di area-area lainnya, baik ketika siang maaypun di malam hari.

Kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk ieyekean Perda Nomor
5 Tahun 2007 kepada para PKL di kawasan sempagagardiono ini, dilakukan
secara tidak langsung melalui pengenaan pasal-pesaienai bidang ketertiban
dalam aspek jalan, sebagaimana yang tertera sdiaiait :

Pada Pasal 2 dijelaskan untuk mewujudkan ketentrataa ketertiban di
ruang milik jalan, setiap orang, badan perkumpulidarang :

a) Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbamgodi trotoar,
jalan/badan jalan dan tempat-tempat lain yang bpkaantukannya ;

b) Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan malertenda-
tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda lhpesl, pipa-pipa-air,
gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerandan f@an alat-alat sejenis
yang ditetapkan yang berwenang.

c) Mendirikan kios dan berjualan di trotoar atau dengara apapun yang
dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fiatgsidan trotoar
Selain itu pengaturan para PKL ini berdasarkan @geek lingkungan,

sebagaimana yang tertera sebagai berikut :

Hal yang terakhir yang dikenakan oleh para pelakdaebijakan adalah
aspek pada bidang ketertiban dalam aspek usalenttertsebagaimana yang

dipaparkan sebagai berikut :
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Pasal 3, dan 4 dijelaskan untuk mewujudkan keierdn dan ketertiban

lingkungan, setiap orang, badan perkumpulan ,ahigr

a)
b)

C)

d)

b)

Mengotori dan merusak drainase, jalur hijau datitas umum lainnya
Menjajakan barang dagangan di jalur hijau, tamanteapat umum
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usahauapdigalan, di atas
atau dibawah jembatan, jalan layang, pinggir reéteeapi, tepi saluran
dan tempat-tempat umum lainnya

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha tertiefelan, jalur hijau,
taman dan tempat umum.

Pada Pasal 6 dijelaskan untuk mewujudkan ketertisaha tertentu:
Setiap orang, badan perkumpulan, dilarang melakuisaha tertentu di
jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Setiap orang/badan dilarang menempatkan dan/atawyimigan benda
dengan maksud melakukan usaha di jalan, di pingtjikereta api, jalur
hijau, taman dan tempat umunPefda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang
Ketentraman, dan Ketertiban Umym

Pengenaan perda Nomor 5 tahun 2007 ini menurutk pBetpol PP

merupakan perda yang diterapkan kepada Satpol PBadetujuan untuk

mengatur PKL agar lebih tertib untuk berjualan,ekar selama ini para PKL

sering berjualan di tempat-tempat yang bukan pekant zona dagang. Hal ini

sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Tohari isdf@pala Bagian Tata

Usaha Satpol PP :

“Kami hanya berusaha untuk menertibkan PKL yangmsalini berjualan
di kawasan yang memang bukan zona peruntukan dagangan tujuan
mereka dapat tertib untuk menjalankan usahanyadaP#ulah (perda
Nomor 5 Tahun 2007) yang berfungsi untuk mengalilr aat ini.”

(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013 , PukuB08WVIB, Bertempat
di Kantor Satpol PP Kabupaten. Sidoarjo).”
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Dalam pernyataan tersebut memunculkan bahwa setyengrasal, atau
isi yang dikenakan perda tidak mengatur secarallkes®an mengenai tata cara
perizinan, penempatan, serta pemberian solusikaetasradaan PKL. Sedangkan
menurut pihak Dinas Koperindag, yang diwakili oldhu Listyaningsih
menjelaskan pembinaan yang selama ini dilakukarade@para PKL memang
sifatnya masih belum menyeluruh, melainkan mastapahapan, memberikan
bantuan atau pembinaan melalui pihak Kecamatampete sehingga penyaluran
bantuan ini bersifat tidak langsung, berikut inirp@taan yang diberikan :

“Pembinaan yang diberikan itu mas, melalui pihalcdeatan setempat.

Kami meminta masing-masing Kecamatan untuk meméeriist PKL

yang sekiranya membutuhkan bantuan, karena kandiirsé¢idlak dapat

memantau secara keseluruhan, selain itu kalau adtdn dari pihak-
pihak tertentu biasanya juga diberikan langsungateppara PKL, tapi
juga melibatkan pihak kami dalam penyalurannya.”

(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013 , PukuB08WIB, Bertempat

di Kantor Satpol PP Kabupaten. Sidoarjo).”

Sedangkan dari beberapa PKL yang diwawancarai wagan sempadan
afvoer bono, sendiri menjelaskan bahwa mereka @aoaryoritas belum pernah
mendapatkan bantuan ataupun yang namanya pemidaggemerintah. Berikut
ini merupakan hasil wawancara yang dijelasakan tehSulastri selaku pihak
PKL yang berjualan di atas kawasan sempadan abover :

“Ndak (Tidak) pernah dapet (mendapatkan bantuata)jrk berjualan saja

dipersulit sama pemerintah. Ya itu ndak (tidak)keoapa kita tidak

diberikan, hal-hal seperti itu.”

(Hasil wawancara pada tgl 02/08/2013, Pukul 21.0BVBertempat di

Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono)

Sejalan dengan pernyataan Ibu Sula®apak supri selaku PKL yang

telah lama berjualan di atas kawasan sempadan,akaingahwa selama ini tidak

pernah ada pembinaan yang diberikan terhadapnyakuBeni merupakan
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pernyataan yang diberikan oleh Bapak Supri selakiL ®i atas kawasan

sempadan afvoer bono:

Saya sudah lama berjualan disini, sebelum mas, lddmk ada yang

namanya pembinaan, sudah syukur saja tidak digBeunirintah itu kalo

_ma’l’J rakyatnya maju, memang harus melakukan hayduwad) semacam

I(tll-J|;elsiI wawancara pada tgl 02/08/2013, Pukul 21.0B\\Bertempat di

Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono)

Berdasarkan pemaparan dari para PKI tersebut matkar), bahwa pada
dasarnya pembinaan yang dilakukan selama ini betemyentuh kalangan PKI di
kawasan sempadan afvoer bono. Penyaluran bantaapuat pembinaan yang
dilakukan oleh Dinas Koperindag masih dianggap rbefnoenemui sasaran PKL
di kawasan sempadan afvoer bono. Kecenderungamdeaagan sikap
pelaksana kebijakan ini membawa dampak yang seeaara khusus terhadap
kondisi wilayah sempadan afvoer bono. Beberapaklgprana berjualan PKL
dapat terlihat ditinggalkan dijalan-jalan dekat g@m pemukiman penduduk,
sehinga menimbulkan kesan kumuh, dan tidak teyatkawasan tersebut

(Sumber: Berdasarkan hasil observasi yang dilakupada tanggal 23 Maret

2013 — 30 November 2013).

Gambar 9: Kehadiran lapak PKL lainnya yang ditinggalkan.

Sumber: Dokumentasi lapangan di ambil pada tang@al07/2013 , Pukul 08.00

WIB.
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Dampak dari kecenderungan sikap pelaksana kebijadesebut, telah
menyebabkan meningkatnya aktifitas para PKL di leamasempadan afvoer
bono, sehingga pemandangan ini sangat kontras degigtnya pembangunan
fisik yang dilakukan untuk mempercantik daerah Keatan Gedangan, serta desa
perbatasan lokasi keberadaan para PKL tersebutj Pasa Pepeleqgi.

f. Struktur Organisasi Pelaksanaan K ebijakan.

f.1. Standar Operasi Prosedur (SOP)

Standar operasi prosedur yang ditinjau dalam pdaegRerda Nomor 5
Tahun 2007 terhadap PKL di kawasan sempadan afworo, antar badan
pelaksana kebijakan berbeda. Jika mengacu padawssancara dengan Dinas
Pengairan selaku pihak pengelola kawasan sempddaer dono, standar yang
ditetapkan adalah berdasarkan pada standar @erjamkan standar pelaksanaan
penertiban karena standar penertiban terdapat [@edpol PP. Berikut ini
pernyataan dari Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfamias Pengairan:

“Sebenarnya SOP penertiban itu lebih tepatnya a&agpol PP, kalau di

sini SOP yang kita terapkan bukan terkait pelaksanaenertiban, tapi

terkait dengan peninjauan bangunan-bangunan it@ahsugkrizin apa
belum. Jika belum (izin bangunan) ya dilakukan pdakan penertiban
dengan berkoordinasi Satpol PP. Untuk di sempafl@e@bono itu, kami
sudah lakukan dengan memberikan peringatan danaregperulang-ulang

bahkan sampai kami adakan pertemuan. Surat tegarandipegang mas

itu surat teguran yang ketiga, seharusnya itu ndetgguran yang terakhir
kalinya.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013 , PukuDDIWIB, Bertempat

di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo).

Perizinan yang dimaksud oleh Staff Bina ManfaataSiPengairan adalah
standar izin pendirian bangunan, yakni adanya speatmohonan diketahui
Kades/Lurah, kemudian adanya persetujuan pemanfaatang/ijin lokasi,

fotocopy bukti kepemilikan sertifikat tanah, sedeak sempadan akan bangunan

yang didirikan. (Sebagaimana yang tertera padaitamp
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Jarak sempadan ini diatur melalui Perda Nomor 3uia2004 Tentang
Irigasi:

a. 5 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dehkgamampuan

4m’/detik atau lebih

b. 3 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dekgarampuan 1

sampai 4ridetik

c. 2 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dehkgamampuan

kurang dari 1rifdetik atau lebih(Pasal 40 Perda Irigasi No. 3 Tahun
2004).

Jika nanti pada tahapan-tahapan tersebut tidaKkikiikelengkapan berkas
yang bersangkutan (pemilik bangunan), maka yangabgkutan akan dilakukan
peninjauan, disertai peringatan. Berdasarkan paal kvawancara tersebut,
standar operasi prosedur penertiban PKL di kawasarpadan afvoer bono yang
diberlakukan oleh Dinas Pengairan, terkait dengaminpauan, kemudian
pemberian peringatan, dilanjutkan pemberian swgliran kepada para PKL di
kawasan sempadan afvoer bono.

Sedangkan standar penertiban para PKL di kawasapasn afvoer
bono yang diterapkan oleh kecamatan, berdasarkanygiaan dari Bapak
Gundari selaku Kepala Seksi Trantib Kecamatan Ggtabahwa dalam standar
penertiban PKL setidaknya diberikan 3 (tiga) Kadiringatan terlebih dahulu
kepada para PKL yang dianggap menempati areaaegasebelum ditertibkan:

“Yang jelas setiap kali melakukan penertiban PKlmkaselalu lebih
dahulu memberikan peringatan terhadap para PKlelats setidaknya
peringatan yang diberikan mencapai 3x kepada yamgahgkutan, jika
yang bersangkutan masih membandel maka kami lakukatakan
represif dengan berkordinasi Satpol PP, berupa pegMaran lapak
dagangan para PKL illegal tersebut.”

(Hasil wawancara pada tanggal 17/09/2013, PukulDO8WIB, Bertempat
di Kantor Kecamatan Gedangan)
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Standar prosedur pelaksanaan penertiban PKL dipebn Sidoarjo,
khususnya di kawasan sempadan afvoer bono dapgacepada SOP Satpol PP
selaku ketua koordinator penertiban PKL. Sebagaamgang diterangkan oleh
Bapak Dedik selaku Kepala Bagian Ketertiban Sa@#lbahwa standar prosedur
tersebut terdapat pada permendagri, hal ini dilek@m standar operasi prosedur
(SOP) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, belum dituamgkedalam Peraturan
Bupati:

“SOPnya jelas ada, kalau SOP pelaksanaan peneriibakita masih
mengacu ke permendagri, karena SOP disini masimbeliturunkan ke
_da_llflm perbup. Ini juga (peraturan) masih dalam g@wggenyusunan tahun
I(rll-:;’alsil wawancara pada tanggal 30/08/2013 pkl. 10W@B, Bertempat di
Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo)

Berdasarkan pada penjelasan tersebut Peraturareii@&dlam Negeri
(Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011, tepatnya padedampiran memuat,
antara lain :

1) Teguran pertama kepada para PKL yang melanggaa.perd

2) Dilanjutkan dengan surat teguran kedua, apabi@ndalalam kurun 3 hari
surat teguran kedua masih belum diindahkan.

3) Memberikan surat teguran ketiga, apabila yang bgisgan dalam kurun

3 hari surat teguran kedua masih belum diindahkan.

4) Memberikan surat peringatan pertama dalam waktuarf dgar orang
tersebut untuk menertibkan sendiri, apabila dalaaktwtiga hari setelah
teguran ketiga tidak diindahkan

5) Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 &gar orang

tersebut untuk menertibkan sendiri.
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6) Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu fi hgar orang
tersebut untuk menertibkan sendiri.

7) Apabila surat peringatan ketiga tidak diindahkarkandapat dilakukan
tindakan penertiban secara pakdaampiran Permendagri No 54 Tahun

2011)

Sekembalinya para PKL berjualan di kawasan sempafyaer bono, jika
mengacu pada SOP yang diberlakukan, maka diakin sédah Bapak Anas
selaku Kepala Pelaksana Satpol PP,bahwa penangemantiban PKL masih
belum pada tahapan teguran, walaupun pada prospslay@garan perda tersebut
mengacu pada lampiran tersebut, yakni diberlakukateguran pertama:

“Belum kami sampaikan kepada yang bersangkutara (P&iL illegal),

karena kami masih dalam tahap melakukan pembintan sosialisasi.

Pengarahannya itu ya diberikan ke perwakilan PKépe®ti yang saya

jelaskan tadi bentuk pengarahan/pembinaan ini mgrtidak ada jangka

waktunya, bisa berbulan-bulan lamanya. Tapi kaledak masuk tahapan
teguran baru ada jangka waktunya. Harapannya tadipgkukan
penggusuran, para PKL tersebut sudah dapat teetiigash sendirinya,
walaupun saya akui itu agak sulit terlaksana.”

(Hasil wawancara pada tanggal 03/09/2013, Pukul309.Bertempat di

Kantor Satpol PP Kabupaten. Sidoarjo).

Pernyataan Kepala Pelaksana Satpol PP tersebutt diéforelasikan
dengan pedoman Permendagri Nomor 54 tahun 20hd), jana lebih detailnya
dalam pelaksanaan pengarahan, atau pembinaan asalisasi seharusnya
terdapat penetapan waktu pelaksanaan pembinaarebugrs pelaksanaan
pembinaan ini telah terjadwal dalam periode bulanawulan, semester, dan
tahunan. Perencanaan dengan penggalan waktu texdieiaksudkan agar tiap
kegiatan yang dilakukan memiliki batasan waktu ygigs dan mempermudah

penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukaampiran Permendagri No

54 Tahun 2011tentang Satpol PP)
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Sehingga dari penjelasan tersebut terlihat berlmgiagan pernyataan
Kepala Pelaksana Satpol PP yang menjelaskan bahakdu wpelaksanaan
pengarahan tidak ada jangka waktunya karena mepaddman standar operasi
prosedur yang dipakai Satpol PP Kabupaten Sidoagmyata terdapat
perencanaan dengan penggalan waktu pembinaan/pbagar tersebut
dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukamilke batasan waktu yang
jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dagiatan yang dilakukan
tersebut, hal ini ternyata tidak dilakukan.

f.2. Fragmentasi Pada Pelaksanaan Penertiban PKL didéanw&empadan

Afvoer Bono.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab pekksapenertiban
yang terjadi pada PKL wilayah sempadan afvoer bdapat diketahui cara-cara
pelaksanaan penertiban yang berbeda-berbeda amti@ksana kebijakan.
Fragmentasi dalam implementasi perda tersebutadiersesudah adanya
impelementasi kebijakan penertiban PKL di kawasampadan avoer bono.
Sebagaimana contohnya pada tanggal 23 Septemb& @0adk Kecamatan
Gedangan selaku pihak aparat penertiban telah mangkan program
pembinaan PKL dibalai Desa Sruni, Kecamatan Gedarigabupaten Sidoarjo.
Intisari dari program tersebut adalah pemberianemabhanajemen organisasi
berdagang, serta upaya penyuluhan kepada parauzgu¥?KL, agar turut serta
membantu pihak kecamatan dalam menertibkan parad?kiilayah Kecamatan
Gedangan(Proposal Pelaksanaan Program Bidang Ketentramam Katertiban
Kecamatan Gedangan bulan September 2013).

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Gedanganupakan

bagian dari upaya pengarahan para PKL secara maadpa melibatkan pihak-



147

pihak lainnya, dengan tujuan agar para PKL, tidakualan di area-area yang
bukan peruntukan aktifitas dagang, serta membengdaatihan manajerial bagi
mereka, agar dapat berkembang dan beralih ke dadktar formal.

Upaya pelaksanaan penertiban PKL di kawasan sempaflma
diupayakan oleh pihak Dinas Pengairan secara #&rpimelalui pemberian
pengawasan, serta peringatan sendiri kepada pdrg&ig berjualan di kawasan
sempadan, khususnya para PKL yang berada di sempadzer bono. Upaya ini
dilakukan dengan tujuan agar para PKL tersebugktidhembuang sampah
sembarangan (terutama di sempadan), serta mengaggabmpah di tempat
jualan, karena dianggap menggangu keindahan, dagakenan lingkungan.
Berikut ini meripakan penjelasan dari Bu Tatik kal&taff Bina Manfaat Dinas
Pengairan :

“Kita ini tidak bosan-bosannya untuk mengingatkapada para PKL di
situ agar sampah mereka jangan sampai ditingg#iudiatau jangan
sampai mereka membuang sampahnya di belakang sieyaka bahkan
menjamin saluran sungai di situ tidak akan mampeth&mbat), dan
kebersihannya terjaga. Padahal menurut laporanapersg kami, masih
ada saja sampah yang masuk selokan maupun di isuwhga itu
sebenarnya juga tidak mudah untuk dibersihkan begiga.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, PukulODIWIB, Bertempat
di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)

Gambar 10 : Sampah yang berusaha diingatkan Dinas Pengairan, agar tidak
ditinggalkan atau dibuang sembarangan, karena selain
dianggap menimbukan kesan yang kumuh, juga dapat
menghambat aliran air ke sempadan saluran afvoer bono.

Sumber: Dokumentasi lapangan di ambil pada tang@al07/2013 , Pukul 08.00

WIB.



148

Dari semua bentuk partisipasi masing-masing pihatsebut, dapat
dikatakan masih belum terlihat adanya kerjasamagsd@n penertiban para PKL
di kawasan sempadan, khususnya di kawasan sempddaer bono, karena
masing-masing pihak masih melakukan dengan caramgsing-masing, baik
antar pelaksana satu dengan pelaksana lainnya behsm terliahat untuk
melakukan kerjasama program yang bertujuan untukenibkan para PKL di
kawasan sempadan afvoer bono.

2. Faktor-faktor yang Mendukung, dan Menghambat Implementasi

K ebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007.

Proses implementasi kebijakan penegakan perda N&miahun 2007
terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, dedagka mewujudkan
usaha para PKL yang bertanggung jawab, keindalem kdtertiban kota, tentu
tidak lepas dari adanya berbagai hambatan, maupkandan yang ada. Bukti
nyata pelaksanaan kebijakan penertiban PKL tergaleatiliki hambatan sampai
sekarang adalah para PKL tersebut berjualan kenubhakawasan sempadan
afcoer bono, bahkan sekarang muncul tambahan daerapa pedagang yang
berjualan dia area jalan raya ataupun area-areaykj hal ini juga berdasarkan
pemamparan Bu Tatik selaku salah seorang Staff Margaat Dinas Pengairan :

“Memang di kawasan itu muncul berbagai kesulitatukimengatur para

PKLnya. Kebijakan apapun yang kami berikan untulnat@ tempat itu,

terus terang akan cukup sulit. ”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013 , PukuDDIWIB, Bertempat

di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)

Dari pihak Satpol PP sendiri sudah tentu memilkndaagan sendiri
terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban PKL wWagan sempadan afvoer

bono. Aktifitas penertiban PKL untuk menegakan keiban, keindahan dan

kenyaman menjadi sebuah problem tersendiri. Berkasadata yang ada, telah
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terjadi kenaikan aktifitas penertiban PKL. Tenturly@ ini menjadi persoalan
sendiri bagi pihak Satpol PP selaku koordinatoep@ran PKL.
Tabel 19

Capaian Kinerja Satpol PP

NO Indikator sasaran Satuar Tahun 2011 Tahun 2012
Target| Realisasi| Target| Realisasi
1 | Jumlah Pelanggaran Keg 1126 989 1170 1110

Masyarakat terhadap Perda

2 | Persentase penegakan bulan 25% | 88,3% | 30% 35%
Peraturan Daerah

3 | Tingkat penyelesaian bulan 73% | 76,3% | 74% 68%
pelanggaran K3

4 | Persentase kegiatan keg 83% | 100% | 86% 100%

pemerintah dan masyarakat
yang diamankan

5 | Penegakan peraturan daergpelanggar 563 4447 | 563 5905

6 | Cakupan patroli kali 450 455 475 542

Sumber: Dokumen Satpol PP Periode Tahun 2012

Berdasarkan pada data tersebut, menunjukkan adaeyangkatan
pelanggaran masyarakat terhadap perda, yang diiketigan penurunan
penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketentraketertipan). Dengan
demikian menunjukkan, terjadinya penurunan penge&es pelanggaran
ketertiban tersebut sebenarnya tidak lepas daritofdliktor yang
mempengaruhinya, khususnya untuk penertiban PKlkalasan sempadan
afvoer bono. Hal ini dimana menurut Bapak Anaskseléepala Pelaksana Satpol
PP, terdapat hal-hal yang menjadi kendala maupodyt@ing dalam pelaksanaan
kebijakan penegakan perda Nomor 5 Tahun 2007 dhkdnpenertiban PKL di

kawasan sempadan afvoer bono, berikut ini meruppk&amyataannya:
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“Yang namanya bentuk penertiban itu pasti ada yatgju, dan tidak, ada
hambatan, ya ada juga bentuk dukungannya. Selamkanncukup sulit
pelaksanaan penertiban disitu (penertiban PKL dvdsan sempadan
avfoer bono), tapi hal ini sudah lumrah mengingadadpat berbagai
kepentingan yang ada disitu.”

(Hasil wawancara pada tanggal 30 Agustus 2013, PW&i30 WIB,

Bertempat di Kantor Satpol PP Kab. sidoarjo)

Proses implementasi kebijakan penegakan Perda Néntahun 2007
tentang Trantibbum terhadap PKL di kawasan sempaddmoer bono saling
dipengaruhi kedua faktor baik faktor pendukung, pusu faktor penghambat.
Secara terperinci kedua faktor yang saling mempehganplementasi kebijakan
tersebut, antara lain :

a) Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.
a.l.Dukungan Masyarakat sekitar Terhadap Otoritas d&putusan-

Keputusan Pemerintah.

Berbagai macam hal yang termasuk ke dalam fakdoifak/ang
mendukung kebijakan, pada wawancara yang didapatkesapat beberapa
dukungan dari warga yang menginginkan agar benelakpanaan penegakan
kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 dilakukan. Beritki dukungan penegakan
perda tersebut disuarakan oleh beberapa warggeéanmahan regency unimas,
maupun perumahan pepelegi indah. Berikut ini paaayadari Bapak Syamsul
Churry selaku warga RW 09 Desa Pepelegi :

“Ya saya berharap, para PKL tersebut dipindah gafi,fungsi trotoar

kembali sedia kala, lagipula kalau dibiarkan teroenerus bisa-bisa

jalannya banjir lagi. Nanti kalau mulai muncul Qanidan muncul

keributan, biasanya pemerintah baru merespon. kKepapda itu dibuat
pasti ada tujuannya, kalau alasan para PKL itu @iakgn keberadaan
mereka lebih lama dari perda, ya justru saya belggeat perda itu dibuat
setelah mereka ada untuk menertibkan mereka, setaaneka tertib ya
tidak akan memberikan masalah bagi mereka.

(Hasil wawancara pada tanggal 04/08/2013, PukulDOAWVIB, Bertempat

di Kediaman Bapak Syamsul Churry Perumahan Regéhtgnas RW
09).
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Pendapat lainnya berasal dBa Anis salah seorang warga RW 03 Desa
Pepelegi, yang menyatakan setuju terkait dengaakgehaan penertiban PKL di
Kawasan Sempadan Afvoer Bono:

“Saya pribadi setuju adanya penertiban para PKsetrit, tetapi saya
juga kasihan kalo mereka istilah kasarannya ditesti dengan cara
digusur tanpa dikasih tempat, bagaimanapun jugaekaesudah cukup
lama berjualan disitu, setidaknya mereka diberigpeimanlah, kalo jualan
disitu, jangan buang sampah ke kali (sungai). $ayh sih, mereka bisa
saja dipindah ke pasar waru, atau makro (Lottem&epenarnya yang
paling tepat untuk menentukan lokasi mereka itypgmkab.”

(Hasil wawancara pada tanggal 25/08/2013, PukulDO7WIB, Bertempat
di Kediaman Bu Anis Perumahan Pepelegi Indah RW 03)

Dari kedua pendapat tersebut, selaku Ketua RWD88a Pepeleqi,

Bapak Sholeh memerikan dukungannya guna menertip&ea PKL di kawasan
sempadan afvoer bono, melalui pemindahan lokagitaktpara PKL tersebut ke
tempat lainnya, berikut ini merupakan pernyataapaReSholeh selaku Ketua RW
03 Desa Pepeleqi :

“Semestinya para PKL itu dipindah karena dianggagnggangu

kepentingan warga disini, karena itu kami mendukwsepenuhnya

penertibannya. “

(Hasil wawancara pada tanggal 29/08/2013, Pkl OAUIB, Bertempat di

Kediaman Bapak Sholeh Perumahan Pepelegi Indah W 0

Sedangkan pernyataan dukungan dari perwakilan ptdeda pepelegi
datang dari Bapak H. Isja selaku Kepala Desa Pgpeiendukung terjadinya
penertiban di kawasan tersebut, pemaparan yangki#hbesebagai berikut :

“Pihak desa secara tegas menolak keberadaan Pg&dbtdr karena selain

upaya pengerukan sungai yang diinginkan warga rmdergrhambat,

kawasan tersebut diindikasikan juga sebagai tempatum-minum

(minuman keras). Kami pernahenemukaiotol-botol minuman miras di

dekat gardu tempat para PKL itu.”

(Hasil wawancara pada tanggal 28/08/2013 , PukuDD3WIB, Bertempat

di Balai Desa Pepelegi).

Untuk pendapat dari beberapa pihak pelaksana, satanya datang dari

Pihak Dinas Pengairan yang menjelaskan, hal yangdameng pelaksanaan
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penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bondatadedanya keinginan
warga RW 03 dan RW 07, untuk menginginkan terjaaipgnertiban PKL di
kawasan sempadan afvoer bono, berikut ini perngatiasi Staff Bina Manfaat
Dinas Pengairan :

“Pelaksanaan penertiban ini kan yang mendesak aupsggera

dilaksanakan, datangnya dari warga RW 03 dan R\D@sa Pepelegi),

jadi bisa dikatakan faktor yang mendorong terjadimpgnertiban, akibat
dukungan warga disitu.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013 , PukuDDIWIB, Bertempat

di Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo)

Hasil dari beberapa pendapat tersebut menjelaskberépa dukungan
warga sekitar adanya penertiban kepada para PKd. lyanualan di area kawasan
sempadan afvoer bono. Salah satu pendapat memjelasiusi yang dapat
ditempuh adalah dengan cara merelokasi para PKdelat ke area selain
kawasan sempadan afvoer bono.

a.2.Kesadaran Beberapa Anggota Kelompok PKL Untuk Mere

Kebijakan Pemerintah.

Faktor pendukung lainnya dalam pengimplementasiagbijdkan
penertiban PKL, adalah jika kelompok sasaran beasgdu menerima kebijakan
yang diberikan pemerintah, sehingga kebijakan ydibgrikan tersebut dapat
terlaksana secara efektif. Pada fenomena penerlBandi kawasan sempadan
afvoer bono, terdapat beberapa PKL yang beradawasan sempadan afvoer
bono telah menyatakan kesediaan adanya kebijakamertgEmn berupa
pemindahan lokasi mereka, walaupun terdapat pulardaeka yang mengajukan

beberapa persyaratan. Berikut ini merupakan saddh pernyataan dari Bu

Sulandri selaku salah seorang PKL di kawasan sgampafvoer bono :
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“Kalo memang penertiban itu untuk pengerukan sungai saya rela
pindah mas, tapi jangan pindah secara permaneuk samentara saja pas
ada pengerukan sungai. Alasannya di sini sudalpeldaggan tetap saya.

(Hasil wawancara pada tanggal 06/08/2013 , PukuDROWVIB, Bertempat

di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono ).

Pernyataan lainnya datang dari PKL lainnya, yakak FSupri selaku
penjual rokok di kawasan sempadan afvoer bono, ataekgn kesediaan pindah,
asal diberikan lokasi alternatif dalam berjualan :

“Bisa saja (pindah berjualan), tapi tolong jugauknmencarikan tempat

alternatif berjualan saya. Jangan asal disuruhgpirséja. Saya sebenarnya

bersama para PKL lainnya, juga berusaha mengamarkansini. Tanpa
adanya PKL-PKL disini jalanan ini menjadi sepi, e&lelmnya juga daerah
disini bisa dibilang rawan dengan penjabretan.”

(Hasil wawancara pada tanggal 19/08/2013, PukuBDOWIB, Bertempat

di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono).

Sedangkan PKL lain yang berjualan dengan mengajalbih, yakni Bu
Asna mengaku pasarah apabila terjadi bentuk pbaartikarena menyangkut
kebutuhan ekonomi yang mendesak :

“Saya pasrah ae mas, memang ini (aktifitas bemyalgambil jalan, kalo

digusur ya kami pindah. Habis mau bagaimana laigi kerjualan juga
untuk kebutuhan hidup.”

(Hasil wawancara pada tgl 22/09/2013, Pukul 10.0BWBertempat di

Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono ).

Kesediaan untuk tidak berjualan di area kawasarpadan afvoer bono
oleh para PKL, sebenarnya tidak lepas dari pemahapzaia PKL tersebut
mengerti akan kepentingan warga sekitar akan keamgipengerukan sungai
afvoer bono dikawasan afvoer bono, hanya saja bBphediantara mereka
berkeinginan untuk hanya sementara pindah di sgatiinya pengerukan sungai.
Sehingga bisa dikatakan penertiban yang diingirdan diantara mereka, adalah

penertiban sementara disaat adanya program pergesgknpadan sungai avfoer

bono dari Dinas Pengairan.
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b) Faktor Penghambat Penegakan Perda Nomor 5 Tahdn 200
b.1. Adanya ketidakpatuhan anggota kelompok PKlha@ap kebijakan
pemerintah.

Pendapat ketidakpatuhan kebijakan penertiban itandadari beberapa
anggota PKL, ketidakpatuhan ini dikarenakan adaagggapan perda yang
diterapkan kepada para PKL tersebut belum memtssikepentingan PKL.
Pendapat Bu Sulastri menyatakan bahwa perlu admjpean kembali dalam
implementasi kebijakan penertiban PKL melalui uppgaegakan atau pengenaan
Perda Nomor 5 Tahun 2007, karena perda terseboggh® belum mengatur
secara khusus keberadaan para PKL di Kabupatearfido

“Saya berharap perlu ditinjau kembali perdanya ntas. Kalau ingin
menertibkan harusnya ada pengaturan yang lebih ukhusengatur
keberadaan kita, jangan hanya menggusur sajapllagbisa mas lihat
sendiri kebanyakan para PKL disini tidak berjualeamus menerus,
dikarenakan tidak semuanya bisa laku disini. Kateasalah pengerukan
sungai, ya sungai itu dikeruk kalau airnya sudahbdéd (penuh) saja,
lagipula banjir disini jarang terjadi mas kalau men saya. Jadi ya
menurut saya semestinya tidak perlu lagi ada yanganya penertiban.”

(Hasil wawancara pada tgl 02/08/2013, Pukul 21.0(BWBertempat di

Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono)

Pendapat lainnya juga berasal dari Pak Buyung séa&rdinator PKL
kawasan sempadan afvoer bono, yang menjelaskarabjada saat terjadi dialog
hanya terdapat penjelasan pengenaan perda yafab&asingan aktifitas jualan
para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Hal ganginkan dari para PKL

tersebut lebih dari sekedar penjelasan larangaifitaktberjualan, dari proses

dialog tersebut :
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“Pada saat petemuan itu mereka kan hanya sebatg®butkan larangan-
larangan. Lagipula tidak jelas solusi yang ditawarkkami berjualan
disini lebih lama dari pembentukan perda itu. Jaeiaga menolak kalau
kami ditertibkan. Penertiban dalam bentuk pelarargajulan disini, jelas
melanggar hak kami dalam mencari penghidupan yayakl Justru yang
ingin saya tanyakan sekarang mana bentuk kepedpé&arkab terhadap
wong cilik(orang kecil) seperti kami ini.”

(Hasil wawancara pada tanggal 31/09/2013, PukuBR2WVIB, Bertempat
di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono).

Pendapat dari salah satu PKL terkait dengan peaertPKL yang selalu
di identikkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2007 pentdrantibum, memang
dianggap belum mengayomi kepentingan para PKL hatseberikut ini
penjelasan dari Bapak Tohari selaku Kepala Bagiaa Usaha (TU) Satpol PP
bahwa perda yang ada selama ini belum memfasils@genuhnya keberadaan
para PKL, sehingga pelaksanaannya dapat dikatak@&op sulit diterapkan
secara umum kepada para PKL.

“Seperti yang mas katakan, perda yang biasa dilen&k para PKL ,

yaitu Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang trantibuam du memang

kenyataanya sama sekali tidak memberikan pengatunanyeluruh

kepada para PKL, dan kami sebagai pihak yang mbkent terkadang
ada unsur perikemanusiaan juga. Rencananya tahw@atanpembahasan
perda khusus PKL.

(Hasil Wawancara pada tanggal 30/08/2013, PukuB08NIB, Bertempat

di Kantor Satpol PP Kab. Sidoarjo).

Hal serupa di ungkapkan Bapak Manto yang merupaikain satu penjual
makanan di kawasan sempadan afvoer bono yang raskgel, bahwa dirinya
tidak dapat menerima pengenaan perda yang dib&dakaleh para pelaksana
kebijakan terlebih pengenaan perda tersebut dgadialasan untuk mengusir
keberadaan PKL di kawasan sempadan afvoer bono :

“Saya tidak terima kalo yang dipakai alasan berppada untuk mengusir

keberadaan kami, yang penting keberadaan kamiidisituk mencari

nafkah, dan tidak meganggu masyarakat sekitar.

(Hasil Wawancara pada tanggal 02/01/2013, PukuBR2ANIB, Bertempat
di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono).
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Bapak Supri sendiri selaku PKL di kawasan sempaal@oer bono,
menjelaskan secara keseluruhan para PKL di kawssapadan afvoer bono,
tidak dapat sepenuhnya untuk menerima pelaksareraa persebut, dikarenakan
pihaknya selama ini belum mendapatkan bentuk-benpeknbinaan dari
pemerintah, hanya berupa bentuk penertiban sajgpelaerintah, oleh karena itu
perlu ada peninjauan secara menyeluruh dari pelakssperda tersebut:

“Disini belum pernah ada yang namanya pembinaan ssahu saya ya

penertiban saja, mangkanya temen-temen disini gglasg menolak.”

(Hasil wawancara pada tanggal 19/08/2013 , PukuBDOWIB, Bertempat

di Lokasi Jualan Sempadan Afvoer Bono).”

Disamping terdapat kesediaan anggota PKL dalam mnemeperda
tersebut, namun juga terdapat beberapa orang j@algdatuh akan aturan yang
telah dibuat. Dampak yang diberikan pada perdeeletsterhadap keberadaan
para PKL di kawasan sempadan afvoer bono terseanggap oleh salah satu
anggota PKL belum mengatur secara lengkap akarrdaden para PKL. Salah
satu anggota PKL tersebut menginginkan adanyaratyaag lebih menyeluruh
mengatur tentang keberadaan PKL.

b.2. Keinginan untuk mencari keuntungan dengantcepa

Salah satu kendala yang dialami oleh para pelakkabgakan, dalah
adanya pencarian keuntungan dari kawasan sempddaer &ono. Beberapa
oknum yang menarik sejumlah uang kepada para Pr&eltat dapat dikatakan
menyebabkan upaya penegakan penertiban menjadinibdit. Bapak Tohari
selaku Kepala Bagian TU Satpol PP, menjelaskan padannya para PKL itu
tidak mau ditertibkan karena merasa sudah ada yaslghdungi keberadaan
mereka, oleh karenanya ketika terjadi pengarahtan, taguran dari pihak Satpol

PP maka terjadi bentuk-bentuk perlawanan dari p&iaillegal tersebut. Berikut

ini pernyataan Kepala Bagian TU Satpol PP :
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“Kebanyakan PKL illegal itu tidak mau ditertibkaalasannya beragam,
yang paling sering itu kan mereka selalu bilangabutiembayar retribusi.
Padahal tidak jelas retribusi itu mereka bayarkamana?. Selalu saja ada
pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan para PKLgykami anggap
illegal. Nah kalau PKL-PKL yang sudah bayar iturugekami tertibkan,
sudah jelas mereka tidak mau, karena (PKL tersehetphsa dirugikan.
Kondisi ini cukup sulit bagi kami untuk menertibkiasberadaan mereka.”
(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, PukuB0O8WIB, Bertempat
di Kantor Satpol PP Kab. Sidoarjo ).

Pendapat ini diperjelas oleh Bapak Anas selaku kePalaksana Satpol
PP, yang menjelaskan kesulitan dalam penertiban BiKkawasan sempadan
afvoer bono dikarenakan lokasi para para PKL teseigrupakan daerah yang

strategis :

“Penertiban PKL itu bisa diibaratkan seperti merslbdtan debu, apabila
sudah dibersihkan akan timbul lagi. Kawasan dibiga dibilang sangat
strategis untuk berjualan. Mas bisa survey sebéirapa keuntungan yang
didapat mereka (para PKI dikawasan sempadan abaey). Penyediaan
lahan pengganti pun, tidak bisa begitu saja memmetka mau untuk
ditertibkan, ya jalan keluarnya bisa jadi merekaralipaksa pindah, terus
lokasi itu (sempadan afvoer bono) dibuat taman-tarkecil, supaya

mereka tidak bisa berjualan lagi disitu.”

(Hasil wawancara pada tanggal 03/09/2013, PukulB09WIB, Bertempat

di Kantor Satpol PP Kab. Sidoarjo).

Pendapat Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfaat DinBengairan,
menjelaskan, bahwa salah satu hambatan untuk niearegéuran Perda Nomor 5
Tahun 2007, adalah lokasi yang strategis atau gieaal keuntungan secara cepat
dari para PKL di kawasan sempadan afvoer bono,adiéan pertimbangan bagi
para PKL tersebut bertahan di area tersebut :

“Kebanyakan mereka itu kan pendatang dari luaratgetengan semakin

bertambahnya para PKL disitu sulit untuk ditertibkeembali, lagipula

disitu mas lokasinya strategis, jadi keuntunganekeerbanyak. Dengan
kembalinya mereka berjualan disitu, dapat diketagladia dasarnya mereka
tidak mau ditertibkan.”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, PukulDDIWIB, Bertempat

di Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo)

Sedangkan pencarian keuntungan di kawasan sempa@iaer bono

menurut Ibu Sulandri selaku PKL yang berjualan aiveasan sempadan afvoer
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bono merupakan proses untuk memenuhi kebutuhanphigehingga ketika
mereka ditertibkan tanpa adanya lahan penggantyem@abkan mereka enggan
untuk pindah :

“Kentungan disini ndak seberapa mas, disini kamisepersaingannya

cukup tinggi, juga namanya dagang ya mesti adangratau rugto. Kita

disini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kaladah ada lahan
pengganti, baru para PKL disini bersedia untukrtlitean”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/08/2013 , PukuDROWVIB, Bertempat

di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono ).

Berdasarkan pada wawancara diatas hambatan ygadj,tedalah karena
adanya benturan dari pencarian keuntungan-keumusgjeelompok oknum, dan
PKL itu sendiri untuk memperoleh penghidupan yarayak, sehingga
perencanaan oleh Dinas Pengairan, Satpol PP, keerslngan Kecamatan

Gedangan tidak dapat melaksanakan sepenuhnyakeebifeerda Nomor 5 Tahun

2007 terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono..
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C. Pembahasan Data Fokus Penelitian
1) Implementas Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKL
di Kawasan Sempadan Afvoer Bono.
a. Sasaran Implementas Kebijakan.

Pemahaman sasaran implementasi kebijakan PerdarNomahun 2007
dalam hal ini adalah PKL-PKL di kawasan afvoer hodamlah PKL yang
tercatat melanggar Perda Nomor 5 tahun 2007 takt@iegmtraman dan ketertiban
umum (trantibum), di sepanjang kawasan sempadaroeabono, Kecamatan
Gedangan, mencapai 47 bangunan PKL diatas salseampadan, serta 2
bangunan PKL yang menggunakan area jalan di depaadan sempadan afvoer
bono. Sasaran implementasi kebijakan perda tersebetdasarkan hasil
observasi pada tanggal 07 Maret 2013, merupakanngaklan PKL yang
menggunakan trotoar sebagai sarana aktifitasnyapdgualan di atas saluran
sempadan, atau di depan toko-toko mall. Hal tetseblbenarnya sesuai dengan
pendapat Sugiono (1999), yang menjelaskan cara PKLualan dengan
mengambil trotoar, ruang publik strategis konsurfiting kota yang ramai) di
luar gedung pasar, dan depan toko-toko mall.

Jenis para PKL di kawasan sempadan afvoer boseliat berdasarkan
hasil observasi pada tanggal 07 Maret 2013, apditegorikan berdasarkan
pada jenis barang dagangan yang ditawarkan, silalyanan yang diberikan,
serta pola aktifitas yang dilakukan, maka dalam al para PKL
dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utamatuya

a. Makanan yang belum diproses, seperti pedagang loweian.

b. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk paukian juga

minuman.
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c. Barang cetakan, atau bukan makanan, seperti pemagllah, atau

koran.

d. Pelayanan jasa, seperti pedagang penjual pulsa.

Pengkategorian para PKL tersebut kedalam sifatypekln, sasaran
implementasi kebijakan penertiban berdasarkan hasskrvasi pada tanggal
07 Maret 2013, merupakan para PKL yang tergolongeibis menetap. Hal ini
dikarenakan PKL yang akan dikenakan Perda NomomBuid 2007 ini telah
memiliki lokasi permanen, atau memiliki sarana dagaetap, serta memiliki
waktu berjualan yang telah diatur/ditetapkan oledreka sendiri. Oleh karena itu
setiap pembeli atau konsumen harus datang sekeditempat pedagang dimana
mereka berada. Pada hasil observasi yang dilakpleseliti, terlihat bentuk
bangunan permanen seragam, diatas kawasan semgadana waktu berjualan
para PKL tersebut dilakukan pada pagi hari mau@dapnalam hari atau secara
bergantian.

Pola aktifitas para PKL itu sendiri jika mengacu@aendapat Mc. Gee
dan Yeung (1977) dalam Budi (2006), bahwa PKL di&san sempadan afvoer
bono menggunakan pola penyebaran mengelomgokuy aglomeration
Pedagang dengan tipe ini, pada umumnya selalu nfaatkan aktivitas-aktivitas
sektor formal, dan biasanya terletak pada pusaitpperbelanjaan. Salah satu
penyebabnya terdapat daya tarik lokasi sektor fornaaglalah untuk menarik
konsumen mereka. Pola penyebaran mengelompok peglaga kawasan
sempadan afvoer bono dipengaruhi oleh pertimbarggomerasi, yaitu suatu
pemusatan atau pengelompokkan pedagang sejenis dagang yang

mempunyai sifat komoditas yang sama atau salingumang. Para PKL ini
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berusaha untuk memanfaatkan aktifitas-aktifitasettitor formal, antara lain pusat
perbelanjaan ruko gateway, makro séstpermarketGiant.

Jadi dapat disimpulkan, sasaran utama implemem@isijakan Perda
Nomor 5 tahun 2007 ini, adalah para PKL dengankkerstik berjualan dengan
sarana dagang tetap, serta pola aktifitas merekenaeini dilakukan adalah
dengan cara berpola mengelompok, pada area yawmgkatan dengan sektor
formal.

b. Bentuk Kesepakatan Penertiban PKL.

Petemuan-pertemuan yang telah dilakukan oleh palekgana kebijakan
maupun dengan para PKL di kawasan sempadan afeoer telah menghasilkan
sebuah kesepakatan, yaitu kesediaan pembongkargurtzn-bangunan yang
didirikan oleh para PKL tersebut. Berdasarkan atas/ancara yang dilakukan
kepada para pelaksana kebijakan, Satpol PP, Dingta €arya &Tata Ruang,
Dinas Pengairan, serta pihak Kecamatan Gedanggrat diiketahui bahwa
terdapat kesepakatan akan pelaksanaan penertibandPKawasan sempadan
afvoer bono.

Namun kesepakatan yang terbentuk tersebut, memamat PKL yang
diwawancarai pada tanggal 2 Agustus dan 31 Septe@®E3, dikarenakan
berbagai macam alasan melatarbelakanginya. Hal yang pertama antara lain
karena terdapat opsi penyediaan tempat yang désenleh pelaksana kebijakan
kepada para PKL. Bila mengacu pada hasil wawandangan Satpol PP pada
tanggal 30 Agustus 2013, opsi tersebut mengaradrdte pasar waru, sedangkan
opsi yang kedua berdasarkan hasil wawancara dembfamk Kecamatan
Gedangan pada tanggal 17 September 2013 ke arah Ratieway, akan tetapi

kedua opsi ini tidak terlaksana. Hal yang keduagyaelatar belakangi kesediaan
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para PKL tersebut untuk sepakat, karena adanyay®lpryang akan dilakukan
dari dinas-dinas terkait, yakni proyek peningggaian dari Dinas Bina Marga,
serta proyek pengerukan sempadan dari Dinas Rangai

Hasil wawancara per 2 Agustus, 30 agustus, 06 Béyete 17 september,

serta 31 September 20X8lah menjelaskan, adanya kesepakatan antara para

pelaksana kebijakan tersebut dengan para PKL dagamwsempadan afvoer bono
penertiban. Kesepakatan ini dapat dikatakan hapysifat sementara ataemu
setelah terlaksananya program dari dinas-dinasaiterknaka para PKL ini
kembali berjualan di kawasan sempadan afvoer bBaca pihak-pihak terlibat
dapat dikatakan telah melanggar kesepakatan yéatgdaentuk. Para pelaksana
kebijakan dikatakan melanggar, dikarenakan tidaknb@tu PKL untuk mencari
ruang usaha pengganti mereka, sedangkan bagi Pidiriskembalinya mereka
beraktifitas, juga dapat disimpulkan telah melamggessepakatan yang dibuat.
Oleh karena itu perlu adany@negoisasiantara pihak pelaksana kebijakan,
dengan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memasukkan demsi lokasi
pengganti para PKL di kawasan sempadan afvoer lommgan menjadikan lahan
pengganti tersebut bagian dari kesepakatan. Apaliag usaha yang diberikan
pemerintah Kabupaten sesuai dengan pemaparan Am&aBudarma (2008),
yakni adanya dukungan dari berbagaakeholder kecukupan ruang dagang,
ketersediaan penerangan pada malam hari, sertgukése dengan peraturan
yang berlaku, maka kemungkinan besar para PKL s&pakat, atau menyetujui
bentuk kesepakatan yang ditawarkan kembali.

Alternatif ruang usaha yang diperdebatkan sampai Ba, dapat diatasi

apabila pemerintah melibatkan semua pihak, yakmalpiswasta, maupun pihak
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masyarakat dalam menertibkan keberadaan para PKkawasan sempadan
afvoer bono. Dialog yang melibatkan pihak swasepésti giant, ruko gateway,
makro), dan masyarakat akan dapat lebih menghasifebuah titik temu
kesepakatan. Pihak masyarakat dapat mendesak jpusak perbelanjaan besar,
untuk memberikan setidaknya 10-15 % lahan merekadae para PKL, dengan
biaya retribusi yang terjangkau bagi para PKL teusePemerintah dalam hal ini
bertindak sebagai pengawas atas berlangsungnya pskasi, sedangkan pihak
pusat perbelanjaan besar, seperti Makro yang merbkkiyak lahan tidak
terpakai, setidaknya mendapatkan pemasukan daadkeh para PKL.

c. Komunikasi

c.1. Komunikasi Antar Pelaksana Kebijakan.

Komunikasi merupakan salah satu komponen penting yerdapat pada
implementasi kebijakan. Untuk menilai sejauhmanefdddifan dari komunikasi
yang dilakukan oleh badan-badan pelaksana kebijakaka perlu peninjauan
terkait dengan komunikasi para pelaksana kebijagarg PKL, dan masyarakat
sekitar. Komunikasi dalam pengimplementasian kkanpaPerda Nomor 5 Tahun
2007 untuk menertibkan para PKL di kawasan sempadioer bono, melalui
pertemuan-pertemuan rutin berkala, yang biasanysebdt dengan rapat
koordinasi. Pertemuan ini dihadiri oleh pihak Kee#am Gedangan, Dinas
Pengairan, Satpol PP, serta Dinas PU Cipta Karyat& Ruang.

Penyaluran komunikasi antar pelaksana kebijakareridikan untuk
mengkoordinasikan penertiban, sebagaimana hasilaneava yang diperoleh
pada tanggal 06 September 2013 kepada Dinas Pangbahwa telah disepakati

adanya pengimplemetasian kebijakan perda Nomohiént2007 terkait dengan
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penertiban PKL dikawasan sempadan afvoer bono.dR@ay komunikasi ini

dapat diilustrasikan secara lebih jelas denganrbalya komunikasi :

Gubernur/Bupati
Mengeluarkan
Perda.Perbup atau .

v

Dinas Terkait :

Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang

Dinas PU Pengairan

Sekertaris Daerah

Pengawasan
RT, dan RW
Melalui

Hansip/satpam

Gambar 9: Alur komunikas penertiban bangunan liar PKL di

A

A 4

Kecamatan
(Yang diwakili Koordinator
Bidang Ketentraman dan
Ketertiban)

!

Penertiban oleh Satpol
PP, Polisi, TNI.

Kelurahan/ Desa
(Yang diwakili Koordinator
Bidang Ketentraman dan
Ketertiban)

sempadan afvoer bono.

kawasan

(Sumber: Hasil observasi pada tanggal 07Maret- 3¥&mber 2013)

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penelépat disimpulkan alur

komunikasi dari arahliop-down (dari tingkatan hierarki tertinggi ke tingkatan

terendah), yakni antar pihak badan-badan pelakkabigakan, telah tersalurkan

dengan baik, namun masih memuat aspek ketidakfelasatidakjelasan ini

sesuai dengan hasil wawancara pada penjelasan /Atafin Desa Sawotratap

pada tanggal 3 September, yang menyebutkan tidalki @elanya bentuk
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penertiban bagi para PKL tersebut, karena diangggag menggangu warga. Hal
ini tentu saja bertentangan, dengan surat teguetigak dari Dinas Pengairan
bernomor 610/273/404.3.13/2013, dimana surat taetsefenjelaskan teguran
yang diberikan Dinas Pengairan atas dasar suraigheman RW 03 dan surat
RW 07 perihal pengerukan sempadan, sehingga makdad upaya
pengimplementasian Perda Nomor 5 tahun 2007 teph&d di kawasan
sempadan afvoer bono memuat unsur ketidakjelasan para pelaksana
kebijakan itu sendiri. Pernyataan salah seorangvglelan dari pihak Desa
Sawotratrap tersebut, apabila mengacu pada pendapatno (2005), maka akan
mengakibatkan hambatan langsung dalam komunikasijaken. Pembahasan
pertentangan perintah ini akan lebih lanjut, dilsgbada unsur disposisi pelaksana
kebijakan.

Maksud, dan tujuan pengimplementasian kebijakad&@Blomor 5 Tahun
2007, sebenarnya telah disepakati antar para @elakkebijakan sebelumnya.
Sesuai dengan hasil wawancara Kepala Bagian Tatiaa Satpol PP pada tanggal
30 Agustus 2013 yang menyatakan, bentuk pengeloyaadikembalikan kepada
Dinas Pengairan, yang kemudian hal ini ditindaklargengan memberikan surat
teguran sejumlah 3 kali kepada para PKL, serté téimbuskan kepada pihak-
pihak pelaksana kebijakan lainnya.

Aspek ketidakjelasan dalam pengimplementasian &ledon Perda Nomor 5
Tahun 2007, merujuk pula pada hasil wawancara p#xddk kecamatan Gedangan
pada tanggal 17 September 2013, yang menyatakammbelitemukannya
kesepakatan akan bentuk pelaksanaan penertibasagh,para PKL tersebut

kembali berjualan. Hal ini telah menunjukkan prosgsngimplementasian
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kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang pea@rtiBKL di kawasan
sempadan afvoer bono, menjadi tidak jelas pelalss@a

Sesuai dengan SK Bupati terkait dengan Tim KooslilRenataan dan
Pemberdayaan PKL, Satpol PP selaku ketua koordjregbarusnya memberikan
arahan terkait kelanjutan bentuk penertiban PKihan komando bukan lagi
terletak pada Dinas Pengairan. Arahan ini dapatgaepermintaan kepada pihak
Desa Sawotratrap, maupun pihak Kecamatan Gedang@#nk mengawasi,
maupun mengontrol agar para PKL tersebut tidak ledintbgi. Dengan begitu
saat bangunan-bangunan liar para PKL tersebut studizh ada, maka tindakan
yang dituju adalah tindakan pencegahan, bukantilad@kan penindakan. Selain
ini dapat penanganan kembalinya PKL tersebut aglaii Imudah, apabila pihak
koodinator penertiban melakukan inisiatif koodinagngan para pelaksana
kebijakan lainnya, saat para PKL belum lama mekalrisarana dagangannya
kembali.

Oleh karena itu komunikasi antar pelaksana kehijalapat dijelaskan telah
memuat aspek transmisi, akan tetapi masih belumuaeketidakjelasan akan
proses pelaksanaannya saat para PKL itu kembadinyedaspek ketidakjelasan
pengimplementasian kebijakan saat para PKL tersebeatjualan lagi,
menunjukkan komunikasi antar pelaksana kebijakaug yarjadi selama ini masih
belum optimal.

c.2. Komunikasi Para Pelaksana Kebijakan Terhadap Paka
Upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakamembuat para
pelaksana kebijakan menyadari bahwa komunikasu pithkukan kepada para
PKL, sebagai pihak yang terkena dampak langsung kebijakan. Komunikasi

terhadap para PKL di kawasan sempadan afvoer bdakukian dengan cara
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pensosialisasian yang berbentuk dialog ataupunsedaaa, serta peringatan
ataupun teguran. Namun pada umumnya sasaran kegataalisasi tersebut,
dilakukan kepada perwakilan-perwakilan para PKlkalvasan sempadan afvoer
bono.

Dari aspek penyaluran informasi kebijakan, dapdtatdkan telah
tersampaikan dengan baik kepada para PKL, hal imiktlkan dengan hasil
wawancara pada tanggal 03 September 2013 dengam Sabrang koordinator
PKL, serta hasil wawancara pada tanggal 4 Oktob&B 2lengan anggota PKL,
terdapat penjelasan, sudah ada bentuk dialog sebe&rjadinya proyek
peninggian jalan, yang dilanjutkan dengan adanymbgeian teguran, dan
pemanggilan dari Dinas Pengairan saat para PKEkatderjualan kembali.

Meninjau pada aspek kejelasan, melalui pernyatd&fl yang
menjelaskan pembongkaran dilakukan sendiri olehakpiiia, maka dapat
dikatakan para PKL tersebut telah jelas mengetafalktu pengimplementasian
kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007. Akan tetapapssht para PKL kembali
berjualan, dan mendapatkan surat teguran yangakeimpk disebutkan secara
jelas waktu pelaksanaan pengimplementasian kebijfdexda Nomor 5 Tahun
2007 kembali, karena sebagaimana yang tertulis padsd teguran ketiga Dinas
Pengairan, hanya menyebutkan pemberian jangka veakama 7 hari, agar para
PKL di kawasan sempadan afvoer bono segera memaohgkgunannya, namun
surat teguran tersebut, tidak dijelaskan lebih elengi terkait dampak tidak
dilakukannya pembongkaran oleh yang bersangkutéen) #@idak diberinya
penegasan, apabila dibangun kembali oleh yang rogkatan akan terpaksa
dilakukan tindakan pembongkaran. Oleh karena wmunikasi terhadap PKL di

kawasan sempadan afvoer bono sebenarnya telah memspaek kejelasan
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dikarenakan maksud, dan tujuan pengenaan Perda MNonm@hun 2007 telah
diketahui oleh mereka, hanya saja setelah merefpaabsn lagi kejelasan terkait
dengan waktu pelaksanannya masih belum tersampaikan
Sedangkan dari segi konsistensi, berdasarkan hasilancara dengan

pihak Dinas Pengairan pada tanggal 06 Septembe3, @munikasi terhadap
para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, teladkudibn oleh pihak
pelaksana kebijakan, dalam hal ini diwakili olem&s Pengairan. Maka hal ini
menunjukkan sebenarnya terdapat konsistensi kormasinfgengimplementasian
kebijakan kepada PKL, namun hanya belum optimahréikakan badan-badan
pelaksana kebijakan lainnya masih belum melakukamukikasi kepada para
PKL tersebut. Pihak pelaksana kebijakan yang betnetlakukan komunikasi
kepada para PKL, antara lain adalah Satpol PP, imaldidasarkan hasil
wawancara dengan Kepala Pelaksana Kebijakan paggaia3 September 2013 .

Berdasarkan penjelasan tersebut, komunikasi amel@ksana kebijakan
terhadap para PKL di kawasan sempadan afvoer bapat dlikatakan, masih
memuat kelemahan dalam aspek ketidakjelasan. Aspekterkait dengan
informasi pelaksanaan penertiban saat para PKlelaetsberusaha membangun
kembali sarana dagangan mereka, serta masih bejasiskensinya pemberian
komunikasi dari Pihak Satpol PP selaku koording@nertiban, terhadap para
PKL di kawasan sempadan afvoer bono

c.3 Komunikasi Para Pelaksana Kebijakan Terhadap Makgar

Arah komunikasi secat@p-downyang dilakukan dalam penertiban PKL di
kawasan sempadan afvoer bono ternyata masih mémleatahan, yakni kepada
masyarakat sebagai tatanan hierarki komunikasi paigg bawah. Berdasarkan

hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2013 deKgaala Desa Pepeleqi,
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yang mana menyatakan menerima surat pemberitahaanDghas Pengairan,
maka dapat dikatakan aspek penyaluran komunikasi tilakukan.

Akan tetapi terkait dengan pernyataan Kepala DesaelBgi yang
menyatakan tidak mengetahui pelaksanaan penerfidén pada wawancara
tanggal 28 Agustus 2013, serta perbedaan pemahpsararpsi kebijakan dari
Ketua RW 03 Desa Pepelegi dengan pihak Dinas Pamgaebagaimana
wawancara pada tanggal 01 Oktober 2013, menunjukkiaahwa
pengimplementasian Perda Nomor 5 Tahun 2007 teph&#d di sempadan
afvoer bono, masih belum jelas dipahami oleh Ke{daésa Pepelegi Desa
Pepelegi, serta Ketua RW 03, selaku perwakilan avBxgsa Pepelegi.

Jadi dapat disimpulkan, kelemahan dari komunikasigydilakukan para
pelaksana kebijakan terhadap masyarakat Desa Bepatalah terkait dengan
aspek kejelasan pengimplementasian kebijakan PEodaor 5 Tahun 2007.
Diperlukan adanya penjelasan sejauhmana tahapgmpaementasian kebijakan
kepada masyarakat, agar di lain waktu, tidak memdla& pelaksanaan kebijakan
ketertiban di kawasan sempadan afvoer bono.

d) Sumber daya.

Sumber daya adalah salah satu bagian yang tergeddalam pelaksanaan
kebijakan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan skeljakan, tergantung dari
seberapa jauh tersedianya sumber daya yang dimléiki badan-badan pelaksana.

d.1. Staff Pelaksana

Hasil dari data yang diperoleh, yakni jumlah kesglan staff pelaksana
kebijakan dari Satpol PP, Kecamatan Gedangan, daasDPengairan yang
mencapai 137 personel (jumlah staff pelaksana latsbelum termasuk dari

anggota kepolisian, dan TNI), maka jumlah ini lebényak dibandingkan dengan
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jumlah bangunan/lapak PKL yang melanggar perda aterjgmlah 47 buah.

Dengan begitu dapat disimpulkan jumlah staff pelakspenertiban PKL secara
keseluruhan dapat dianggap telah memadai untuk koleda penertiban di

kawasan sempadan afvoer bono. Dengan jumlah pérgang jauh lebih besar
daripada jumlah bangunan liar yang didirikan olerapPKL tersebut, maka
ketersediaan staff pelaksana tidak menjadi halangatam pelaksanaan
penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bonoaWgah begitu pada tingkat
kecamatan perlu adanya penambahan personel dalaga umenertibkan

keberadaan para PKL di kawasan sempadan afvoer. [®#lmagaimana hasil
wawancara pada tanggal 17 September 2013 dengaalaK&wdang Trantib

Kecamatan Gedangan, diperlukan adanya penambahe@onpk penertiban,

ataupun personel yang dapat melakukan pengawashadép para PKL di

wilayah kecamatan.

Dalam hal kecakapan, terlihat personel lapangak Hari Satpol PP
maupun Trantib Kecamatan Gedangan merupakan péssorgemempunyai latar
belakang sekolah menengah atas. Akan tetapi dikaentugas yang diemban
oleh staff pelaksana kebijakan tersebut lebih taréisik, maka pada dasarnya
staff pelaksana kebijakan tidak memerlukan pendidildeal, akan tetapi wajib
mengikuti dan lulus dalam jenjang-jenjang pelatihan

Personel yanga ada pada Dinas Pengairan, menusilt viiawvancara
dengan yang dilakukan pada tanggal 6 september, 20&Byebutkan latar
belakang petugas lapangan, yang diturunkan untukimae kawasan tersebut
berpendidikan formal, dan pada umumnya adalah lsrgarjana. Sehingga
dalam hal ini sudah sewajarnya Dinas Pengairan hkentugas untuk

bernegoisasi dengan para PKL tersebut, agar maltboreggkar bangunan mereka,
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tanpa perlu adanya tindakan penertiban dari S&polTugas-tugas pokok dari
seluruh staff pelaksana kebijakan tersebut apadbijabarkan lebih lanjut
mencakup pensosialisasian, atau pengarahan seogsihg, maupun pemberian
surat teguran atau peringatan secara personal &epach PKL di kawasan
sempadan afvoer bono. Pembagian tugas antar stakksana penertiban tersebut
dilakukan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi

Mengacu pada pendapat Agustino (2008), bahwa peatzsanbstaff harus
diiringi pula dengan keahlian atau kemampuan dataengimplementasikan
kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari segi jaml dan kualitas staff para
pelaksana kebijakan penertiban dapat dianggap tekmadai, serta memiliki
kompetensi untuk mengimplementasikan Perda Nontah&n 2007 kepada para
PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

d.2.Informasi.

Informasi tentang cara pelaksanaan kebijakan sapgating, karena
melibatkan persoalan teknis penertiban PKL. Kurgagpengetahuan tentang
bagaimana mengimplementasikan kebijakan berimpligasara langsung pada
gagalnya pemenuhan suatu tanggung jawab kebijadaerftbanHasil observasi
menunjukkan bahwa dua bentuk informasi yang digasAgustino (2008),
yakni cara mengimplementasikan kebijakan, dan datpatuhan pelaksana
kebijakan. Kedua hal ini terdapat dalam satuanakggng melaksanakan perda
Nomor 5 Tahun 2013, yaitu lingkungan Satpol PP aBiRengairan maupun Kasi
Trantib di tingkat Kecamatan.

Bentuk pemahaman cara pengimplementasian PerdamMofrahun 2007,
berdasarkan pada wawancara yang dilakukan kepad& Biatpol PP tanggal 30

Agustus, dan 3 September 2013, informasi yang pertdidapatkan adalah terkait
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dengan pengindentifikasian lokasi para-para PKLlsetaut, yang kemudian
dilanjutkan dengan upaya penyelidikan terhadap wkoknum yang terlibat,
setelah diketahui oknum-oknum yang terlibat, diiékgn dengan pemberian
arahan, dan yang terakhir adalah upaya tindakarega#tan perda yang
berdasarkan SOP Satpol PP.

Informasi lainnya yang juga memiliki keterkaitanngenplementasian
Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKL, dilakukalaloetindakan preventif.
Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 17 ndegte2013, bahwa
sebenarnya pihak Kecamatan Gedangan, telah memairahakan preventif
tersebut melalui mekanisme pemetaan kawasaan gssrafeKL. Sehingga
informasi tata cara pengimplementasian Perda NoBhdahun 2007 melalui
tindakan pencegahan telah diketahui oleh pihakkpatea kebijakan dalam hal ini
adalah pihak Kecamatan Gedangan.

Selain itu pada hasil wawancara dengan Dinas Pemgpada tanggal 6
September 2013, juga telah menunjukkan adanya pemaah informasi dari
Dinas Pengairan selaku salah satu pelaksana kabijpknertiban PKL, yakni
adanya upaya penertiban dengan cara preventif/Junplembuatan taman-taman
kecil di bekas kawasan PKL, agar mereka tidak kdinkdgi. Keseluruhan hasil
wawancara tersebut menunjukkan bahwa staff pelakskabijakan telah
memahami berbagai informasi penertiban PKL.

Sedangkan Informasi lainnya adalah tentang kepatpbgawai. Mengacu
pada hasil wawancara dari pihak Satpol PP pada&hr8p Agustus 2013, dan
Kecamatan Gedangan pada tanggal 17 September peh8aian kepatuhan
setiap pegawai dinilai oleh atasan langsung derggaa waskat (pengawasan

melekat) dimana hasil penilaian tadi dituangkaramhapenilaian tersendiri yang
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menjadi dasar bagi pegawai yang bersangkutan udiakgkat secara tetap
(apabila masih honorer), meningkat golongannyaufupegawai tetap), maupun
berkesempatan mendapatkan promosi jabatan. Sefainlaporan masukan
masyarakat akan perilaku para aparatur pelaksabgakan menjadi dasar
pertimbangan penilaian kinerja masing-masing aparat

Berdasarkan pada pendapat Agustino (2008) bahwéementor harus
mengetahui cara-cara melaksanakan kebijakan, sedmahami tata cara
kepatuhan staff pelakasana, maka dapat disimpybeaa pelaksana kebijakan
penertiban sempadan afvoer bono, telah mengetahwara-cara
mengimplementasikan kebijakan berdasarkan padanpedatau informasi yang
diberikan. Informasi ini terkait dengan penertibBKL. Penjabaran peraturan
tersebut dituangkan dalam prosedur atau mekanieme ¥ang ditetapkan dalam
rapat-rapat koordinasi.

d.3. Wewenang.

Kewenangan adalah salah satu otoritas yang melgadasan bagi para
pelaksana kebijakan, untuk melaksanakan kebijakag jelah ditetapkan. Sesuai
dengan SK Bupati bernomor 188/597/404.1.3.2/20h8tg Tim Penataan dan
Pembinaan PKL di Kabupaten Sidoarjo, maka yang dkerintuk menjadi
kordinator penertiban PKL, adalah pihak Satpol PP

Kewenangan penertiban PKL di kawasan semadan afvoro yang
bertujuan untuk menegakkan Perda Nomor 5 tahun 2@0Kait dengan
ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat, memasil wawancara pada
tanggal 30 Agustus 2013 kepada Satpol PP, bahwarewan ini diatur pada
Perbup Nomor 22 tahun 2008. Penjelasan dari Pertaupebut adalah

memfungsikan Satpol PP untuk menegakkan Perda panigku. Sedangkan
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untuk pihak Dinas Pengairan, mengacu pada hasilaweava pada tanggal 6
September 2013, menjelaskan Dinas Pengairan spibik pengelola sempadan
afvor bono, berwenang menertibkan para PKL terselauiiga tujuan pengamanan
saluran irigasi, dengan landasan dasar pada Perdem3 tahun 2004 terkait
irigasi.

Sebagaimana dengan hasil wawancara tersebut, jikagawu pada
pendapat Agustino (2008), kewenangan ini harusifaef®rmal agar perintah
yang diberikan dapat dilaksanakan secara efek&fwdfangan ini merupakan
otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana kkéijayang ditetapkan secara
politik. Wewenang terhadap pelaksanaan kebijakareniban PKL di kawasan
semadan afvoer bono, bisa jadi diselewengkan oleakfpihak tertentu, akan
tetapi wewenang ini menjadi dasar legitimasi, gialksanaan penertiban ini,
sehingga mampu membuat kelompok sasaran memila naenghormati, dan
patuh terhadap para pelaksana kebijakan.

Jadi wewenang pelaksanaan penertiban PKL tersebehgacu pada
kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007, dan berdasapeaaturan lain yang
mendukung keberadaan perda itu, baik bisa berupB§iati, ataupun peraturan
lainnya. Wewenang ini dapat dianggap telah dimitkgapatkan baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh setiap pelakisaioijakan.

d.4. Fasilitas Pendukung.

Perwujudan bentuk dukungan penertiban PKL dapatlmepemberian
sarana, dan prasarana lainnya. Jika di tinjau kemb@hwa badan pelaksana
kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoeo yang paling utama,
adalah Satpol PP. Oleh karena itu, peninjauan dydwrkebijakan penertiban

PKL dapat dilihat dari sejauhmana ketersediaan nsaranaupun prasarana
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penunjang yang ada di Satpol PP. Dilihat dari kedinan sarana maupun
prasarana yang ada pada Satpol PP Kabupaten Sidoalka aspek sumber daya
ini telah terpenuhi semuanya. Alat-alat penunjaaggybiasa dipakai oleh staff
pelaksana untuk menertibkan bangunan-bangunan wigkan oleh PKL
berdasarkan pada wawancara 3 September 2013, didglgis.

Namun berlainan halnya dengan sumber daya yandildimieh Dinas
Pengairan, karena berdasarkan pada wawancara jlakgkdn pada tanggal 6
September 2013, bahwa sumber daya yang digunakiak amendukung staff
pelaksana di lapangan, yakni melalui penyediaamgamag ternyata masih belum
tersedia untuk periode tahun 2013. Ketiadaan aaggagnertiban PKL dari Dinas
Pengairan di kawasan tersebut secara otomatis rfgampénr signifikan atas
pelaksanaan kebijakan penertiban PKL dikawasan agampafvoer bono.

Jika melihat pendapat Agustino (2008), yang meny@outanpa adanya
fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) makianmeptasi kebijakan tersebut
tidak akan berhasil, maka dapat diketahui ketiadaaggaran dari Dinas
Pengairan menyebabkan pengimplementasian kebijRkada Nomor 5 Tahun
2007 terhadap PKL di kawasan semapdan afvoer boremjadi terhambat.
Sebenarnya prasarana pendukung pelaksanaan laatartiltapat di atasi dengan
adanya pemanfaatan sisa anggaran pihak Satpol dPppagram pemeliharaan
kamtribnas dan pencegahan tindak kriminal pada MaR012, sehingga
pengimplementasian kebijakan ini tidak menjadidenbat.

Oleh karena itu untuk pelaksanaan penertiban PKtadiasan sempadan
afvoer bono, maka akan lebih baik menggunakan aagggang tersedia, yakni
melalui anggaran dari Satpol PP, sehingga upayaementasi kebijakan

penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bondnaagiat direalisasikan.
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e) Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Penertibh.P

Melalui observasi dari peneliti, maka pemahamapatisi para pelaksana
kebijakan, ini dapat dikategorikan kedalam 3 hakny:

e.1Kecenderungan Prioritas Masing-Masing Pelaksanajaiein.

Sekembalinya para PKL untuk mendirikan sarana dagaereka, badan-
badan pelaksana kebijakan ini, ternyata telahtalke memiliki kecenderungan
untuk tidak memprioritaskan kebijakan penertibanLRK kawasan sempadan
afvoer bono. Mengacu pada hasil wawancara yandkuliéam pada tanggal 3
September 2013 di Satpol PP, dan pada tanggalgdtérSieer 2013 di Kecamatan
Gedangan, para pelaksana kebijakan tersebut mekgebwadanya prioritas
penertiban di tempat lain, serta menganggap beltemdkannya solusi konkret
saat para PKL itu kembali membuat pengimplementage tertunda. Diketahui
hanya Dinas Pengairan yang masih berusaha untukpnugitaskan penertiban
PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

Berdasarkan hal itu, seharusnya penertiban PKLasasan sempadan
afvoer bono ditempatkan pada skala prioritas yamggi, karena jika mengacu
pada surat permohonan warga yang diberikan kepadssDPengairan,
seharusnya kebijakan ini termasuk prioritas kebijpkyang utama, karena
menyangkut kepentingan warga, dan apabila tidakeraeglitangani akan
menimbulkan konflik. Kecenderungan tidak dipricskannya penertiban PKL ini,
dapat dikatakan sebagai sikap menunggu atas ree§atif yang dilakukan oleh
masyarakat sekitar, atau dengan kata lain menungdebih dahulu adanya

konflik.
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Mengacu pada teori Edward Ill (1980) dalam Agust{2008), ketika
implementor memiliki sifat yang berbeda dari apagydiinginkan oleh pembuat
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan ndenidak efektif. Selain itu
penjelasan Abdul Wahab (2012), yang mengatakan aupagjabat untuk
mewujudkan suatu undang-undang (regulasi) berggntiami arah dan ranking
tujuan-tujuan kebijakan dalam skala prioritas pajgiejabat tersebut, yang kedua
adalah kemampuan pejabat-pejabat tadi dalam metanqugrioritas-prioritas
tersebut, yakni kemampuan mereka untuk menjangkauyang dapat dicapai
dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedigndte/a persoalan sikap,
dan kemampuan ini tentu saja tergantung pada idasnyya kebebasan bertindak
yang dimiliki administrator.

Jadi berdasarkan dari teori diatas, pengimplemiamaBerda Nomor 5
Tahun 2007 terhadap PKL menjadi tidak efektif, kar@elaksanaan Perda ini di
kawasan sempadan afvoer bono, bukan merupakanitgsiopelaksanaan
penertiban dari beberapa pelaksana kebijakan, matawdengan tersedianya
sumber daya sekalipun, tidak menjamin kebijakangyaiimplementasikan
berhasil. Tanpa adanya sikap keinginan melaksandtaijakan tersebut,
menjadikan ketidakefektifan pengimplementasian jk&bn. Selain itu pula
keterbatasan tindakan untuk mewujudkan penertibamngngakibatkan
terhambatnya pelaksanaan penertiban PKL di kawssapdan afvoer bono saat
ini

e.2Adanya pengakomodasian keuntungan pribadi, kelompok

Hasil wawancara pada tanggal 19 Agusutus 2013 askpn bahwa para

PKL tersebut, telah memberikan uang imbalan jagasad® salah satu badan

pelaksana kebijakan, yakni pihak Desa Sawortratrdpntunya hal ini
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berlawanan dengan penjelasan dari pihak Dinas Kuojsg, yang menjelaskan
tidak diperkenankan seorang aparatpun/badan pelaksenertiban PKL untuk
meminta atau mengutip imbalan jasa terhadap PKjalleKarena apabila untuk
PKL resmi, retribusi hanya dilakukan oleh oleh pimpehak yang dianggap
memiliki kewenangan sesuai dengan aturan yang Keerlgakni melalui SK
Bupati, atau Perda. Ketidakpatuhan pelaksana k&ijani bisa jadi dikarenakan
beberapa hal, antara lain adanya anggapan kebutnbhagarakat sekitar atas
keberadaan mereka, dukungan ini ditunjukkan dengangkonsumsi barang
dagangan PKL tersebut setiap harinya. Hal yang reaggruhi lainnya adalah
masalah ekonomi, di mana pada masa krisis septiisi, usaha masyarakat
untuk mencari penghidupan yang halal, dan ini dpesikan oleh badan
pelaksana untuk patut dihargai, bukan ditindak. -lr#dl tersebut adalah
merupakan hasil observasi yang di lakukan pentdithadap para PKL, dan
masyarakat sekitar.

Upaya untuk mengatasi kecenderungan diatas, maka ganya sistem
insentif kepada badan-badan pelaksana, ataupund&epparatur pelaksana
kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Agus{@i®8) yang menyatakan
salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasalah kecenderungan para
pelaksana kebijakan tersebut, adalah dengan camsamnngulasi insentif. Pada
dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentinganyairsendiri, maka
memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijak@mpengaruhi tindakan para
pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keumtusiga biaya tertentu,
mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membpata pelaksana
menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilaki#takebagai upaya memenuhi

kepentingan pribadi atau organisasi.
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Pemberian sistem insentif ini, juga didukung dengemdapat Abdul
Wahab (2012) yang menjelaskan, apabila suatu sigiemmndang-undangan
secara longgar diterapkan, maka kemungkinannya akgadi perbedaan-
perbedaan perilaku kepatuhan yang cukup mendasarach pejabat-pejabat
pelaksana tersebut., sebab mereka akan berusalla metakukan perubahan-
perubahan tertentu sejalan dengan imbalan atantihgang muncul di lapangan.

Sistem insentif ini dapat diterapkan melalui permdepenghagaan bagi
setiap desal/kelurahan/kecamatan yang mampu meajadiwasannya tertib
lingkungan, tertib usaha, tertib jalan, atau deng@@mberikan penghargaan bagi
kawasan yang dianggap mampu menata PKL sesuai mengéayah
peruntukannya. Sehingga baik di tingkatan desajr&leén, serta kecamatan
berlomba-lomba untuk menjadikan kawasannya sesrajah perda trantib, dan
berusaha untuk menata PKL. Selain adanya sistsentif ini perlu adanya
sistempunishmenguna meminimalisir para oknum yang berusaha meratkaia
keberadaan PKL di kawasan sempadan afvoer bonebtérsyakni dengan
memberikan penurunan pangkat atau denda yang mépémaaoknum jera dalam
memungut imbalan jasa kepada para PKL

Jadi pada pelaksanaan kebijakan penertiban PKL hmasrmuat
kecenderungan /sikap pelaksana kebijakan akan tasierpada keuntungan
pribadi, dan kelompok. Hal ini dapat diatasi malgemberian insentif, agar
mereka menjadi faktor pendorong yang membuat pelakgana menjalankan
perintah dengan baik, serta sisteamishmenkepada para oknum-oknum.

e.3Dampak dari Kecenderungan Sikap Pelaksana.

Kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan, umdiakil observasi

yang telah dilakukan, memunculkan peningkatan aisvPKL illegal, atau
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berdampak terhadap menjamurnya PKL illegal di kawasempadan afvoer bono.
Kecenderungan sikap pelaksana kebijakan yang aemgler tidak
memprioritaskan, telah mengukuhkan keberadaan PKkadiasan sempadan
afvoer bono secara tidak langsung, serta mempeKRelaradaan oknum yang
mana diuntungkan dengan situasi tersebut. Selainb&lum adanya upaya
penanganan, dan pengawasan lokasi PKL, ketika ksar@anya program
peninggian jalan, dan pengerukan sungai dari DBi#& Marga, dan Dinas
Pengairan pada bulan November-Desember tahun 20d@puat PKL tersebut
kembali lagi. Kecenderungan pihak Satpol PP, maupumas Pengairan dengan
tidak melakukan program lanjutan, ketika para Pleksébut hendak kembali
berjualan lagi, seperti misalnya pengadaan tamaih dkekawasan tersebut, turut
membantu para PKL kembali ke kawasan sempadanerabhano. Salain itu juga
adanya unsumoney orientedepada salah satu pihak pelaksana kebijattapat
dijelaskan dengan pendapat Winarno (2005), bahkeapara pelaksana bersikap
negatif atau menolak implementasi kebijakan katan#lik kepentingan, maka
implementasi kebijakan akan menghadapi kendala.

Dampak kecenderungan ini diakibatkan pula oleh tpea yang
diberlakukan pihak pelaksana kebijakan, sebagainmamelasan dari Kepala
Bidang Tata Usaha pada tanggal 30 Agustus 2013vadbtrdapat beberapa pasal
dalam Perda No 5 Tahun 2007 yang diberlakukan lkepada PKL di kawasan
sempadan afvoer bono, yakni pasal 2, pasal 3 padal 6. Isi substansi perda
tersebut termasuk kedalam aspek tertib jalanptérigkungan, serta tertib usaha
tertentu. Walaupun begitu perda yang telah dibakiak dalam proses pengaturan
PKL tersebut, bukan merupakan peraturan yang mengatngenai keberadaan

PKL di Kabupaten Sidoarjo, sehingga tidak dapahgiementasikan kepada para
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PKL di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di kawasanpseian afvoer bono. Perlu
adanya pengaturan yang berfungsi mengatur secasugimengenai keberadaan
para PKL di Kabupaten Sidoarjo. Peraturan yang kiémakan ini dapat dipahami
sebagai sebuah aturan yang berfungsi menata, gekafiemberikan pembinaan
kepada para PKL, sehingga para PKL yang merash tetamberikan retribusi
atau uang imbalan jasa kepada sekelompok, ataunokerdentu, tidak merasa
dirugikan, akan tetapi juga di akomodasi kepentimga melalui pemberian suatu
penyuluhan dari pemerintah, agar usaha yang dainia dapat berkembang, dan
beralih menjadi sektor formal. Peranan pemerintapat dikatakan tidak hanya
sebagai penertib saja, melainkan juga sebagai panduusaha sektor informal
beralih kedalam sektor formal. Selain itu berdamarkasil wawancara pada
tanggal 02 Agustus, menjelaskan pula aspek pembima@mang selama ini
belum didapatkan oleh pihak PKL, pembinaan yanga#sud dapat berupa
bidang majerial, dimana para PKL ini tidak mendkepatmateri mengenai tata
cara pengelolaan modal, serta tata cara pengenmbasgha.

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan dimes-terkait tidak
berfungsi dalam pengaturan PKL, dikarenakan regykasg dijadikan pedoman
dalam pengaturan PKL ini, tidak mengatur sejauhnig@veenangan dinas-dinas
terkait dalam menata, atau membina para PKL. Kemggrayang diberikan pada
regulasi ini adalah kewenangan yang bersifat mikert aspek jalan, aspek
lingkungan, serta aspek usaha tertentu, sehindgggaenana halnya pada Dinas
Pertamanan, Dinas Pengairan, serta Dinas Bina Mg ikut diatur untuk
membantu penertiban PKL, contoh konkret yang terfthlah tidak adanya
program pemonitoringan, atau pengawasan area-aggg rpublik yang biasa

dimanfaatkan oleh para PKL, selain itu juga padaaBiKoperasi, Perindustrian,
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dan Perdagangan (Koperindag), juga tidak terdapabra atau pedoman yang
mengatur sejauhmana jenis, atau kewenangan, dakmbenikan penyuluhan/
pembinaan kepada para PKL, seperti misalnya tidakpgdoman mengenai detalil
jumlah minimal, atau tata cara pelaksanaan tekembmaan PKL yang dapat
diperoleh oleh para PKL tersebut.

Tanpa adanya pedoman yang secara jelas mengaten&egan dinas-
dinas tersebut dalam memberikan unsur pembinaaadkepara PKL, maka
menyebabkan hanya terdapat satu instansi yangrbarpétif, yakni Satpol PP,
selaku pihak yang hanya berfungsi untuk menertibkeberadaan para PKL
tersebut, sedangkan pihak-pihak lain, seperti lsalpgda Dinas Koperindag,
Dinas Pertamanan, serta Dinas Bina Marga yang seuf berperan membina
para PKL, menjadi tidak berfungsi atau terlibahisgga dapat disimpulkan aspek
pembinaan kepada para PKL tersebut menjadi tida& kéau terabaikan.

Berdasarkan pada pendapat McGee dan Yeung (199&in d@ctora
(2006), bahwa tindakan pengendalian dengan pembidikarenakan pola pikir
PKL sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikeelatif rendah dan
sederhana untuk menelaah peraturan yang ada sehohggat menimbulkan
interpretasi yang salah. Oleh karena itu peran pemh tidak dapa dilepaskan
oleh pemerintah, dan perlu untuk diatur secareetarp kedalam peraturan yang
dikenakan kepada PKL.

Hal yang selama ini terjadi pada para PKL di kawasampadan afvoer
bono, adalah akibat tidak adanya pengaturan kewgamgpada dinas terkait, sikap
prioritas para pelaksana kebijakan untuk mengadwe PKL di kawasan tersebut,
serta adanya berbagai oknum yang berusaha untukanfeatkan keberadaan

mereka, sehingga menyebabkan para PKL di wilaydba$jo belum sepenuhnya
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mendapatkan pembinaan dari pemerintah, selain éteka hanya sebagai obyek
penertiban, bukan sebagai obyek pembangunan. Rwoldapgan yang seperti
inilah yang harus dirubah, karena apabila PKL avdsan sempadan afvoer bono,
mendapatkan pembinaan, atau dukungan dari penterigigan mampu
menjadikan usaha mereka berkembang, atau denganl&at mereka dapat
beralih ke dalam sektor formal, yang tentunya aksmbantu meningkatkan
perekonomian negara. Jadi sikap para pelaksangakabi tersebut telah
berdampak/ mengakibatkan merebaknya aktifitas PKL-Painnya, serta
memunculkan sifat untuk tidak menerima kebijakamgyadiberikan kepada
mereka, sehingga pada akhirnya membuat pelaksapaaartiban PKL di
kawasan sempadan afvoer bono kedepannya, semakambah sulit untuk di
implementasikan.

Dari ketiga kategori yang didapatkan oleh pengtiida disposisi ini di
pahami sebagai kecenderungan, atau sikap paraspakkebijakan terhadap
implementasi kebijakan yang diterapkan. Kecendexangi dapat berakibat
posistif, ataupun negatif terhadap implementasij&kdn. Hasil observasi yang
dilakukan, menunjukkan disposisi pelaksana kebijaka kawasan sempadan
afvoer bono, telah mengakibatkan dampak yang rfegatia proses penertiban
PKL. Oleh karena itu disposisi ini diperlukan suasistem insentif, dan
punishmenterhadap para pelaksana kebijakan, serta mempewgasama antar
pelaksana kebijakan, dengan cara memadukan prgg@gnam yang telah dibuat

untuk mengatur, dan membina para PKL.

f) Struktur organisasi pelaksanaan penertiban PKL.
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Struktur organsasi pelaksanaan penertiban PKL m&earpsalah satu hal
yang dapat mempengaruhi keefektifan implementasijddean. Semakin sedikit
struktur organisasi yang terlibat dalam pelaksansasebut, maka semakin
memudahkan alur komunikasi yang ada, dalam implésenkebijakan
penertiban PKL yang dapat dilihat mengacu padadataoperasi prosedur yang
dilaksanakan, serta ada atau tidak adanya fragsiept&daksanaan penertiban
PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

f.1. Standar operasi prosedur (SOP).

Perlunya standar pelaksanaan kegiatan bertujudamk umengetahui acuan
atau landasan dasar agar meminimalkan resiko yayaglit dalam implementasi
Perda Nomor 5 tahun 2007 terhadap PKL di kawasapagan afvoer bono, serta
membuat pelaksanaan kebijakan ini memiliki kerankgga yang tersistematis,
tidak berbelit, dan mudah dipahami. Standar opgressedur yang dipakai
terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, kepaths Pengairan selaku
pengelola sempadan, saat ditemui peneliti padagtdrip September 2013, serta
kepada pihak Satpol PP pada tanggal 30 Agustus, 2888 pihak Trantib
Kecamatan Gedangan pada tanggal 17 September 28lEku pihak aparat
penertiban PKL adalah dengan mengacu pada staneamjguan lokasi
keberadaan para PKL di kawasan sempadan afvoer feosebut, serta acuan
terkait dengan pelaksanaan penertibannya.

Untuk standar penertiban PKL oleh pihak Kecamatardgagan
sebenarnya dengan memberikan peringatan maksirbahygak tiga kali untuk
memindahkan bangunan para PKL illegal, namun barllas pantauan peneliti
pada kenyataanya para PKL tersebut belum mendapadguran dari pihak

Kecamatan satu kalipun. Sedangkan berdasarkan, vaagiancara dari Dinas
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Pengairan ditindaklanjuti dengan pemberian perargakeguran baik secara lisan
atau tulisan. Standar yang dilakukan Dinas Pengdimapada observasi yang
didapat peneliti, menunjukkan PKL di kawasan serapaafvoer bono, telah di
tinjau, diberikan pengarahan, maupun peringataméey

Sedangkan standar pada Satpol PP adalah terkakspebhan penertiban
PKL, sebagaimana pada hasil wawancara pada Sakpdbamygal 28 dan 30
Agustus 2013, yang menjelaskan setidaknya dilakyk@mberian peringatan
terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali kepada pakL sebelum dilakukan
penertiban, lebih jelasnya standar operasi inudiaérdasarkan pada Permendagri
Nomor 54 ahun 2011 tentang Standar Operasi Pro&satpol PP. Melalui hasil
wawancara yang dilakukan kepada Kepala Pelaksammo|S2P pada tanggal 3
September 2013, dapat diketahui bahwa sebenarmyhipean yang tanpa diikuti
dengan jangka waktu tertentu, bertolak belakanggalenpedoman Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahuiill? yang secara
subtansi memuat penjelasan pemberian pengaraiapeamnbinanaan seharusnya
terdapat jangka waktu perencanaan dengan penggalktn tertentu, agar tiap
kegiatan yang dilakukan memiliki batasan waktu yglgs dan mempermudah
penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukasebut.

Hasil analisa yang dialakukan secara mendalam,tdipanpulkan hal
tersebut tidak melanggar dengan acuan yang diteragkeh standar operasi
Satpol PP, karena pada penjelasan tersebut merkandwdta “seharusnya”, akan
tetapi apabila tidak diterapkan pada PKL di kawaseampadan afvoer bono
tentunya berdampak pada kegagalan/ketidaksuksespltementasi kebijakan

yang telah dilakukan sebelumnya.
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Adanya pernyataan ketidaksuksesan/kegagalan imptasiekebijakan
tersebut, karena tidak adanya tolak ukur yang jedag@uhmana penilaian
keberhasilan bentuk pengarahan yang diterapkaninHsé€suai dengan pendapat
Winarno (2005) yang menjelaskan, tujuan pengguiS@R agar para pelaksana
dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan ddpafungsi untuk
menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam ma@ginyang kompleks, dan
tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fldkagbiyang besar dan kesamaan
yang besar dalam penerapan peraturan. Tidak jeladmatas penentuan
pengarahan PKL kawasan sempadan afvoer bono jugaph&asi terhadap
kegagalan/penundaan kebijakan, karena sesuai deegalapat Widodo (2012),
bahwa tidak jelasnya standar operasi prosedur (SG&k menyangkut
mekanisme, ikut pula menentukan gagalnya pelaksasestu kebijakan.

Hasil wawancara yang dilakukan tersebut, telah melkian standar
operasi prosedur memang telah jelas, dan dipahi@minoasing-masing pelaksana
kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoeo, akan tetapi masih
belum diterapkan sepenuhnya mekanisme standarsoge@sedur oleh Satpol
PP, menyebabkan belum adanya keseragaman mekamsialelanjut penertiban
PKL di kawasan sempadan afvoer bono, dan berakgzata penundaan
implementasi kebijakan PKL di kawasan sempadaneafisono.

f.2.Fragmentasi Pelaksanaan Penertiban PKL di Kawasmmp&lan Afvoer

Bono.

Mengacu pada hasil observasi yang dilakukan penefiaya penegakan
Perda Nomor 5 tahun 2007, untuk menertibkan PKlakdikan oleh pihak
Kecamatan Gedangan dengan tindakan preventif, yaamberian materi

pengarahan, dan pembinaan kepada para PKL di Keésam@edangan.
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Sebagaimana pula yang telah disebutkan pada hasitamcara tanggal 6
September 2013, bahwa Dinas Pengairan telah melakfungsi pengawasan,
serta pemberian teguran kepada para PKL di kawsesapadan.

Fungi- fungsi tersebut sebenarnya mirip dengan dungatpol PP
sebagaimana tercantum dalam Perbub Nomor 22 ta@d@fhtentang Satuan Polisi
Pamong Praja, yakni mengupayakan penegakan perataerah,dan peraturan
bupati, serta pengawasan terhadap masyarakat agaratohi dan menaati
peraturan daerah dan peraturan bupati yang berlaku.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka bisa diimpulaapat fragmentasi
yang terjadi pada pelaksanaan penertiban PKL dakaw sempadan afvoer bono.
Hal ini dapat dianalisis, karena tidak adanya tderiyang kuat dalam
implementasi kebijakan. Di samping itu, masing-mg@sbadan mempunyai
yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, makgmasttugas yang penting
mungkin akan tertunda dan hanya menjadi agend&kgaglaan. Suatu badan
pelaksana yang mempunyai suatu fleksibilitas rerdddAm misi-misinya, maka
badan pelaksana itu akan berusaha menunjukan fiyagslan besar kemunginan
akan menentang kebijakan yang baru dikeluarkan.

Maka daripada itu, fragmentasi yang terjadi padaksanaan Perda Nomor
5 Tahun 2007 terhadap PKL, diakibatkan tidak adastgatas yang kuat dalam
pengimplementasian kebijakan tersebut, dimanatasoyiang kuat ini seharusnya
berada pada Satpol PP selaku ketua tim koordia&rpban PKL. Otoritas yang
tidak kuat ini cenderung menimbulkan bentuk persgmsg berbeda dari berbagai
pihak, tidak hanya dari badan-badan pelaksanadi&tnijlainnya, melainkan juga

dari kelompok sasaran.
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Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wig2@il?2), bahwa
fragmentasi dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakayimpang dari tujuan
awalnya. Sehingga dapat disimpulkan, fragmentasngyaerjadi dalam
implementasi kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 yelgabkan terjadinya
penyimpangan, hal ini dikarenakan tidak adanyargin@ogram antar pelaksana
kebijakan, dan tidak adanya otoritas yang kuat 8atpol PP.

2) Faktor-Faktor yang Mendukung, dan Menghambat |mplementasi
K ebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 :
a) Faktor Pendukung
a.1l.Dukungan masyarakat sekitar terhadap otoritaskdpatusan-
keputusan pemerintah.
Hasil wawancara dengan beberapa warga perumahiar skktua RW 03
Desa Pepelegi, dan Dinas Pengairan terkait salah bantuk dukungan
pelaksanaan penertiban PKL di kawasan sempadaerabemo pada tanggal 04
Agustus, 25 Agustus, 27 Agustus, dan 06 Sepetetaben 2013, menegaskan
bahwa keseluruhan pihak tersebut mendukung adamylko penertiban kepada
para PKL tersebut, walaupun diantaranya dengan repskasi usaha para PKL
tersebut. Upaya pelaksanaan penertiban PKL terseipatbila mengacu pada
pendapat Agustino (2008) sebenarnya hal tersebutpakan bentuk rasa hormat
masyarakat, atau kepercayaan masyarakat akan kaptkaputusan yang dibuat
pemerintah dalam menertibkan keberadaan para PKkadiasan sempadan
afvoer bono. Jadi dapat dikatakan salah satu had yaendorong terjadinya
implementasi kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007ahdadanya dukungan
masyarakat sekitar terkait dengan penertiban PKkasiasan sempadan afvoer

bono.
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a.2.Kesadaran Beberapa Anggota Kelompok PKL Untuk Mere
Kebijakan Pemerintah.

Kesediaan untuk tidak berjualan di area kawasarpadan afvoer bono
diakui oleh beberapa anggota kelompok sasaran selbgnarnya tidak lepas dari
pemahaman para PKL tersebut, akan kepentingan vemigtar terkait dengan
pengerukan sungai di kawasan sempadan afvoer Bamiohasil wawancara pada
tanggal 6 Agustus, 19 Agustus, serta 22 SeptenttiE3 frhadap beberapa PKL
di kawasan tersebut, menjelaskan para PKL tersebcara terbuka menerima
kebijakan penertiban, walaupun diantara mereka yaeatkan adanya pemberian
lahan pengganti, ataupun mereka hanya berkeingimaimk pindah sementara
(disaat terjadinya proyek pengerukan sungai).

Penjelasan tersebut mengacu pada pendapat Isl@@y)(dahwa adanya
pikiran yang logis, atau rasional dari pandangapetsa PKL, terkait dengan
upaya penertiban yang dilakukan terhadap merekda Plasarnya penertiban
tersebut berhubungan dengan program pengerukaraiswang apabila terus
menerus tidak berjalan, dapat menimbulkan konflkghn masyarakat sekitar.
Jadi dapat dikatakan, bahwa adanya kesediaan lpabanggota kelompok PKL
untuk menerima kebijakan penertiban, membantu pelean kebijakan Perda
Nomor 5 Tahun 2007 di kawasan sempadan afvoer bono.

2). Faktor Penghambat

b.1. Adanya Ketidakpatuhan Anggota Kelompok PKL Terhadap
Kebijakan Pemerintah.

Pendapat dari beberapa anggota PKL , seperti padsgaran hasil

wawancara pada tanggal 2 Januari, 2 Agustus, 1&tAguserta 31 September

2013 telah menjelaskan perlu adanya pembenahaa.d@ethberapa alasan terkait
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dengan pengimplementasian Perda Nomor 5 tahun 280fAng trantibum
terhadap penertiban para PKL, tidak dapat diteohe beberapa pihak PKL di
kawasan sempadan afvoer bono. Perda ini oleh péradPsebut, dianggap tidak
lagi mengakomodasi kepentingan mereka, sehingga a padhapan
pengimplementasiannya tidak dapat dipaksakan.

Berdasarkan pada pemikiran Abdul Wahab (2012), bateorang aktor
yang tidak sepakat terhadap dampak suatu undaragigngang dipersepsinya
akan memandang dampak tersebut, sebagai sesuautigak sejalan dengan
tujuan yang sebenarnya, atau memandang undanggitetaebut sebagai sesuatu
yang tidak absah. Berdasarkan pada pendapat térpebsoalan para PKL yang
mempermasalahkan keabsahan, maupun kefektifitadaijakan penertiban yang
disebabkan perda yang dikenakan tersebut, bergaridnenghalangi tujuan
mereka, yakni pencari penghidupan yang lebih bR@dcaturan yang dikenakan
kepada pihak PKL, dianggap PKL merugikan kepentingeereka, sebab para
PKL tidak akan dapat berjualan lagi di kawasanetaut Terlebih para PKL di
kawasan sempadan afvoer bono, telah membayarustriatau uang imbalan
jasa, sehingga jelas menimbulkan ketidakpatuharhad@p perda yang
diberlakukan kepada mereka.

Ketidakpatuhan ini dapat diatasi apabila peratyeang dikenakan kepada
para PKL tersebut, lebih spesifik mengatur tata terlokasi, ataupn beraktifitas
mereka. Beberapa isi subtansi peraturan daerah fanga berisi larangan
menyebabkan mereka untuk enggan menerimanya. $@hipgraturan yang
dikenakan tidak dapat diimplementasikan, karenaatpean yang dikenakan
kepada mereka tidak hanya berisi larangan-laratgasi berjualan, akan tetapi

memuat kawasan yag memeperbolehkan mereka berjgsalzara bebas, serta
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memuat tata cara perizinan para PKL dalam berjualadi dapat disimpulkan,
adanya ketidakpatuhan dari beberapa anggota PKbhadep kebijakan
pemerintah, dikarenakan perda yang diberlakukamgdiap tidak mengakomodasi
kepentingan, serta merugikan keberadaan PKL di &amwaempadan afvoer bono.
Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor gbambat dalam
pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 5 Tah0@ #80kawasan sempadan
afvoer bono.
b.2. Keinginan Untuk Mencari Keuntungan Dengan Cepat.

Hambatan pengimplementasian Perda Nomor 5 Tahun t2@8adap PKL
di kawasan sempadan afvoer bono, tidak lepas dariya beberapa oknum yang
mencari keuntungan atas keberadaan para PKL teéyseta adanya kepentingan
PKL itu sendiri, guna memenuhi kebutuhan hidup.d@sarkan hasil wawancara
kepada para aparatur pelaksana kebijakan padaala®@di\gustus, 3 September,
serta 6 September 2013, bahwa salah satu hambalan gengimplementasian
penertiban PKL diakibatkan oleh lokasi strategibetadaan para PKL tersebut,
sehingga menyebabkan banyak orang mencari keumtutigéaerah itu. Dengan
jumlah kenaikan para PKL yang hadir di kawasaretars memunculkan oknum-
oknum yang mencari kesempatan mengejar keunturayakeberadaan para PKL
tersebut. Para PKL yang menganggap para oknum untrigamankan lokasi
mereka, rela membayar sejumlah uang kepada pararokersebut, sehingga
ketika para PKL tersebut ditertibkan, adanya sikapmacam bentuk
ketidakpuasan atas kebijakan yang diberikan. Lokasy mereka tempati terletak
di kawasan strategis, sehingga mempengaruhi kegawuyang didapat para PKL.
Berdasarkan pendapat para PKL sendiri pada hasiane@ara sebelumnya

dengan para PKL per tanggal 02 Januari, 06 Agu&RsSeptember, serta 31
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September 2013, merupakan salah satu upaya untuiemudi kebutuhan hidup
mereka. Mengacu pada penjelasan Islamy (2007), yaegyebutkan adanya
kenginan untuk mencari keuntungan dengan cepatyebabkan seringkali upaya
yang ditempuh dengan cara menipu, atau melawammnu®ieh sebab itu, mereka
mencoba bertahan untuk berjualan di area tersdbemgan adanya persepsi
mengenai keuntungan yang didapat dari PKL di kawdsesebut, maka secara
otomatis akan memunculkan sikap perlawanan hukung y@erlaku dari para

PKL. Terlebih para PKL tersebut menggunakan aliisinik secara non legal,

sehingga pengeluaran mereka tidak begitu besamretigkan pengeluaran
terhadap fasilitas yang digunakan/di fungsikan gbelna PKL tersebut dapat
dikatakan tidak begitu besar.

Keterkaitan antara pendapat Islamy (2007) dengaoniena para PKL di
kawasan sempadan afvoer bono antara lain, bahve@gmencarian keuntungan
di kawasan sempadan afvoer bono, menyebabkan pdrasétingkali melawan
hukum yang berlaku. Ketika para PKL ini merasa nagatkan keuntungan yang
besar dari lokasi aktifitas mereka, maka dapatdiilg@n mereka enggan untuk
ditertibkan. Terdapat kekhawatiran penertiban ataupemindahan mereka ke
lokasi lainnya, tidak sesuai dengan harapan/keamgimereka, serta membuat
keuntungan mereka menjadi lebih kecil/berkurang.

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan, adanyapsikeinginan
mencari keuntungan oleh para PKL di kawasan sempaflaver bono, untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka, menjadi salahfaktor penghambat dalam
pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 5 TalB0i ferhadap para PKL di

kawasan sempadan afvoer bono.



